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RINGKASAN EKSEKUTIF 

Laporan Kinerja Balai POM di Surakarta Triwulan I Tahun 2024 merupakan bentuk 

pertanggungjawaban untuk pencapaian sasaran strategis pada tahun 2024 yang mengacu 

pada Renstra Balai POM di Surakarta tahun 2021-2024 yang terdiri dari 11 (sebelas) 

sasaran strategis dengan 34 indikator kinerja utama. Lima dari sebelas sasaran strategis 

Balai POM di Surakarta Tahun 2024 memperoleh capaian dengan kategori “SANGAT 

BAIK”.  

Pernyataan keberhasilan pencapaian tiap sasaran strategis adalah sebagai berikut: 

1. Capaian indikator pada sasaran strategis pertama sebesar 107,74% menunjukkan 

keberhasilan Balai POM di Surakarta dalam mewujudkan Obat dan Makanan yang 

memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Surakarta pada Triwulan I Tahun 2024 

dengan kategori SANGAT BAIK; 

2. Capaian indikator pada sasaran strategis kedua sebesar 101,58% menunjukkan 

keberhasilan Balai POM di Surakarta dalam meningkatkan efektivitas pemeriksaan 

sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik Balai POM di Surakarta pada 

Triwulan I  Tahun 2024 dengan kategori SANGAT BAIK; 

3. Capaian indikator pada sasaran strategis ketiga sebesar 100,03% menunjukkan 

keberhasilan Balai POM di Surakarta dalam upaya meningkatkan efektivitas 

komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di 

Surakarta pada Triwulan I Tahun 2024 dengan kategori SANGAT BAIK; 

4. Capaian indikator pada sasaran strategis keempat sebesar 109,86% menunjukkan 

keberhasilan Balai POM di Surakarta dalam meningkatkan efektivitas pemeriksaan 

produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Surakarta 

pada Triwulan I Tahun 2024 dengan kategori SANGAT BAIK;  

5. Capaian indikator pada sasaran strategis kelima sebesar 106,30% menunjukkan 

keberhasilan Balai POM di Surakarta dalam upaya meningkatkan efektivitas 

penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Surakarta 

pada Triwulan I Tahun 2024 dengan kategori SANGAT BAIK; 

6. Capaian indikator pada sasaran strategis keenam sebesar 100,00% menunjukkan 

keberhasilan Balai POM di Surakarta dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG 

Lingkungan strategis eksternal yang dihadapi oleh Badan Pengawas Obat dan 

Makanan (Badan POM) pada tahun 2020-2024 terdiri dari 2 (dua) isu pokok, yaitu 

kesehatan dalam peningkatan kualitas pembangunan manusia dalam rangka 

peningkatan daya saing bangsa, serta peningkatan pembangunan sektor strategis 

dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, dan isu sosial ekonomi nasional. Isu 

kesehatan terkait dengan perlunya peningkatan pengawasan kualitas Obat dan 

Makanan utamanya dalam rangka mengawal Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan 

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), agenda Sustainable Development Goals (SDGs), 

keamanan pangan, serta perubahan iklim dunia. Terkait dengan isu pembangunan 

pada sektor strategis, Obat dan Makanan merupakan komoditi yang penting 

keberadaannya pada struktur perekonomian nasional. Hal ini ditandai dengan 

kontribusi industri Obat dan Makanan terhadap perekonomian nasional dari sektor 

nonmigas. Adapun isu terkait sosial-ekonomi global, khususnya tantangan di 

bidang sosial dan demografi, perubahan ekonomi dan sosial masyarakat 

perdagangan bebas dan komitmen internasional serta perkembangan teknologi. 

 

Menghadapi tantangan tersebut, Balai POM di Surakarta secara efektif 

melaksanakan pengawasan premarket, postmarket, dan tindak lanjut dari hasil 

pengawasan; penguatan dalam penindakan terhadap pelanggaran hukum atas 

jaminan keamanan, manfaat, dan mutu Obat dan Makanan; peningkatan kualitas 

pelayanan publik yang lebih efektif dan lebih mendekatkan Balai POM di 

Surakartake masyarakat; serta peningkatan pemahaman dan keterlibatan pelaku 

usaha, pemangku kepentingan, dan masyarakat dalam pengawasan Obat dan 

Makanan. 

 

1.2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI 

Berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan 
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Makanansebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan POM Nomor 23 Tahun 

2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 

22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di 

Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Balai POM di 

Surakartamerupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM, yaitu 

satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional 

tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan Obat dan 

Makanan. Kedudukan Balai POM di Surakartaberada di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi sesuai bidang 

tugasnya dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama. Peraturan Badan 

POM Nomor 22 Tahun 2020 tersebut merupakan langkah strategis penguatan 

kelembagaan BPOM yang diperlukan dalam upaya meningkatkan efektivitas 

pengawasan Obat dan Makanan. Balai POM di Surakarta memiliki cakupan wilayah 

kerja di 5 kabupaten/kota, yaitu Kota Surakarta, Kabupaten Karanganyar, 

Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, dan Kabupaten Sragen. 

 

Balai POM sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis dari Badan POM memiliki tugas 

melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan 

pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai POM di Surakarta 

menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan 

Makanan; 

b. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan; 

c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas 

pelayanan kefarmasian; 

d. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan 

Makanan; 

e. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan; 

f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan; 

g. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan; 

h. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan 

penyidikan; 
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i. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran 

ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan 

Makanan; 

j. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber; 

k. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di 

bidang pengawasan Obat dan Makanan;  

l. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan; 

m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat 

dan Makanan; 

n. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan 

o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan. 

 

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan Obat dan 

Makanan di wilayah Provinsi Jawa Tengah, maka pelaksanaan tugas dan fungsi UPT 

BPOM yang berada di Jawa Tengah dikoordinasikan oleh Balai Besar POM di 

Semarang guna memberikan perlindungan terhadap masyarakat. 

 

1.3. STRUKTUR ORGANISASI 

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Balai POM di Surakartadisusun berdasarkan 

Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit 

Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Badan POM Nomor 23 Tahun 2021 tentang 

Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 

2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan 

Pengawas Obat dan Makanan. Balai POM di Surakarta terdiri atas seorang Kepala 

Balai yang membawahi Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional. 
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Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Balai POM di Surakarta 

 

1.4. ISU STRATEGIS 

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Balai POM di Surakarta perlu 

dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan 

termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan 

sasaran kinerja. Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut: 

 

Isu Internal 

a. Kelembagaan Balai POM di Surakartayang didukung oleh sistem manajemen 

yang adaktif dengan hubungan linsek yang kuat. 

Balai POM di Surakarta adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan 

POM yang terbentuk sejak tahun 2018 sebagai Loka POM dan menjadi Balai POM 

pada Oktober 2023. Fungsi dan kelembagaan yang diemban oleh Balai POM 

sesuai dengan amanah Peraturan Badan POM dan secara kelembagaan 

merupakan UPT yang dikepalai oleh Kepala Balai POM (eselon 3). Dengan 

eselonisasi tersebut tidak menghalangi koordinasi dengan lintas sektor terkait di 

wilayah kerja dengan eselonisasi yang lebih tinggi. Beberapa Nota Kesepahaman 

telah terbentuk dengan lintas sektor di wilayah kerja, antara lain: 

1) Nota Kesepakatan dengan Pemerintah Kota Surakarta tentang Sinergi 

Penyelenggaraan Pelayanan Di Mal Pelayanan Publik Kota Surakarta 

2) Nota Kesepakatan dengan Pemerintah Kota Surakarta tentang Pelaksanaan 

Pengawasan Obat dan Makanan di Kota Surakarta bersama dengan Rencana 
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Kerja dengan Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, dan Dinas Komunikasi, 

Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Surakarta. 

3) Nota Kesepakatan dengan Pemerintah Kabupaten Wonogiri tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan yang sudah ditindaklanjuti 

dengan Perjanjian Kerja Sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri. 

4) Nota Kesepakatan dengan Pemerintah Kabupaten Karanganyar tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan yang sudah ditindaklanjuti 

dengan Perjanjian Kerja Sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten 

Karangnyar. 

Selain kerja sama dengan pemerintah daerah, Balai POM di Surakarta juga telah 

bekerja sama dengan organisasi, lembaga pendidikan dan lembaga swadaya 

masyarakat, yaitu dengan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) di wilayah kerja, 

Koperasi Jamu Indonesia (KOJAI), Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS), dan 

Yayasan Gita Pertiwi. Adanya kerja sama yang telah terjalin menjadi modal dalam 

fungsi pengawasan Obat dan Makanan ke depan yang lebih optimal dan sejalan 

dengan Inpres 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat 

dan Makanan agar Badan POM mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan 

Obat dan Makanan dengan instansi terkait. 

 

b. SDM muda yang kompeten dan mempunyai integritas dan komitmen yang 

kuat terhadap organisasi 

Dalam kehidupan organisasi publik sumber daya manusia memegang peranan 

yang semakin penting, karena ia penentu utama dalam meningkatkan kinerja 

organisasi publik. Di samping itu, perannya tidak dapat digantikan oleh sumber 

daya lain termasuk teknologi yang canggih sekalipun (Syafri dan Alwi, 2014). 

Sumber daya manusia muda dan kompeten menjadi aset organisasi yang harus 

dipelihara dan ditingkatkan kemampuannya untuk mencapai tujuan organisasi. 

Komposisi sumber daya manusia Balai POM di Surakarta terdiri dari 30 pegawai, 

8 laki-laki dan 22 perempuan.  
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Gambar 2. Profil Pegawai Tahun 2024 

Jumlah pegawai dengan sebagian besar adalah generasi milenial dan gen Z yang 

akrab dengan teknologi menjadi modal bagi organisasi dalam pengembangan dan 

pemanfaatan IT dalam sistem pengawasan Obat dan Makanan. Masa dimana 

Indonesia memasuki bonus demografi penduduk yang didominasi oleh penduduk 

usia produktif, pembangunan SDM menjadi penting dan ini sejalan dengan 

program pemerintah dalam RPJMN 2020-2024 untuk meningkatkan sumber 

daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. 

 

Peningkatan kompetensi dan integritas sumber daya manusia harus dikelola agar 

budaya organisasi dalam pelaksanaan fungsi Badan POM di UPT dapat 

dilaksanakan secara optimal. Manajemen SDM diperlukan agar peningkatan 

kompetensi dan integritas dapat terarah dan terukur. Era dimana Indonesia telah 

memasuki revolusi industri 4.0 yaitu era yang menekankan pada pola digital 

economy, artificial intelligence, big data, robotic dan lain sebagainya; dibutuhkan 

sumber daya manusia yang mempunyai kecerdasan IT untuk melakukan fungsi 

pengawasan dimana produksi dan distribusi Obat dan Makanan juga mengalami 

perubahan menuju era digitalisasi. Dan hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi 

organisasi dalam upaya peningkatan kompetensi sumber daya manusia sebagai 

bentuk perkuatan organisasi dalam menghadapi era revolusi industri. 

 

c. Sarana dan prasarana terutama fasilitas perkantoran dan laboratorium 

belum memadai 

Pegawai Balai POM di Surakarta

Laki - laki Perempuan
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Kantor yang ditempati saati ini berlokasi di Jalan Letjen Suprapto Nomor 5, 

Kerten, Laweyan, Surakarta 57143. Kantor merupakan bangunan milik 

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan luas tanah 545 m2 dan luas bangunan 

150 m2 dengan status pinjam pakai sesuai Perjanjian Pinjam Pakai Nomor 

030/0023006 tentang Pemanfaatan Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah 

Provinsi Jawa Tengah yang Dikelola Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 

Provinsi Jawa Tengah (Sumber : Laporan Tahunan Balai POM di Surakarta 2020)  

 

Sesuai dengan peraturan Badan POM Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar 

Sarana dan Prasarana Kantor di Lingkungan Badan POM, dengan kondisi 

bangunan tersebut belum memenuhi standar yang telah ditetapkan, terutama 

dengan adanya proyeksi peningkatan UPT Balai POM di Surakarta menjadi Balai 

POM, ketersediaan tanah untuk pembangunan kantor sesuai dengan standar 

sangat dibutuhkan. Pengadaan tanah untuk perkantoran UPT Balai POM 

menjadi prioritas penting untuk terlaksananya kegiatan dan fungsi Balai POM 

secara optimal baik melalui jalur hibah maupun pembelian tanah. 

 

d. Layanan publik yang mudah diakses oleh masyarakat dan lintas sektor 

Layanan publik adalah salah satu layanan yang diberikan oleh UPT berupa 

layanan informasi, pengaduan dan layanan sertifikasi. Standar pelayanan publik 

pemerintah mengacu kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik. Digitalisasi layanan di Badan POM telah dilaksanakan dalam 

rangka kemudahan akses dan kecepatan layanan di era digital. Kemudahan 

layanan tersebut harus disosialisasikan secara luas kepada seluruh masyarakat 

di wilayah kerja sesuai dengan semangat pembentukan UPTBalai POM dalam 

rangka mendekatkan Badan POM kepada masyarakat. 

 

Pelayanan publik dan sistem pengawasan berbasis digital menjadi tantangan 

tersendiri di era revolusi industri 4.0. Pemerintah dalam mengimbangi digitalisasi 

ini maka menerapkan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE). Dengan 

sistem ini diharapkan setiap lini dapat terhubung dengan baik, cepat dan 

transparan.  Kemudahan akses tersebut didukung oleh berbagai mal pelayanan 

publik yang yang mulai dibangun di wilayah kerja Balai oleh pemerintah daerah 

dan UPT Badan POM sebagai salah satu instansi yang mengisi layanannya. MPP 
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yang sudah terselenggara di tahun 2020 adalah MPP Surakarta serta menyusul 

untuk tahun 2022 adalah MPP Kabupaten Sukoharjo dan tahun 2023 adalah 

MPP Kabupaten Sragen. Dengan adanya MPP tersebut tentunya akan 

berkontribusi dalam mendekatkan layanan Badan POM kepada masyarakat di 

wilayah kerja sehingga kemudahan akses dan layanan dapat tersosialisasikan 

kepada masyarakat. 

 

e. Sistem pengawasan belum memberikan efek jera terhadap pelanggaran di 

bidang Obat dan Makanan 

Pengawasan Obat dan Makanan bersifat full spectrum, mulai dari pre-market 

hingga post-market. Sistem pengawasan full spectrum ini dalam rangka 

perlindungan masyarakat dari peredaran Obat dan Makanan yang yang tidak 

aman, bermutu dan berkhasiat. Sistem pengawasan Badan POM terdiri dari 3 

pilar pengawasan, yaitu pilar pengawasan oleh pemerintah, produsen dan 

masyarakat.  Sistem pengawasan berbasis risiko oleh pemerintah telah 

diterapkan dalam meningkatkan efisiensi pengawasan Obat dan Makanan. 

Perkuatan terhadap ketiga pilar pengawasan Obat dan Makanan diperlukan 

dalam sistem pengawasan yang efektif dan efisien. Pengawasan yang dijalankan 

diharapkan dapat menjamin peredaran Obat dan Makanan yang aman, bermutu 

dan berkhasiat melalui indikator kepatuhan pelaku usaha dan persentase Obat 

dan Makanan yang memenuhi syarat dan persentase Obat dan Makanan yang 

aman dan bermutu berdasarkan pengawasan.  

 

Pilar pengawasan oleh pemerintah telah dirancang melalui pengawasan berbasis 

risiko. Diperlukan siklus pengawasan, tindak lanjut dan pembinaan yang 

berkesinambungan untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam 

memenuhi standar mutu, keamanan, kemanfaatan dan khasiat produk Obat dan 

Makanan di wilayah kerja.  

 

f. Kepala UPT dengan eselonisasi yang tidak setara dengan lintas sektor dan 

sering mengalami mutasi 

Inpres No. 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan 

Makanan mengamanahkan Badan POM untuk mengoordinasikan pengawasan 

Obat dan Makanan dengan K/L dan Pemerintah Daerah terkait. Namun dalam 
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pelaksanaannya, fungsi koordinator pelaksanaan pengawasan Obat dan 

Makanan lintas institusi tersebut sulit (Sumber: Badan POM Hadir Kerja 

Bersama untuk Bangsa, Penny K. Lukito, 2019). Adanya perbedaan eselonisasi 

dan tugas berat sebagai amanah Inpres No. 3 Tahun 2017 menjadi pekerjaan 

rumah besar bagi UPT di daerah terutama Balai POM yang dikepalai oleh eselon 

3. Kepala Balai POM di Surakarta tergolong sering mengalami pergantian yaitu 4 

kali sejak 2018, sehingga dibutuhkan strategi tersendiri dalam melakukan 

koordinasi dengan lintas sektor terkait. 

 

Isu Eksternal 

a. Banyaknya jumlah UMKM di wilayah kerja 

Salah satu misi Badan POM adalah memfasilitasi pengembangan industri Obat 

dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM. Dari data Dinas Koperasi 

dan UMKM, di era pandemi ini terdapat kenaikan jumlah UMKM secara 

signifikan. Hal ini sejalan dengan tujuan diberikannya Bantuan Produktif Usaha 

Mikro oleh pemerintah untuk menggerakkan ekonomi di masa pandemi. 

Pertumbuhan jumlah UMKM di masa pandemi ini sebagian besar didominasi oleh 

UMKM di bidang makanan. Ini menjadi tantangan tersendiri untuk Badan POM 

selaku Pengawas Obat dan Makanan untuk melaksanakan pembinaan dan 

pendampingan agar mereka mampu menjamin produk yang dihasilkan aman, 

bermanfaat, bermutu, dan bergizi.  

 

Industri manufaktur skala kecil dan mikro mendominasi populasi industri 

manufaktur yang menjadi ranah pengawasan Badan POM. Untuk itu pemerintah 

secara khusus memberi perhatian dalam upaya peningkatan daya saing UMKM. 

Bertumbuhnya usaha mikro di wilayah kerja Balai POM di Surakartaterutama di 

bidang pangan dan Obat Tradisional menjadi perhatian khusus bagi 

pengembangan program-program Balai POM dalam rangka mendukung misi 

Badan POM untuk memfasilitasi industri manufaktur dengan keberpihakan 

kepada UMKM. Tantangan terhadap pembinaan ini adalah peredaran produk 

makanan mengandung bahan berbahaya dan obat tradisional mengandung 

Bahan Kimia Obat (BKO) di wilayah kerja. 
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Kondisi pandemi COVID-19 sejak tahun 2020 membawa perubahan dalam 

perekonomian Indonesia. Banyaknya sektor perekonomian yang gulung tikar dan 

munculnya sektor-sektor ekonomi baru membawa perubahan dalam 

perekonomian Indonesia. Kolapsnya beberapa sektor usaha membuat 

pemerintah menciptakan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) terhadap 

perekonomian Indonesia di masa pandemi pada bulan Juli tahun 2020 melalui 

Perpres No. 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 

2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional. 

 

Melalui program yang dicanangkan pemerintah ini, beberapa deregulasi 

diberlakukan dalam menciptakan kondisi perekonomian yang kondusif. Salah 

satu yang telah dilakukan oleh Badan POM adalah melalui kemudahan dalam 

perizinan yang diberikan. Hal ini diharapkan dapat memicu pertumbuhan 

ekonomi mikro kecil dan menengah di Indonesia. 

 

Kondisi pandemi ini, sejumlah 87,5% UMKM terdampak pandemi dan 93,2% 

diantaranya terdampak dari sisi penjualan. Empat puluh persen UMKM 

mengalami penurunan penjualan antara 25% hingga 50%. Adanya kebijakan – 

kebijakan daerah yang berpihak kepada pelaku usaha dalam mendukung 

pertumbuhan ekonomi nasional berimbas kepada bertumbuhnya jumlah UMKM 

– UMKM di bidang Obat dan Makanan. Di awal tahun 2020 dilakukan deregulasi 

terhadap fasilitas bersama untuk produksi PKRT berupa handsanitizer di UMKM 

Kosmetik di wilayah Indonesia hingga Conditional Approval untuk pemenuhan 

Cara Produksi Yang Baik untuk UMKM. 

 

Untuk mendukung UMKM berdaya saing ini diperlukan penguatan tiga pilar 

pengawasan dalam menjamin produk Obat dan Makanan yang beredar aman, 

berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Pilar tersebut adalah Pelaku Usaha, 

Pemerintah dan Masyarakat. Pilar pengawasan pertama sebelum produk beredar 

adalah dari pelaku usaha. Kesadaran pelaku usaha untuk menjamin keamanan 

mutu khasiat produk yang dihasilkan adalah lini pertama perlindungan 

konsumen, untuk itu diperlukan upaya sistematis untuk meningkatkan 

kepatuhan pelaku usaha terhadap pedoman Cara Pembuatan atau Distribusi 

yang Baik. 
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b. Pesatnya perkembangan IPTEK 

Pandemi COVID 19 telah mengubah hubungan interaksi Masyarakat dunia 

untuk adaptif dalam menggunakan teknologi digital. Bahkan di Indonesia 

khususnya, pandemi telah meredam banyak sektor termasuk ekonomi. 

Sementara untuk sektor teknologi informasi dan komunitas (TIK) tetap kuat 

dalam menjaga agar pertumbuhan ekonomi tetap bertahan. Sekjen Kementerian 

Kominfo menegaskan Kembali bahwa ekonomi digital telah dan akan terus 

menjadi katalisator pertumbuhan serta pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat 

selama pandemi. (Sumber : www.kominfo.go.id/content/detail/32602/pandemi-

covid-19-pacu-adaptasi-gunakan-teknologi-digital/0/berita_satker).  

Sejalan dengan strategi pemerintah dalam RPJMN 2020-2024 yaitu pemanfaatan 

teknologi dan informasi dalam transformasi digital yang salah satunya melalui 

Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, Badan POM telah memanfaatkan 

teknologi informasi dalam pengawasan obat dan makanan. Hal ini dapat dilihat 

dari elektronisasi berbagai proses dalam pengawasan obat dan makanan, 

contohnya melalui SIPT (Sistem Informasi Pelaporan Terpadu), SmartPOM, 

Badan POM Command Centre (BCC), 2D Barcode, e-registration, Tanda Tangan 

Elektronik (TTE) dan lain-lain. Transformasi digital ini memerlukan sumber daya 

manusia yang adaptif dan sarana-prasarana pendukung yang relevan.  

 

Digitalisasi proses di Badan POM memerlukan sumber daya manusia yang 

mampu melakukan transfer informasi maupun sosialisasi kepada masyarakat 

dan lintas sektor pengguna aplikasi digital tersebut. Berkembangnya IPTEK juga 

berpengaruh dalam pola peredaran Obat dan Makanan di masyarakat. 

Perkembangan IPTEK tersebut membutuhkan inovasi-inovasi dalam pola 

pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja. 

c. Budaya masyarakat yang konsumtif 

Kota Solo sebagai pusat ekonomi dengan mata pencaharian rata-rata 

penduduknya adalah wiraswasta/pedagang mempunyai kebiasaan masyarakat 

yang konsumtif. Hal ini menumbuhkan perekonomian terutama sektor usaha 

kecil di bidang makanan. Pemerintah Kota (Pemkot) Solo memberi perhatian 

khusus pada pemenuhan pengelolaan pangan yang adil dan berkelanjutan bagi 

warganya. Tahun ini, Pemerintah Kota Solo mulai menyusun peta jalan 

http://www.kominfo.go.id/content/detail/32602/pandemi-covid-19-pacu
http://www.kominfo.go.id/content/detail/32602/pandemi-covid-19-pacu
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(roadmap) untuk program Kota Cerdas Pangan sebagai tindak lanjut 

keikutsertaan Solo dalam penandatanganan Pakta Milan, akhir 2020 lalu 

(Sumber: https://www.solopos.com/ikuti-pakta-milan-pemkot-solo-susun-

roadmap-kota-cerdas-pangan-1232066). Pakta Milan adalah perjanjian 

internasional untuk mewujudkan kota cerdas pangan bagi warganya. Sejauh ini 

sudah lebih dari 200 kota yang menandatangani pakta tersebut. Dari Indonesia, 

baru dua kota yang tercatat ikut pakta tersebut yakni Bandung (sejak Agustus 

2020) dan Solo (sejak November 2020). 

 

Dalam rangka sinergisme program pemerintah daerah dan pusat, diperlukan 

peran Badan POM melalui Balai POM di Surakartadalam mengawal keamanan 

dan mutu pangan yang beredar sebagai peran aktif dan dukungan dalam 

program Kota Cerdas Pangan tersebut. Balai POM telah secara aktif ikut serta 

dalam penyusunan roadmap kota cerdas pangan melalui kerjasama dengan 

Yayasan Gita Pertiwi. 

 

d. Rendahnya kepatuhan pelaku usaha 

Data jumlah sarana produksi dan Distribusi Obat dan Makanan di wilayah kerja 

Balai POM di Surakarta adalah 1908 sarana produksi dan 2184 sarana 

distribusi. Dari data hasil pengawasan yang dilakukan oleh Balai POM di 

Surakarta di tahun 2020, persentase tidak memenuhi ketentuan untuk sarana 

produksi dan distribusi obat dan makanan adalah sebesar 26% dan 43%. 

(Sumber: Laporan Tahunan Balai POM di Surakarta, 2020). Penyumbang 

terbesar tidak memenuhi ketentuan dari sarana produksi adalah sarana 

produksi pangan dengan 64% dan dari sarana distribusi adalah sarana distribusi 

pangan dengan 70% tidak memenuhi ketentuan. 

 

e. Tingginya pelanggaran di bidang Obat dan Makanan 

Data rawan kasus Balai POM di Surakarta didominasi oleh peredaran kosmetik 

yang tidak mempunyai izin edar, obat tradisional mengandung bahan kimia obat 

(BKO) dan peredaran obat keras tanpa keahlian dan kewenangan. Dari 39 

laporan intelijen yang diterbitkan di tahun 2023, 50% di antaranya terkait 

dengan pelanggaran di bidang Obat Tradisional. Tingginya tingkat kerawanan ini 

kemungkinan besar dipengaruhi oleh belum terinformasikannya masyarakat 

https://www.solopos.com/ikuti-pakta-milan-pemkot-solo-susun-roadmap-kota-cerdas-pangan-1232066).
https://www.solopos.com/ikuti-pakta-milan-pemkot-solo-susun-roadmap-kota-cerdas-pangan-1232066).
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secara masif terkait berbahayanya produk Obat Tradisional tanpa izin edar dan 

masih tingginya pengaruh iklan terhadap pemilihan produk Obat Tradisional di 

wilayah Surakarta. Untuk itu perlu dilakukan upaya-upaya cegah tangkal dan 

penindakan dengan mengedepankan prinsip ultimum remidium tanpa 

mengesampingkan upaya-upaya hukum untuk menimbulkan efek jera terhadap 

pelaku pelanggaran. 

 

f. Wilayah kerja mempunyai potensi strategis di bidang sosial, ekonomi, 

politik 

Wilayah kerja Balai POM di Surakarta yang meliputi Kota Kabupaten Wonogiri 

dan Kabupaten Sragen merupakan wilayah aglomerasi yang dulunya merupakan 

bagian dari Keresidenan Surakarta dengan pusat perdagangannya di Kota 

Surakarta. Kota Surakarta juga menjadi centre of interest dimana Presiden RI ke 

7, Ir. H. Joko Widodo berasal dan pernah memimpin kota ini. Dan untuk masa 

2021 sampai dengan 5 tahun ke depan kota ini dipimpin oleh Walikota Gibran 

Rakabuming Raka yang merupakan putra sulung Presiden RI saat ini.  

 

Amanat Inpres No. 3 Tahun 2017 dan Permendagri No. 41 Tahun 2018 dalam 

bentuk kerja sama kolaborasi dan sinergis yang sudah terjalin di wilayah kerja 

yaitu: 1) Nota Kesepahaman dengan Pemerintah Kota Surakarta, 2) Nota 

Kesepahaman dengan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, 3) Nota 

Kesepahaman dengan Pemerintah Kabupaten Wonogiri, dan 4) Nota 

Kesepahaman dengan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Implementasi terhadap 

kerja sama yang telah terjalin belum secara optimal dimanfaatkan dalam 

menjalin koordinasi dengan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan. 

Perlu dilakukan koordinasi secara lebih intensif dengan lintas sektor terkait 

untuk meningkatkan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan. Beberapa 

permasalahan dalam pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja yang 

belum optimal, di antaranya: 

- Tindak lanjut terhadap Permendagri No. 41 Tahun 2018 dan Peraturan 

Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman 

Pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan 

Makanan. 
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- Permasalahan terkait hasil uji produk mengandung bahan berbahaya di 

beberapa pasar besar di wilayah kerja yang masih mengandung bahan 

berbahaya (Rhodamin B, Formalin, dan Boraks). 

- Sinergi dalam pengawasan Obat dan Makanan Ilegal. 

- Masih tingginya kasus penyalahgunaan obat-obat tertentu di beberapa 

wilayah, yaitu Sragen dan Wonogiri. 

 

Isu-Isu Terkait Pengawasan Obat dan Makanan 2021-2024 

Dari penjabaran isu-isu strategis baik internal maupun eksternal di atas, maka dapat 

diidentifikasi beberapa potensi dan permasalahan yang akan dihadapi Balai POM di 

Surakarta kedepan yaitu: 

a. Rendahnya Kepatuhan Pelaku Usaha 

Belum efektifnya Pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di daerah 

akan berimbas kepada banyaknya hasil pengawasan yang tidak memenuhi 

ketentuan. Hal ini akan menjadi preseden buruk terhadap kinerja Badan POM 

secara keseluruhan terutama dalam menjamin keamanan, mutu dan khasiat 

Obat dan Makanan di Indonesia. 

b. Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah Belum Efektif 

Pengawasan Obat dan Makanan tidak bisa dilaksanakan sendiri oleh Badan 

POM sehingga pemerintah mengamanahkan Inpres No. 3 Tahun 2017 untuk 

peningkatan efektivitasnya. Untuk itu kerja sama lintas sektor yang tidak 

terjalin dengan baik akan berimbas kepada inefektivitas pengawasan Obat dan 

Makanan. 

c. Peningkatan Pelanggaran di Bidang Obat dan Makanan 

Sistem pembinaan dan pemberian efek jera terhadap pelanggaran di Bidang 

Obat dan Makanan yang kurang efektif akan menyebabkan masifnya 

pelanggaran di bidang Obat dan Makanan. Untuk itu secara sistematis 

diperlukan sistem pembinaan dan penindakan yang efektif dengan 

memanfaatkan sumber daya yang ada dan kerja sama dengan lintas sektor 

terkait. 

d. Peredaran Hoax tentang Obat dan Makanan di Masyarakat 

Hoax terkait Obat dan Makanan menjadi isu yang strategis dan menjadi 

lingkaran setan yang kalau tidak segera diberantas akan berakibat pada 

mispersepsi masyarakat terkait kebenaran informasi yang beredar. Perlunya 
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edukasi masyarakat dalam melakukan counter effect adanya hoax ini diperlukan 

untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai pilar ketiga pengawasan 

Obat dan Makanan. Tingginya tingkat kesadaran masyarakat akan informasi 

yang benar di masyarakat akan membantu dalam pengawasan Obat dan 

Makanan yang efektif. 
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BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 

 

2.1. URAIAN SINGKAT RENSTRA 

Sejalan dengan visi dan misi Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka Badan 

POM telah menetapkan Visi dan Misi sebagai berikut : 

VISI 

“Obat dan Makana naman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan 

Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong 

royong.” 

MISI 

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan 

kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan 

kualitas manusia Indonesia; 

2. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan 

kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah 

dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan 

memberikan rasa aman pada seluruh warga; 

3. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan 

dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur 

ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemnadirian bangsa; 

4. Pengelolaan pemerintaham yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk 

memberikan pelayanan public yang prima di bidang Obat dan Makanan. 

 

Dalam rangka pencapian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, 

maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 

2020-2024 adalah : 

1. Meningkatnya peran serta Masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat 

dan Makanan. 

2. Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan. 

3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri 

Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada 

UMKM. 
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4. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan Obat dan 

Makanan yang aman dan bermutu. 

5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan. 

6. Terwujudnya perlindungan Masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan. 

7. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan 

akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima. 

 

Sasaran startegis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapaia Balai 

POM di Surakarta dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber 

daya serta, serta infrastruktur yang dimiliki Balai POM di Surakarta. Sasaran 

strategis Balai POM di Surakarta tergambar pada peta strategi level II Balai POM di 

Surakarta berikut : 

 

Gambar 3. Peta Strategis Balai POM di Surakarta Tahun 2021-2024 

 

Untuk mencapai sasaran strategis tersebut, Balai POM di Surakarta menggunakan 

11 (sebelas) sasaran strategis dengan 34 (tiga puluh empat) indikator yang dilengkapi 

dengan target kinerja berdasarkan Renstra Balai POM di Surakarta tahun 2021 – 

2024.



 

 
 

 

2.2. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 

Untuk mewujudkan perencanaan yang selaras antara Renstra dengan penyusunan 

anggaran, maka sebelum penyusunan anggaran disusunlah Rencana Kinerja 

Tahun (RKT) 2024 sebagai dasar penyusunan anggaran tahun 2024. 

No. Sasaran Indikator Kinerja Target 

1 Terwujudnya Obat 

dan Makanan yang 

memenuhi syarat 

Persentase Obat yang memenuhi 

syarat 

92.3 

Persentase Makanan yang 

memenuhi syarat 

97.6 

Persentase Obat yang aman dan 

bermutu berdasarkan hasil 

pengawasan 

90 

Persentase Makanan yang aman 

dan bermutu berdasarkan hasil 

pengawasan 

77 

2 Meningkatnya 

efektivitas 

pemeriksaan sarana 

Obat dan Makanan 

serta pelayanan 

publik 

Persentase keputusan/ 

rekomendasi hasil inspeksi sarana 

produksi dan distribusi yang 

dilaksanakan 

93 

Persentase 

keputusan/rekomendasi hasil 

inpeksi yang ditindaklanjuti oleh 

pemangku kepentingan 

85 

Persentase keputusan penilaian 

sertifikasi yang diselesaikan tepat 

waktu 

85 

Persentase sarana produksi Obat 

dan Makanan yang memenuhi 

ketentuan 

70 

Persentase sarana distribusi Obat 

dan Makanan yang memenuhi 

ketentuan 

68 

Persentase UMKM yang memenuhi 

standar produksi pangan olahan 

dan/atau pembuatan Obat 

Tradisional dan Kosmetik yang baik 

81 



 

 
 

 

No. Sasaran Indikator Kinerja Target 

3 Meningkatnya 

efektivitas 

komunikasi, 

informasi, edukasi 

Obat dan Makanan 

Tingkat Efektivitas KIE Obat dan 

Makanan 

94.4 

4 Meningkatnya 

efektivitas 

pemeriksaan produk 

dan pengujian Obat 

dan Makanan 

Persentase sampel Obat yang 

diperiksa dan diuji sesuai standar 

50 

Persentase sampel Makanan yang 

diperiksa dan diuji sesuai standar 

50 

5 Meningkatnya 

efektivitas 

penindakan 

kejahatan Obat dan 

Makanan 

Persentase keberhasilan 

penindakan kejahatan di bidang 

Obat dan Makanan 

72.5 

6 Terwujudnya tata 

kelola pemerintahan 

UPT yang optimal 

Persentase implementasi rencana 

aksi Reformasi Birokrasi di lingkup 

UPT 

100 

Nilai AKIP UPT 83.9 

7 Terwujudnya SDM 

UPT yang berkinerja 

optimal 

Indeks Profesionalitas ASN UPT 86.2 

8 Menguatnya 

laboratorium, 

pengelolaan data dan 

informasi 

pengawasan Obat 

dan Makanan 

Indeks pengelolaan data dan 

informasi UPT yang optimal 

3 

9 Terkelolanya 

Keuangan UPT 

secara Akuntabel 

Nilai Kinerja Anggaran UPT 93 

 

2.3. PERJANJIAN KINERJA (PK) 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan 

akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Balai POM di Surakarta 

menandatangani Perjanjian Kinerja untuk mencapai target kinerja seperti yang telah 

ditetapkan dalam dokumen RenstraBalai POM di Surakarta tahun 2021- 2024 dan 



 

 
 

 

DIPA Balai POM di SurakartaTahun anggaran 2024dengan jumlah anggaran sebesar 

Rp 9.867.975.000,00 (Sembilan miliyar delapan ratus enam puluh tujuh juta 

Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Perjanjian Kinerja memuat sasaran 

strategis yang seharusnya terwujud pada tahun 2024 dengan indicator kinerja yang 

relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan serta target kinerja yang 

akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh Balai POM di Surakarta.  

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Balai POM di Surakarta 

No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target 

1 Terwujudnya Obat dan 

Makanan yang memenuhi 

syarat 

Persentase Obat yang memenuhi syarat 97.4% 

Persentase Makanan yang memenuhi 

syarat 

95.4% 

Persentase Obat yang aman dan bermutu 

berdasarkan hasil pengawasan 

90% 

Persentase Makanan yang aman dan 

bermutu berdasarkan hasil pengawasan 

97.6% 

Persentase pangan fortifikasi yang 
memenuhi syarat 

85% 

2 Meningkatnya efektivitas 

pemeriksaan sarana Obat 

dan Makanan serta 

pelayanan publik 

Persenatse Keputusan/rekomendasi hasil 

inspeksi sarana produksi dan distribusi 

yang dilaksanakan 

99.3% 

Persentase Keputusan/ rekomendasi hasil 

inspeksi yang ditindaklanjuti oleh 

pemangku kepentingan 

92.9% 

Persentase Keputusan penilaian sertifikasi 

yang diselesaikan tepat waktu 

95% 

Persentase sarana produksi Obat dan 

Makanan yang memenuhi ketentuan 

60% 

Persentase sarana distribusi Obat dan 

Makanan yang memenuhi ketentuan 

71% 

Indeks Pelayanan Publik 3.55% 

Persentase UMKM yang memenuhi standar 

produksi pangan olahan dan/atau 

pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik 

yang baik 

94% 

Persentase keterlibatan UPT dalam Program 
sediaan farmasi makanan minuman serta 
program pemberdayaan Masyarakat bidang 
Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota 

95% 

3 Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan 96 



 

 
 

 

No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target 

Meningkatnya efektivitas 

komunikasi, informasi, 

edukasi Obat dan 

Makanan 

Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan 
Anak Sekolah (PJAS) Aman 

8 

Jumlah desa pangan aman 1 

Jumlah pasar panga aman berbasis 
komunitas 

1 

4 Meningkatnya efektivitas 

pemeriksaan produk dan 

pengujian Obat dan 

Makanan 

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan 

diuji sesuai standar 

50% 

Persentase sampel Makanan yang diperiksa 

dan diuji sesuai standar 

50% 

5 Meningkatnya efektivitas 

penindakan kejahatan 

Obat dan Makanan 

Persentase keberhasilan penindkaan 

kejahatan di bidang Obat dan Makanan 

78% 

6 Menguatnya 
laboratorium, pengelolaan 
data dan informasi 
pengawasan Obat dan 
Makanan 

Persentase pemenuhan laboratorium 
pengujian Obat dan Makanan sesuai 
standar GLP 

40% 

Indeks pengelolaan data dan informasi UPT 
yang optimal 

3% 

7 Meningkatnya kesadaran 
masyarakat terhadap 
keamanan dan mutu 
Obat dan Makanan 

Indeks kesadaran Masyarakat (awareness 
index) terhadap Obat dan Makana aman 
dan bermutu 

72.56% 

8 Meningkatnya kepuasan 

pelaku usaha dan 
Masyarakat terhadap 
kinerja pengawasan Obat 
dan Makanan 

Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap 

pemberian bimbingan dan pembinaan 
pengawasan Obat dan Makanan 

90.4% 

Indeks kepuasan Masyarakat atas kinerja 
pengawasan Obat dan Makanan 

74.41% 

Indeks kepuasan Masyarakat terhadap 
layanan publik UPT 

95.75% 

9 Terwujudnya tata Kelola 

pemerintahan UPT yang 

optimal 

Indeks Reformasi Birokrasi UPT 75% 

Nilai AKIP UPT 78.66% 

Nilai Pengelolaan Kearsipan 76.64% 

10 Terwujudnya SDM UPT 

yang berkinerja optimal 

Indeks Profesionalitas ASN UPT 90.64% 

11 Terkelolanya keuangan 
UPt secara akuntabel 

Nilai Kinerja Anggaran UPT 90.51% 

Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa 80% 

Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara 88% 

Persentase Realisasi Penggunaan Produk 

dalam Negeri 

60% 



 

 
 

 

 

Penetapan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 pada sasaran program disusun 

berdasarkan target pada Rencana Kinerja Tahun (RKT) Tahun 2024. Target pada RKT 

Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada Renja Badan POM yang telah ditetapkan 

lalu menyesuaikan dengan Renstra Balai POM di Surakarta Tahun 2021-2024 yang 

ditetapkan pada bulan Desember 2021. Sedangkan penetapan target Perjanjian 

Kinerja Tahun 2024 pada sasaran kegiaan, disesuaikan dengan target yang 

tercantum pada DIPA tahun 2024. 

 

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang 

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Balai POM di Surakartasebagai UPT 

Badan POM wajib menyusun Perjanjian Kinerja sebagai wujud nyata komitmen 

antara penerima Amanah (Kepala Balai POM di Surakarta).Dengan pemberi Amanah 

(Kepala Badan POM RI) untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, 

transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Pengukuran akuntabilitas 

dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya 

dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. 

 

2.4. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK) 

Perjanjian kinerja dimanfaatkan oleh setiap pimpinan untuk memantau dan 

mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam 

laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan prganisasi. 

Oleh karena itu, pencapaian realisasi Perjanjian Kinerja Balai POM di Surakarta 

selalu dimonitoring dan dievaluasi setiap triwulan melalui aplikasi e-perfomance 

untuk digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan tiap triwulan berikutnya. Dasar 

pemantauan tiap triwulan pada tahun 2024 adalah Rencana Aksi Perjanjian Kinerja 

tahun 2024. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Tabel 2. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Balai POM di Surakarta 

No. Sasaran Indikator 
Kinerja 

Target Anggaran 
(Rupiah) 

B03 B06 B09 B12 

1 Terwujudny

a Obat dan 

Makanan 

yang 

memenuhi 

syarat 

Persentase Obat 

yang memenuhi 

syarat 

97.4 97.4 97.4 97.4 35,557,250 

Persentase 

Makanan yang 

memenuhi 

syarat 

95.4 95.4 95.4 95.4 27,574,450 

Persentase Obat 

yang aman dan 

bermutu 

berdasarkan 

hasil 

pengawasan 

90 90 90 90 23,619,850 

Persentase 

Makanan yang 

aman dan 

bermutu 

berdasarkan 

hasil 

pengawasan 

97.6 97.6 97.6 97.6 20,198,650 

  Persentase 

pangan 
fortifikasi yang 
memenuhi 
syarat 

85 85 85 85 17,112,300 

2 Meningkatny
a efektivitas 

pemeriksaan 
sarana Obat 
dan 
Makanan 
serta 
pelayanan 
publik 

Persenatse 
Keputusan/reko

mendasi hasil 
inspeksi sarana 
produksi dan 
distribusi yang 
dilaksanakan 

99.3 99.3 99.3 99.3 67,299,300 

Persentase 

Keputusan/ 

rekomendasi 

hasil inspeksi 

yang 

ditindaklanjuti 

oleh pemangku 

kepentingan 

92.9 92.9 92.9 92.9 67,299,300 

Persentase 

Keputusan 

penilaian 

sertifikasi yang 

diselesaikan 

tepat waktu 

95 95 95 95 61,595,100 



 

 
 

 

Persentase 

sarana produksi 

Obat dan 

Makanan yang 

memenuhi 

ketentuan 

60 60 60 60 63,962,500 

Persentase 

sarana distribusi 

Obat dan 

Makanan yang 

memenuhi 

ketentuan 

71 71 71 71 116,323,600 

Indeks 
Pelayanan 
Publik 

  3.55 3.55 19,350,000 

Persentase 
UMKM yang 
memenuhi 
standar 
produksi pangan 
olahan dan/atau 
pembuatan Obat 
Tradisional dan 
Kosmetik yang 
baik 

30 59 69 94 40,337,100 

  Persentase 
keterlibatan UPT 
dalam Program 
sediaan farmasi 
makanan 
minuman serta 
program 
pemberdayaan 
Masyarakat 
bidang 

Kesehatan di 
Provinsi/Kabupa
ten/Kota 

   95 14,540,450 

3 Meningkatny

a efektivitas 

komunikasi, 

informasi, 

edukasi 

Obat dan 

Makanan 

Tingkat 

Efektivitas KIE 

Obat dan 

Makanan 

96 96 96 96 49,144,400 

Jumlah sekolah 
dengan Pangan 
Jajanan Anak 
Sekolah (PJAS) 
Aman 

24 60 78 8 285,941,000 

Jumlah desa 
pangan aman 

17 39 77 1 138,313,000 

Jumlah pasar 
panga aman 

20 31 86 1 62, 340,000 



 

 
 

 

berbasis 
komunitas 

4 Meningkatny

a efektivitas 

pemeriksaan 

produk dan 

pengujian 

Obat dan 

Makanan 

Persentase 

sampel Obat 

yang diperiksa 

dan diuji sesuai 

standar 

10.5 25 38.5 50 29,843,500 

Persentase 

sampel 

Makanan yang 

diperiksa dan 

diuji sesuai 

standar 

12.5 30 40.5 50 20,885,000 

5 Meningkatny

a efektivitas 

penindakan 

kejahatan 

Obat dan 

Makanan 

Persentase 

keberhasilan 

penindkaan 

kejahatan di 

bidang Obat dan 

Makanan 

10 50 60 78 355,337,300 

6 Menguatnya 
laboratorium
, 
pengelolaan 
data dan 
informasi 
pengawasan 
Obat dan 
Makanan 

Persentase 
pemenuhan 
laboratorium 
pengujian Obat 
dan Makanan 
sesuai standar 
GLP 

   40 3,189,952,000 

  Indeks 
pengelolaan data 
dan informasi 
UPT yang 

optimal 

3 3 3 3 500,508,200 

7 Meningkatny
a kesadaran 
masyarakat 
terhadap 
keamanan 
dan mutu 
Obat dan 
Makanan 

Indeks 
kesadaran 
Masyarakat 
(awareness 
index) terhadap 
Obat dan 
Makana aman 
dan bermutu 

   72.56 41,777,600 

8 Meningkatny
a kepuasan 
pelaku 
usaha dan 
Masyarakat 
terhadap 
kinerja 
pengawasan 
Obat dan 

Makanan 

Indeks 
kepuasan 
pelaku usaha 
terhadap 
pemberian 
bimbingan dan 
pembinaan 
pengawasan 
Obat dan 

Makanan 

   90.4 25,866,250 

Indeks 
kepuasan 

   74.41 69,373,100 



 

 
 

 

Masyarakat atas 
kinerja 
pengawasan 
Obat dan 
Makanan 

Indeks 
kepuasan 
Masyarakat 
terhadap 
layanan publik 

UPT 

   95.75 19,350,000 

9 Terwujudny
a tata Kelola 
pemerintaha
n UPT yang 
optimal 

Indeks 
Reformasi 
Birokrasi UPT 

   75 713,000,500 

Nilai AKIP UPT    78.66 713,000,500 

Nilai 
Pengelolaan 
Kearsipan 

   76.64 494,708,200 

10 Terwujudny
a SDM UPT 
yang 
berkinerja 
optimal 

Indeks 
Profesionalitas 
ASN UPT 

   90.64 715,950,500 

11 Terkelolanya 
keuangan 
UPt secara 
akuntabel 

Nilai Kinerja 
Anggaran UPT 

64 76 87 90.51 526,670,000 

  Nilai Kualitas 
Pengelolaan 
Barang dan Jasa 

   80 509,158,200 

Nilai 

Pengelolaan 

Barang Milik 
Negara 

   88 293,815,900 

Persentase 
Realisasi 
Penggunaan 
Produk dalam 
Negeri 

   60 538,270,000 

 

2.5. METODE PENGUKURAN 

Keberhasilan suatu sasaran strategis diukur melalui capaian indicator kinerja yang 

telah dituangkan pada Perjanjian Kinerja. Pengukuran capaian indicator kinerja 

dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indicator dari setiap indicator 

sasaran strategis yang telah ditetapkan. Selanjutnya dihitung persentase capaian 



 

 
 

 

kinerja untuk masing – masing indicator, dengan cara membandingkan realisasi 

dan target yang telah ditetapkan menggunakan rumus : 

 

 

 

 

Kategori penilaian capaian kinerja triwulan terhadap target triwulan yang digunakan 

dalam Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut: 

 

 

Kategori Capaian Indikator Notifikasi Warna 

Tidak Dapat Disimpulkan > 120%  

Sangat Baik 100% < x ≤ 120%  

Baik = 100% 
 

Cukup 70% ≤ x < 100%  

Kurang < 70%  

Gambar 4. Kategori Pencapaian Indikator Terhadap Target Tahun 2023 

Sedangkan kategori penilaian capaian kinerja terhadap target jangka menengah yang 

terdapat dalam dokumen renstra yang digunakan dalam Laporan Kinerja Tahun 

2024 ini adalah sebagai berikut: 

Kategori Penjelasan Notifikasi Warna 

Tercapai/Melampaui 

 

Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. 

tahun n dibandingkan dengan target jangka 

menengah (akhir periode Renstra) sebesar ≥ 100%. 

 

Akan Tercapai 

 

Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. 

tahun n dibandingkan dengan target jangka 

menengah (akhir jangka menengah (akhir periode 

Renstra) sebesar 70% - <100% (70 ≤ x < 100). 

 

Perlu Upaya Keras 

 

Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. 

tahun n dibandingkan dengan target jangka 

menengah (akhir periode Renstra) sebesar <70% (x < 

70). 

 

Gambar 5. Kategori Pencapaian Indikator Terhadap Target Renstra 

% 𝑪𝒂𝒑𝒂𝒊𝒂𝒏 =
𝑹𝒆𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂𝒔𝒊

𝑻𝒂𝒓𝒈𝒆𝒕
 x 100% 



 

 
 

 

Dalam menghitung capaian sasaran strategis digunakan pembobotan untuk sasaran 

strategis yang memiliki lebih dari 1 indikator. Berikut ini adalah rumus perhitungan 

Nilai Pencapaian Sasaran (NPS): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) adalah rata-rata dari nilai pencapaian  

indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya (1). 

NPS2 =
1NPI 1 + 1NPI 2

2
 

NPS3 =
1NPI 1 + 1NPI 2 + 1NPI 3

3
 

NPS4 =
1NPI 1 + 1NPI 2 + 1NPI 3 + 1NPI 4

4
 

NPS5 =
1NPI 1 + 1NPI 2 + 1NPI 3 + 1NPI 4 + 1NPI 5

5
 

 

 

 



 

 
 

 

BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

3.1   CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 

Pada bagian Capaian Kinerja Organisasi disajikan hasil pengukuran kinerja dari 

masing-masing pernyataan kinerja sasaran strategis Balai POM di Surakarta guna 

memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektivitas kegiatan yang 

dilaksanakan pada tahun berjalan. Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara 

membandingkan realisasi kinerja TRIWULAN I tahun 2024 terhadap target yang telah 

ditetapkan pada TRIWULAN I tahun 2024 dan akhir tahun 2024, melakukan analisis  

penyebab  keberhasilan/kegagalan  atau  peningkatan/penurunan  kinerja  serta 

upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan, analisis program/kegiatan 

yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, 

serta tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya. Selain itu, juga 

dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.  

 

Pada TRIWULAN I tahun 2024 dari 11 sasaran strategis Balai POM di Surakarta telah 

berhasil mencapai target 5 sasaran strategis dengan kategori “Sangat Baik”, 1 

sasaran strategis dengan kategori “Baik” dan 1 sasaran strategis dengan kategori 

“Kurang” dan 4 sasaran strategis belum memiliki capaian karena baru diukur pada 

akhir tahun 2024. Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) TRIWULAN I tahun 2024 sebagai 

berikut :  

Tabel 4. Pencapaian Sasaran Strategis TRIWULAN I Tahun 2024 

No. Sasaran Strategis Capaian (NPS) Kategori 

1. 
Terwujudnya Obat dan Makanan yang 
memenuhi syarat di wilayah kerja Balai 
POM di Surakarta 

107,74% Sangat Baik 

2. 

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan 
sarana Obat dan Makanan serta pelayanan 
publik di wilayah kerja Balai POM di 
Surakarta 

101,58% 

 

Sangat Baik 

3. 
Meningkatnya efektivitas komunikasi, 
informasi, edukasi Obat dan Makanan di 
wilayah kerja Balai POM di Surakarta 

100,03% 
 

Sangat Baik 



 

 
 

 

No. Sasaran Strategis Capaian (NPS) Kategori 

4. 
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan 
produk dan pengujian Obat dan Makanan 
di wilayah kerja Balai POM di Surakarta 

109,86% 
 

Sangat Baik 

5. 
Meningkatnya efektivitas penindakan 
kejahatan Obat dan Makanan di wilayah 
kerja Balai POM di Surakarta 

106,30% 
 

Sangat Baik 

6. 
Menguatnya laboratorium, pengelolaan 
data dan informasi pengawasan Obat dan 

Makanan 

100% Baik 

7. 
Meningkatnya kesadaran masyarakat 
terhadap keamanan dan mutu Obat dan 
Makanan 

- - 

8. 
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan 
masyarakat terhadap kinerja pengawasan 
Obat dan Makanan 

- - 

9. 
Terwujudnya tata kelola pemerintahan 
Balai POM di Surakarta yang optimal 

- - 

10. 
Terwujudnya SDM Balai POM di Surakarta 
yang berkinerja optimal 

- - 

11. 
Terkelolanya keuangan Balai POM di 
Surakarta secara akuntabel 

56,45% Kurang 

 

Analisis Akuntabilitas Kinerja  

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 telah diperjanjikan 11 sasaran strategis 

dan 34 Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan pencapaian pada TRIWULAN I tahun 

2024 sebagai berikut :  

Tabel 5. Hasil Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) TRIWULAN I Tahun 2024 

No. Sasaran Strategis IKU Target Realisasi Capaian 

1 

Terwujudnya Obat 
dan Makanan yang 
memenuhi syarat di 
wilayah kerja Balai 
POM di Surakarta 

Persentase Obat yang 

memenuhi syarat 
97,40% 100,00% 102,67% 

Persentase Makanan 
yang memenuhi syarat 

95,40% 100,00% 104,82% 

Persentase Obat yang 
aman dan bermutu 
berdasarkan hasil 
pengawasan 

90,00% 100,00% 111,11% 

Persentase Makanan 
yang aman dan bermutu 

97,60% 100,00% 102,46% 



 

 
 

 

No. Sasaran Strategis IKU Target Realisasi Capaian 

berdasarkan hasil 
pengawasan 

Persentase pangan 
fortifikasi yang 
memenuhi syarat 

85,00% 100,00% 117,65% 

2 

Meningkatnya 
efektivitas 
pemeriksaan sarana 
Obat dan Makanan 
serta pelayanan 
publik di wilayah 
kerja Balai POM di 

Surakarta 

Persentase 
keputusan/rekomendasi 
hasil inspeksi sarana 

produksi dan distribusi 
yang dilaksanakan 

99,30% 100,00% 100,70% 

Persentase 
keputusan/rekomendasi 
hasil inspeksi yang 

ditindaklanjuti oleh 
pemangku kepentingan 

92,90% 100,00% 107,64% 

Persentase keputusan 
penilaian sertifikasi 
yang diselesaikan tepat 
waktu 

95,00% 70,27% 73,97% 

Persentase sarana 
produksi Obat dan 
Makanan yang 
memenuhi ketentuan 

60,00% 72,73% 121,22% 

Persentase sarana 
distribusi Obat dan 
Makanan yang 
memenuhi ketentuan 

71,00% 73,97% 104,18% 

Indeks Pelayanan Publik - - - 

Persentase UMKM yang 
memenuhi standar 
produksi pangan olahan 
dan/atau pembuatan 
OT dan Kosmetik yang 
baik 

30,00% 30,53% 101,77% 

Persentase Keterlibatan 
UPT dalam Program 

Sediaan Farmasi 
Makanan Minuman 
serta Program 
Pemberdayaaan 
Masyarakat Bidang 
Kesehatan di 
Provinsi/Kabupaten/Kot
a 

- - - 

3 Meningkatnya 
efektivitas 

Tingkat Efektivitas KIE 
Obat dan Makanan 

96,00 96,11 100,11% 



 

 
 

 

No. Sasaran Strategis IKU Target Realisasi Capaian 

komunikasi, 
informasi, edukasi 
Obat dan Makanan di 
wilayah kerja Balai 
POM di Surakarta 

Jumlah sekolah dengan 
Pangan Jajanan Anak 
Sekolah (PJAS) Aman 

24,00 24,00 100,00% 

Jumlah desa pangan 
aman 

17,00 17,00 100,00% 

Jumlah pasar aman dari 
bahan berbahaya 

20,00 20,00 100,00% 

4 

Meningkatnya 
efektivitas 
pemeriksaan produk 

dan pengujian Obat 
dan Makanan di 
wilayah kerja Balai 
POM di Surakarta 

Persentase sampel Obat 
yang diperiksa dan diuji 
sesuai standar 

10,50% 12,20% 116,19% 

Persentase sampel 
makanan yang diperiksa 
dan diuji sesuai standar 

12,50% 12,94% 103,52% 

 

5 

 

Meningkatnya 
efektivitas 
penindakan 
kejahatan Obat dan 
Makanan di wilayah 
kerja Balai POM di 
Surakarta 

Persentase keberhasilan 
penindakan kejahatan 
di bidang Obat dan 
Makanan 

10,00% 10,63% 106,30% 

6 

Menguatnya 
laboratorium, 
pengelolaan data dan 
informasi pengawasan 
Obat dan Makanan 

Persentase pemenuhan 
laboratorium pengujian 
Obat dan Makanan 
sesuai standar GLP 

- - - 

Indeks Pengelolaan Data 
dan Informasi UPT yang 
Optimal 

3,00 3,00 100,00% 

7 

Meningkatnya 

kesadaran 
masyarakat terhadap 
keamanan dan mutu 
Obat dan Makanan 

Indeks kesadaran 

masyarakat (awareness 
index) terhadap Obat 
dan Makanan yang 
aman dan bermutu 

- - - 

8 

Meningkatnya 
kepuasan pelaku 
usaha dan 
masyarakat terhadap 
kinerja pengawasan 
Obat dan Makanan 

Indeks kepuasan pelaku 
usaha terhadap 
pemberian bimbingan 
dan pembinaan 
pengawasan Obat dan 
Makanan 

- - - 

Indeks Kepuasan 
masyarakat atas kinerja 
pengawasan Obat dan 
Makanan 

- - - 

Indeks Kepuasan 
Masyarakat terhadap 
Layanan Publik BPOM 

- - - 



 

 
 

 

No. Sasaran Strategis IKU Target Realisasi Capaian 

9 

Terwujudnya tata 
kelola pemerintahan 
Balai POM di 

Surakarta yang 
optimal 

Persentase implementasi 
rencana aksi Reformasi 
Birokrasi di lingkup 
Balai POM di Surakarta 

- - - 

Nilai AKIP UPT - - - 

Nilai Pengelolaan 
Kearsipan 

- - - 

 

10 

 

Terwujudnya SDM 
Balai POM di 
Surakarta yang 
berkinerja optimal 

Indeks Profesionalitas 
ASN Balai POM di 
Surakarta 

- - - 

11 Terkelolanya 
Keuangan Balai POM 
di Surakarta secara 
Akuntabel 

Nilai Kinerja Anggaran 
Balai POM di Surakarta 

64,00 36,13 56,45% 

Nilai Kualitas 
Pengelolaan Barang dan 
Jasa 

- - - 

Nilai Pengelolaan 
Barang Milik Negara 

- - - 

Persentase Realisasi 
penggunaan produk 
dalam negeri 

- - - 

 

Dari 34 (tiga puluh empat) IKU, baru 20 IKU yang dapat dievaluasi di TRIWULAN I 

sedangkan 14 IKU baru dapat diukur di akhir tahun 2024. Hasil perhitungan 

menunjukkan bahwa terdapat 13 indikator dengan kategori “Sangat Baik”, 4 

indikator dengan kategori “Baik”, 1 indikator dengan kategori “Tidak Dapat 

Disimpulkan”, 1 indikator dengan kategori “Cukup” dan 1 indikator dengan kategori 

“Kurang”. Kategori Sangat Baik dan Baik menunjukkan bahwa target TRIWULAN I 

tahun 2024 sudah dapat tercapai.  

Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap masing-masing sasaran strategis 

yang telah ditetapkan oleh Balai POM di Surakarta, sebagai berikut : 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

SASARAN STRATEGIS 1 

TERWUJUDNYA OBAT DAN MAKANAN YANG MEMENUHI SYARAT DI WILAYAH KERJA 

BALAI POM DI SURAKARTA 

 

Pencapaian tersebut didukung oleh 5 indikator sebagai berikut :  

Indikator Kinerja Sasaran Strategis  1 

1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat 

a. Perbandingan target dan realisasi TRIWULAN I tahun 2024 

Tabel 6. Capaian Persentase Obat yang Memenuhi Syarat TRIWULAN I Tahun 2024 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % CAPAIAN KRITERIA 

Persentase Obat yang 
memenuhi syarat 

97,40% 100,00% 102,67% 
Sangat Baik 

 

Persentase obat yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus : 

% Obat MS = (Jumlah Sampel Acak Obat MS dibagi Total Sampel Acak 

 Obat yang Diperiksa dan Diuji ) x 100% 

 

Obat  mencakup komoditas obat,  bahan  obat,  narkotika,  psikotropika,  

prekursor,  obat  tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik (Perpres No. 

80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan). Sampling 

dilakukan terhadap Obat beredar mengacu Data Survei Produk Beredar 

berdasarkan kerangka sampling di tahun berjalan. Kriteria Obat Tidak 

Memenuhi Syarat, meliputi:  

1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kedaluwarsa 

nomor izin edar);  

2) Produk kedaluwarsa;  

3) Produk rusak;  

4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan;  

5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. 

 

Realisasi persentase Obat yang memenuhi syarat diperoleh dari hasil 

pemeriksaan 34 sampel acak Obat yang dilakukan oleh Balai POM di 

Surakarta dengan hasil 34 MS semua. Capaian persentase Obat yang 



 

 
 

 

memenuhi syarat pada Triwulan 1 tahun 2024 telah berhasil mencapai target 

yaitu 102,67 % dengan kriteria “ Sangat Baik”. 

 

b. Perbandingan realisasi TRIWULAN I tahun 2024 dengan target tahun 2024 

Tabel 7. Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat TRIWULAN I Tahun 2024 
dibandingkan target tahun 2024 

INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

2024 

REALISASI 

TW 1 2024 
% CAPAIAN KRITERIA 

Persentase Obat yang 
memenuhi syarat 

97,40% 100,00% 102,67% 
TERCAPAI/ 
MELAMPAUI 

 

Realisasi Persentase obat yang memenuhi syarat triwulan I tahun 2024 sudah 

mencapai target tahun 2024 dengan kategori TERCAPAI/ MELAMPAUI. 

Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar dapat 

mempertahankan capaian dengan kategori di atas. 

 

c. Analisis  penyebab  keberhasilan/kegagalan  atau  

peningkatan/penurunan  kinerja  serta upaya perbaikan dan 

penyempurnaan kinerja ke depan 

Jumlah total sampel Obat yang memenuhi syarat di Balai POM di Surakarta 

adalah 34 sampel. Beberapa kegiatan yang akan dilakukan untuk mendukung 

capaian Obat yang memenuhi syarat : 

1) Melakukan koordinasi dengan Balai Koordinator terkait Perencanaan 

Sampling dan Pengujian yang dilaksanakan di awal tahun anggaran dan 

dievaluasi secara rutin setiap bulan 

2) Pengawasan penandaan yang dilakukan secara rutin dievaluasi oleh 

Badan POM dan hasilnya telah ditindaklanjuti melalui pembinaan berupa 

surat peringatan ke sarana produksi 

3) Pembinaan ke pemilik sarana distribusi agar mendistribusikan produk 

obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik sesuai dengan 

ketentuan 

Saat inspeksi rutin ke sarana produksi agar menerapkan GMP (Good 

Manufacturing Practice) sehingga produk yang dihasilkan memenuhi standar 



 

 
 

 

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun 

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja 

Balai POM di Surakarta sudah berhasil mencapai target persentase Obat yang 

memenuhi syarat. Beberapa kegiatan yang mendukung capaian Obat yang 

memenuhi syarat, antara lain : 

1) Kepatuhan pelaku usaha Obat Tradisional dan Kosmetik terhadap 

peraturan baik dari segi label maupun kualitas/mutu yang dihasilkan 

cukup baik. Evaluasi penandaan yang dilakukan rutin setiap bulan oleh 

petugas Balai POM di Surakarta dan laporan penandaan dikirimkan ke 

Pusat untuk ditindaklanjuti.  

2) Pembinaan yang dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan sarana 

distribusi turut memberi dampak sehingga tidak ditemukan lagi produk-

produk tanpa ijin edar. 

 

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya 

Metode sampling secara acak dimulai dari pemilihan kabupaten/kota, 

pemilihan sarana distribusi dan pengambilan sampel dilakukan secara acak. 

Tabel 8. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat 

TRIWULAN I Tahun 2024 

REKOMENDASI 

TINDAK LANJUT KONDISI 

SEBELUM 

RENCANA 

AKSI 

KONDISI 

SETELAH 

RENCANA 

AKSI 
SELESAI 

BELUM 

RENCANA 

AKSI 
TIMELINE 

Evaluasi 
penandaan yang 
dilakukan rutin 

setiap bulan oleh 
petugas Balai 

POM di 
Surakarta dan 

laporan 
penandaan 

dikirimkan ke 
Pusat untuk 

ditindaklanjuti 

Evaluasi 
penandaan 

yang 
dilakukan 

setiap bulan 
oleh petugas 
Loka POM di 

Kota 
Surakarta 

dan laporan 
penandaan 
dikirimkan 
ke Pusat 

Akan tetap 
dilanjutkan 

di TW II 

Akhir TW II   

Pembinaan yang 
dilakukan 
bersamaan 

dengan 

pemeriksaan 

Pembinaan 
yang 

dilakukan 
bersamaan 

dengan 

Akan tetap 
dilanjutkan 

di TW II 

Akhir TW II   



 

 
 

 

sarana distribusi 
turut memberi 

dampak sehingga 
tidak ditemukan 

lagi produk-
produk tanpa ijin 

edar 

pemeriksaan 
sarana 

distribusi 
turut 

memberi 
dampak 
sehingga 

tidak 
ditemukan 

lagi produk-
produk 

tanpa ijin 
edar 

 

2. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat 

a. Perbandingan target dan realisasi TRIWULAN I tahun 2024 

Tabel 9. Capaian Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat TRIWULAN I Tahun 2024 

INDIKATOR KINERJA TARGET  REALISASI % CAPAIAN KRITERIA 

Persentase 
Makanan yang 

memenuhi syarat 

95,4% 100% 104,82% 

 

Sangat Baik 

 

Persentase Makanan yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus : 

% Makanan MS = (Jumlah Sampel Acak Makanan MS dibagi Total 

Sampel Acak Makanan yang Diperiksa dan Diuji ) x 100% 

 

Yang  dimaksud  Makanan  adalah  Pangan  Olahan  yang  diproses  dengan  

cara  atau  metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan 

adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, 

perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang 

diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau 

minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, 

bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses 

penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU 

No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan). Sampling dilakukan terhadap Pangan 

Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan 

kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel 

yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada 

pedoman sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai 

pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium. Kriteria 



 

 
 

 

Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal 

termasuk palsu (termasuk kedaluwarsa nomor izin edar); 2) Produk 

kedaluwarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi label; (5) Tidak memenuhi 

syarat berdasarkan pengujian. 

Dari 11 sampel acak makanan yang disampling oleh Balai POM di Surakarta 

sampai bulan Maret 2024, terdapat 11 sampel yang memenuhi syarat (MS). 

Capaian persentase makanan yang memenuhi syarat Wilayah Balai POM di 

Surakarta tahun 2024 yaitu sebesar 104,82% dengan kategori sangat baik. 

 

b. Perbandingan realisasi TRIWULAN I tahun 2024 dengan target tahun 

2024 

     Tabel 10. Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat TRIWULAN I Tahun 2024 
dibandingkan target tahun 2024 

INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

2024 

REALISASI 

TW 1 2024 
% CAPAIAN KRITERIA 

Persentase Makanan 

yang memenuhi 

syarat 

95,4% 100% 104,82% 
Tercapai / 
melampaui 

 

Realisasi pada triwulan I tahun 2024 dibandingkan dengan target tahun 

tahun 2024 sebesar 104,82%, dengan kategori tercapai / melampaui. 

Namun masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar 

capaian target tahunan tetap tercapai. 

 

c. Analisis  penyebab  keberhasilan/kegagalan  atau  

peningkatan/penurunan  kinerja  serta upaya perbaikan dan 

penyempurnaan kinerja ke depan 

Balai POM di Surakarta belum berhasil mencapai target persentase Makanan 

yang memenuhi syarat pada triwulan I tahun 2024. Beberapa kegiatan yang 

dapat mendukung capaian Makanan yang memenuhi syarat, antara lain :  

1) Melakukan koordinasi dengan Balai Koordinator terkait Perencanaan 

Sampling dan Pengujian yang dilaksanakan di awal tahun anggaran dan 

dievaluasi secara rutin.  

2) Saat inspeksi rutin ke sarana industri makanan dilakukan intervensi ke 

pelaku usaha tersebut agar menerapkan GMP (Good Manufacturing 

Practice) sehingga produk yang dihasilkan memenuhi standar termasuk 



 

 
 

 

aspek kesesuaian penandaannya.  

3) Pembinaan ke pemilik sarana distribusi agar mendistribusikan produk 

makanan sesuai dengan ketentuan, yaitu produknya harus mempunyai 

nomor izin edar, tidak kedaluwarsa, tidak rusak, dan penyimpanan 

produk sesuai dengan yang ada di kemasan produk tersebut. 

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun 

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja 

Balai POM di Surakarta sudah berhasil mencapai target persentase Makanan 

yang memenuhi syarat. Beberapa kegiatan yang mendukung capaian 

Makanan yang memenuhi syarat, antara lain : 

1) Adanya Kepatuhan pelaku usaha makanan terhadap peraturan baik dari 

kualitas / mutu produk maupun dari segi label / penandaan. Kegiatan 

evaluasi penandaan dilakukan rutin setiap bulan oleh petugas Balai POM 

di Surakarta dan dilaporkan melalui SIPT.  

2) Pembinaan yang dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan sarana 

distribusi turut memberi dampak sehingga tidak ditemukan lagi produk 

tidak memenuhi ketentuan. 

 

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya 

Tabel 11. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat 

TRIWULAN I Tahun 2024 

REKOMENDASI 

TINDAK LANJUT KONDISI 

SEBELUM 

RENCANA 

AKSI 

KONDISI 

SETELAH 

RENCANA 

AKSI 
SELESAI 

BELUM 

RENCANA 

AKSI 
TIMELINE 

Melakukan koordinasi 
dengan balai penguji 

Selesai 
dilakukan  

Akan tetap 
dilaksanakan 

pada TW 
selanjutnya 

TW II 
tahun 
2024 

- 

 

Capaian TW 
I tahun 
2024 

104,82% 

Melakukan 
monitoring kegiatan 

sampling 

Selesai 
dilakukan  

Akan tetap 
dilaksanakan 

pada TW 
selanjutnya 

TW II 
tahun 
2024 

- 

 

Capaian TW 
I tahun 
2024 

104,82% 



 

 
 

 

Melakukan intervensi 
pada saat inspeksi 

rutin ke sarana 
industri makanan 
agar menerapkan 

GMP (Good 
ManufacturingPractice) 

Selesai 
dilakukan  

Akan tetap 
dilaksanakan 

pada TW 
selanjutnya 

TW II 
tahun 
2024 

- 

 

Capaian TW 
I tahun 
2024 

104,82% 

Melakukan 

pembinaan ke sarana 
distribusi agar 

mendistribusikan 

produk makanan 
sesuai dengan 

ketentuan 

Selesai 
dilakukan  

Akan tetap 
dilaksanakan 

pada TW 

selanjutnya 

TW II 
tahun 

2024 

- 

 

Capaian TW 
I tahun 

2024 
104,82% 

 

3 .  Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan 

a. Perbandingan target dan realisasi TRIWULAN I tahun 2024 

Tabel 12. Capaian Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan 

TRIWULAN I Tahun 2024 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % CAPAIAN KRITERIA 

Persentase Obat yang 
Aman dan Bermutu 
Berdasarkan Hasil 

Pengawasan  

90% 100% 111,11 Sangat Baik 

 

Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan 

diperoleh dengan rumus : 

% Obat MS = (Jumlah Sampel Targeted Obat MS dibagi Total Sampel 

Targeted Obat  yang Diperiksa dan Diuji ) x 100% 

Obat mencakup komoditas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, 

prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres No. 

80 Tahun tentang 2017 Badan Pengawas Obat dan Makanan). Aman dan 

Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria 

Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling 

targeted/purposive di tahun berjalan. 

Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel 

Obat mencakup sampel Balai dan Loka POM. Kriteria Obat yang tidak 

memenuhi syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk 

palsu (termasuk kedaluwarsa nomor izin edar); 2) Produk kedaluwarsa; 3) 



 

 
 

 

Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; 5) Tidak memenuhi 

syarat berdasarkan pengujian. 

Realisasi Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil 

pengawasan diperoleh dari pemeriksaan 5 sampel targeted Obat yang 

dilakukan oleh Balai POM di Surakarta dengan hasil Memenuhi Syarat untuk 

semua sampel. Capaian persentase Obat yang aman dan bermutu 

berdasarkan hasil pengawasan Triwulan I tahun 2024 yaitu 111,11% 

dengan kategori Sangat Baik. 

 

b. Perbandingan realisasi TRIWULAN I tahun 2024 dengan target tahun 2024 

Tabel 13. Realisasi Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan 
TRIWULAN I Tahun 2024 dibandingkan target tahun 2024 

INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

2024 

REALISASI 

TW 1 2024 
% CAPAIAN KRITERIA 

Persentase Obat yang 
Aman dan Bermutu 
Berdasarkan Hasil 

Pengawasan 

90% 100% 111,11% Tercapai/Mel
ampaui 

 

Target Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil 

Pengawasan Triwulan 1 sama dengan target tahunan yaitu 90%. Capaian 

Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan 

yaitu sebesar 111,11% dengan kategori tercapai/melampaui. 

 

c. Analisis  penyebab  keberhasilan/kegagalan  atau  

peningkatan/penurunan  kinerja  serta upaya perbaikan dan 

penyempurnaan kinerja ke depan 

Analisa penyebab berhasilnya indikator Persentase Obat yang Aman dan 

Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Triwulan 1 ialah sebagai berikut : 

a. Berkomunikasi dengan Balai Besar POM sebagai balai penguji sampel 

Obat. 

b. Melakukan Monitoring kegiatan sampling Obat secara berkala. 

c. Kepatuhan Pelaku Usaha Obat terhadap Peraturan baik dari segi label 

maupun kualitas/mutu produk cukup baik sehingga menghasilkan 

produk yang memenuhi ketentuan. 

 



 

 
 

 

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun 

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja 

Program yang menunjang keberhasilan indikator Persentase Obat yang Aman 

dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Triwulan 1 ialah sebagai berikut: 

1) Pengawasan Penandaan yang dilakukan secara rutin dan laporan 

penandaan dikirimkan ke Pusat untuk ditindaklanjuti. 

2) Pembinaan ke sarana distribusi agar mendistribusikan produk Obat yang 

memenuhi ketentuan. 

3) Pembinaan ke sarana produksi Obat agar menerapkan GMP (Good 

Manufacturing Process melalui kegiatan pengawasan rutin agar produk 

Obat yang dihasilkan memenuhi ketentuan. 

 

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya 

Tabel 3. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat 

TRIWULAN I Tahun 2024 

 

 

REKOMENDASI 

TINDAK LANJUT KONDISI 

SEBELUM 

RENCANA 

AKSI 

KONDISI 

SETELAH 

RENCANA 

AKSI 
SELESAI 

BELUM 

RENCANA 

AKSI 
TIMELINE 

Pengawasan 
Penandaan Obat  
sesuai dengan 

yang 
dipersyaratkan 

Telah dilakukan 
Pengawasan 

Penandaan Obat 

sesuai dengan 
yang 

dipersyaratkan 

Akan tetap 

dilanjutkan 

di tahun 

2024. 

 

Triwulan II 
Tahun 
2024 

- 
untuk bisa 

tercapai 
target 

tahunan 
yaitu 90% 

Pembinaan ke 
pemilik sarana 
distribusi agar 

mendistribusikan 
produk obat, 

obat tradisional, 
suplemen 

kesehatan dan 
kosmetik sesuai 

dengan 
ketentuan 

Telah dilakukan 
Pembinaan 

kepada pemilik 
sarana distribusi 

agar 
mendistribusikan 

produk sesuai 
dengan 

ketentuan 

- - - - 

 

4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan 

a. Perbandingan target dan realisasi TRIWULAN I tahun 2024 



 

 
 

 

Tabel 4. Capaian Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil 

Pengawasan TRIWULAN I Tahun 2024 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % CAPAIAN KRITERIA 

Persentase Makanan 
yang Aman dan 

Bermutu Berdasarkan 
Hasil Pengawasan 

97,60% 100% 102,46% 

 

Sangat Baik 

 

Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan 

diperoleh dengan rumus : 

% Makanan MS = (Jumlah Sampel Targeted Makanan MS dibagi Total 

Sampel Targeted Makanan yang Diperiksa dan Diuji ) x 100% 

 

Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang  diproses dengan cara 

atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah 

segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, 

perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang 

diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau 

minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, 

bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses 

penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU 

No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan). Aman dan Bermutu yang dimaksud 

adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan 

Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun 

berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel yang disampling oleh UPT 

penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling kecuali 

sampel pangan fortifikasi), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya 

sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium. 

Dikecualikan dari sampel Makanan adalah sampel pangan fortifikasi. Sampel 

targeted yang dimaksud terdiri dari sampling pangan tertentu (sampling 

tindak lanjut kasus pelangaran, dalam rangka pendampingan UMK, spesifik 

daerah, pengembangan Laboratorium air, minuman beralkohol lokal, ruang 

lingkup akreditasi, kemasan pangan), dan sampling yang mendukung 

program nasional PJAS. Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika 

Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan 



 

 
 

 

pengujian. Hasil evaluasi label (MK/TMK Minor/TMK Mayor) tidak 

mempengaruhi kesimpulan akhir sampel, penentu keputusan kesimpulan 

akhir sampel sampling bertarget tetap berdasarkan hasil uji. Untuk Pangan 

Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak 

mempengaruhi kriteria MS/TMS. 

Realisasi persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil 

pengawasan diperoleh dari hasil sampling terhadap 6 sampel targeted pangan 

yang dilakukan Balai POM di Surakarta dengan hasil Memenuhi Syarat. 

Capaian persentase M akanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil 

pengawasan pada triwulan I tahun 2024 sebesar 102,46% dengan kategori 

sangat baik. 

 

b. Perbandingan realisasi TRIWULAN I tahun 2024 dengan target tahun 2024 

Tabel 15. Realisasi Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil 
Pengawasan TRIWULAN I Tahun 2024 dibandingkan target tahun 2024 

INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

2024 

REALISASI 

TW 1 2024 
% CAPAIAN KRITERIA 

Persentase Makanan 
yang Aman dan 

Bermutu Berdasarkan 
Hasil Pengawasan 

97,60% 100% 102,46% 
Tercapai / 
melampaui 

 

Capaian Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil 

Pengawasan pada triwulan I tahun 2024 dibandingkan dengan target tahun 

tahun 2024 sebesar 102,46%, dengan kategori tercapai / melampaui. 

Namun masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar 

capaian target tahunan tetap tercapai. 

 

c. Analisis  penyebab  keberhasilan/kegagalan  atau  

peningkatan/penurunan  kinerja  serta upaya perbaikan dan 

penyempurnaan kinerja ke depan 

Balai POM di Surakarta berhasil mencapai target persentase Makanan yang 

aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan. Beberapa kegiatan yang 

mendukung capaian tersebut, antara lain: 



 

 
 

 

1) Melakukan koordinasi dengan Balai Koordinator terkait Perencanaan 

Sampling dan Pengujian yang dilaksanakan di awal tahun anggaran dan 

dievaluasi secara rutin. 

2) Melakukan monitoring kegiatan sampling Produk Makanan. 

3) Telah dilakukan intervensi pangan targeted tahun sebelumnya pada 

pengawasan produk PJAS (Pangan Jajan Anak Sekolah).  

 

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun 

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja 

Balai POM di Surakarta sudah berhasil mencapai target persentase Makanan 

yang yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan. Beberapa 

kegiatan yang mendukung capaian Makanan yang memenuhi syarat, antara 

lain : 

1. Adanya Kepatuhan pelaku usaha makanan untuk menghasilkan produk 

makanan yang memenuhi ketentuan. 

2. Adanya intervensi pangan pada pengawasan produk PJAS pada tahun 

sebelumnya. 

 

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya 

Tabel 67. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Persentase Makanan yang Aman dan 

Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan TRIWULAN I Tahun 2024 

REKOMENDASI 

TINDAK LANJUT KONDISI 

SEBELUM 

RENCANA 

AKSI 

KONDISI 

SETELAH 

RENCANA 

AKSI 
SELESAI 

BELUM 

RENCANA 

AKSI 
TIMELINE 

Melakukan 
koordinasi 

dengan balai 
penguji 

Selesai 
dilakukan 

Akan tetap 
dilakukan 

TW II 

TW II 
tahun 2024 

- 

 

Capaian TW I 
tahun 2024 

102,46% 

Melakukan 
monitoring 
kegiatan 
sampling 

Selesai 
dilakukan 

Akan tetap 
dilakukan 

TW II 

TW II 
tahun 2024 

- 

Capaian TW I 
tahun 2024 

102,46% 

Melakukan 
pengusulan 

kenaikan target 
tahun 2024 

Target 
meningkat 
pada tahun 

2024 

- - 
Target tahun 
2023 sebesar 

76% 

Target tahun 
2023 sebesar 

97,60% 

 



 

 
 

 

 

5. Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat 

a. Perbandingan target dan realisasi TRIWULAN I tahun 2024 

Tabel 18. Capaian Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat TRIWULAN I 

Tahun 2024 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % CAPAIAN KRITERIA 

Persentase pangan 

fortifikasi yang 
memenuhi syarat 

85,00 100 117,65 Sangat baik 

 

Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi syarat diperoleh dengan 

rumus: 

% Pangan fortifikasi MS = (Jumlah Sampel Fortifikasi MS dibagi Total 

Sampel Fortifikasi yang Diperiksa dan Diuji ) x 100% 

Sampling fortifikasi meliputi garam konsumsi, Tepung Terigu, dan Minyak 

Goreng Sawit. Seluruh sampel pangan fortifikasi diuji (walaupun dalam 

kondisi TIE, rusak, dan TMK Label). Untuk kesimpulan hasil uji fortifikasi 

berdasarkan 2 hal, yaitu : 

1) Kesimpulan fortifikan 

2) Kesimpulan akhir hasil pengujian 

Realisasi persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi syarat diperoleh dari 

hasil sampling terhadap 5 sampel garam di peredaran yang dilakukan Balai 

POM di Surakarta pada triwulan I tahun 2024 dengan hasil 5 sampel MS. 

Capaian persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil 

pengawasan tahun 2024 yaitu 117,65% dengan kategori Sangat baik. 

 

b. Perbandingan realisasi TRIWULAN I tahun 2024 dengan target tahun 2024 

Tabel 19. Realisasi Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat TRIWULAN I 
Tahun 2024 dibandingkan target tahun 2024 

INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

2024 

REALISASI 

TW 1 2024 

% 

CAPAIAN 
KRITERIA 

Persentase pangan 
fortifikasi yang memenuhi 

syarat 

85.00 100 117.65 Tercapai/ 

melampaui 

 



 

 
 

 

Target Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi syarat triwulan dan 

tahunan adalah sama. Capaian persentase makanan yang memenuhi syarat 

Wilayah Balai POM di Surakarta triwulan I tahun 2024 yaitu sebesar 117,65% 

dengan kategori tercapai/ melampaui. 

 

c. Analisis  penyebab  keberhasilan/kegagalan  atau  

peningkatan/penurunan  kinerja  serta upaya perbaikan dan 

penyempurnaan kinerja ke depan 

Penyebab keberhasilan pada indikator Persentase pangan fortifikasi yang 

memenuhi syarat antara lain :  

1. Melakukan koordinasi dengan Balai Koordinator terkait Perencanaan 

Sampling dan Pengujian yang dilaksanakan, dievaluasi secara rutin.  

2. Melakukan monitoring kegiatan sampling Produk Makanan. 

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun 

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja 

Kegiatan yang menunjang keberhasilan dalam pemenuhan capaian 

Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi syarat adalah adanya 

koordinasi dengan Balai Besar POM di Semarang serta pelaksanaan sampling 

sesuai perencanaan. 

 

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya 

  Tabel 20. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Realisasi Persentase Pangan Fortifikasi 

yang Memenuhi Syarat TRIWULAN I Tahun 2024 

REKOMENDASI 

TINDAK LANJUT KONDISI 

SEBELUM 

RENCANA 

AKSI 

KONDISI 

SETELAH 

RENCANA 

AKSI 
SELESAI 

BELUM 

RENCANA 

AKSI 
TIMELINE 

Peningkatan 
pemahaman 
pelaku usaha 

terhadap 
penerapan GMP 

 

Melakukan 
sosialisasi 
terhadap 
pelaku 

usaha agar 
pelaku 
usaha 

menerapkan 
GMP 

TW II 2024 

  



 

 
 

 

 

 

SASARAN STRATEGIS 2 

MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN SARANA OBAT DAN MAKANAN SERTA 

PELAYANAN PUBLIK DI WILAYAH KERJA BALAI POM DI SURAKARTA 

 

Pencapaian tersebut didukung oleh 8 indikator sebagai berikut :  

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2 

1. Presentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan 

distribusi yang dilaksanakan  

a. Perbandingan target dan realisasi TRIWULAN I tahun 2024 

Tabel 21. Capaian Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan 

Distribusi TRIWULAN I Tahun 2024 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % CAPAIAN KRITERIA 

Persentase 

keputusan/rekomendasi hasil 

inspeksi sarana produksi dan 

distribusi yang dilaksanakan 

99,3 100 100,70 Sangat baik 

 

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan 

distribusi yang dilaksanakan diperoleh dengan rumus sebagai berikut : 

Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang dilaksanakan = 

(A+B+C+D)/4 

A : Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang 

ditindaklanjuti atau dilaksanakan oleh UPT = (Jumlah keputusan hasil 

inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti atau 

dilaksanakan oleh UPT/Jumlah keputusan hasil inspeksi yang 

diterbitkan oleh UPT) x 100% 

B : Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat 

yang ditindaklanjuti atau dilaksanakan oleh UPT = (Jumlah rekomendasi 

hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti atau 

dilaksanakan oleh UPT/Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang 

diterbitkan oleh Pusat dan diterima oleh UPT) x 100% 



 

 
 

 

C : Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang 

ditindaklanjuti atau dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain = (Jumlah 

rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang 

ditindaklanjuti atau dilaksanakan oleh Pusat atau UPT lain / Jumlah 

rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT) x 100% 

D : Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang 

ditindaklanjuti atau dilaksanakan oleh UPT = (Jumlah rekomendasi dari 

lintas sektor terkait yang ditindaklanjuti atau dilaksanakan oleh UPT /  

Jumlah rekomendasi yang diterima dari lintas sektor terkait) x 100% 

 

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah 

keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan 

dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi. Keputusan 

dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK 

(Penghentian Sementara Kegiatan)/Pencabutan Izin/Pencabutan NIE (Nomor 

Izin Edar) dan/atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan 

sarana (sarana produksi, sarana distribusi, fasilitas pelayanan kefarmasian), 

hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, 

KPID/Komisi Penyiaran Indonesia Daerah), hasil pengawasan label, 

penanganan kasus, dan pengaduan konsumen. Keputusan/rekomendasi yang 

dilaksanakan terdiri dari: 

1) Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang 

ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT. 

2) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang  

ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT. 

3) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang 

ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat. 

4) Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang 

ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT. Pemangku kepentingan yang 

dimaksud adalah pihak yang berwenang   dalam menindaklanjuti hasil 

pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor  (pemerintah 

daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain 

yang terkait pengawasan Obat dan Makanan). 



 

 
 

 

Pada periode Triwulan I tahun 2024, Balai POM di Surakarta telah 

melaksanakan/menindaklanjuti keputusan/rekomendasi sebanyak 22 

keputusan/rekomendasi dari 22 keputusan/rekomendasi yang diterima. 

Capaian persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana distribusi, 

produksi, dan fasyanfar yang dilaksanakan di Triwulan I tahun 2024 telah 

mencapai target yang ditetapkan yaitu 100,70% dengan kategori “Sangat baik”. 

 

b. Perbandingan realisasi TRIWULAN I tahun 2024 dengan target tahun 2024 

Tabel 22. Realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan 
Distribusi TRIWULAN I Tahun 2024 dibandingkan target tahun 2024 

INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

2024 

REALISASI 

TW 1 2024 
% CAPAIAN KRITERIA 

Persentase 
keputusan/rekomendasi 

hasil inspeksi sarana 
produksi dan distribusi 

yang dilaksanakan 

99,3 100 100,70 Tercapai/ 
melampaui 

 

Pada awal TW I capaian masih di bawah target namun pada akhir TW I terjadi 

peningkatan capaian sehingga mencapai 100,70% dengan kategori tercapai/ 

melampaui. 

 

c. Analisis  penyebab  keberhasilan/kegagalan  atau  peningkatan/penurunan  

kinerja  serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan 

Penyebab keberhasilan di TW I adalah pembuatan tindak lanjut oleh petugas 

Balai POM di Surakarta yang dikerjakan sesuai waktunya dengan pengawasan 

yang dilakukan di awal sampai dengan tengah bulan sehingga petugas masih 

mempunyai waktu yang cukup dalam penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan.  

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun 

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja 

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan antara lain dengan melakukan 

monitoring pembuatan tindak lanjut oleh petugas dan pembuatan jadwal per 

bulan untuk pelaksanaannya. Program tersebut berjalan efektif dan dapat 

dilanjutkan untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja selanjutnya. 



 

 
 

 

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya 

Tindak lanjut yang telah dilakukan dari hasil rekomendasi hasil evaluasi 

sebelumnya berupa monitoring terhadap tindak lanjut atau dilaksanakan dari 

Pusat/UPT lain telah dilakukan dan berjalan efektif sehingga dapat dilanjutkan 

untuk pencapaian kinerja selanjutnya. 

Tabel 7. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil 

Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi TRIWULAN I Tahun 2024 

REKOMENDASI 

TINDAK LANJUT KONDISI 

SEBELUM 

RENCANA 

AKSI 

KONDISI 

SETELAH 

RENCANA 

AKSI 
SELESAI 

BELUM 

RENCANA 

AKSI 
TIMELINE 

Monitoring 
terhadap tindak 

lanjut atau 
dilaksanakan 

dari Pusat/UPT 
lain. 

Dilakukan 
monitoring 

setiap 
triwulan  

Akan tetap 
dilakukan 
pada TW 

selanjutnya 

TW II 
tahun 2024 

- Capaian TW I 
sebesar 
100,70% 

 

2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh 

pemangku kepentingan 

a. Perbandingan target dan realisasi TRIWULAN I tahun 2024 

 Tabel 8. Capaian Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti 

oleh Pemangku Kepentingan TRIWULAN I Tahun 2024 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI 
% 

CAPAIAN 
KRITERIA 

Persentase 

keputusan/rekomendasi 

hasil inspeksi yang 

ditindaklanjuti oleh 

pemangku kepentingan 

92,90% 100 107,64 
SANGAT 

BAIK 

 

Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku 

kepentingan diperoleh dengan rumus sebagai berikut : 

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti 

oleh stakeholder = (A+B)/2 



 

 
 

 

A = (Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha / 

Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha) x 100% 

B = (Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor / Jumlah 

rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor) x 100% 

 

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan 

oleh UPT BPOM kepada pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan dan 

tanggung jawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. 

Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, 

fasyanfar baik yang Memenuhi Ketentuan (MK) maupun Tidak Memenuhi 

Ketentuan (TMK). Stakeholder yang dimaksud adalah pihak yang berwenang 

dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas 

sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi,  maupun  

institusi  lain  yang  terkait  pengawasan  Obat  dan  Makanan). 

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, 

peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Izin/Pencabutan NIE, 

dan/atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana 

produksi, sarana distribusi, fasyanfar), hasil pengujian sampel, hasil 

pengawasan  iklan  (kepada  media  lokal,  KPID), hasil pengawasan label, 

penanganan kasus, pengaduan konsumen. Tindak lanjut adalah 

feedback/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi 

hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT. 

 

Pada  Periode TRIWULAN I tahun 2024 Balai POM di Surakarta telah 

memberikan rekomendasi hasil pengawasan yang  diterbitkan  oleh  UPT Badan 

POM (Balai)  kepada  pelaku  usaha  dan  instansi  terkait  sebanyak  21 surat 

rekomendasi. Dari surat yang diterbitkan, terdapat 21 sarana/pelaku 

usaha/instansi terkait yang telah memberikan tindak lanjut/feedback. Capaian 

persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh  

pemangku kepentingan telah berhasil mencapai target yang ditetapkan dengan 

capaian 107,64% dengan kategori “Sangat Baik”. 

 

b. Perbandingan realisasi TRIWULAN I tahun 2024 dengan target tahun 2024 

Tabel 25. Realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh 
Pemangku Kepentingan TRIWULAN I Tahun 2024 dibandingkan target tahun 2024 



 

 
 

 

INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

2024 

REALISASI 

TW 1 2024 
% CAPAIAN KRITERIA 

Persentase 

keputusan/rekomen

dasi hasil inspeksi 

yang ditindaklanjuti 

oleh pemangku 

kepentingan 

92,90% 100 107,64 TERCAPAI/
MELAMPAUI 

 

Pada awal TW I capaian masih di bawah target namun pada akhir TW I terjadi 

peningkatan capaian sehingga mencapai 107,64% dengan kategori tercapai/ 

melampaui. 

 

c. Analisis  penyebab  keberhasilan/kegagalan  atau  peningkatan/penurunan  

kinerja  serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan 

Keberhasilan pencapaian kinerja pada indikator persentase 

keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklajuti/dilaksanakan oleh 

pelaku usaha dikarenakan feedback CAPA dari pelaku usaha telah disampaikan 

sesuai timeline yang ditetapkan.  

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun 

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja 

Telah dilakukan monitoring terhadap rekomendasi yang telah diterbitkan 

sehingga pengumpulan CAPA dapat tercapai sesuai timeline.  

 

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya 

Tabel 26. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil 

Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan TRIWULAN I Tahun 2024 

REKOMENDASI 

TINDAK LANJUT KONDISI 

SEBELUM 

RENCANA 

AKSI 

KONDISI 

SETELAH 

RENCANA 

AKSI 
SELESAI 

BELUM 

RENCANA 

AKSI 
TIMELINE 

Melakukan 
pembinaan ke 
pelaku usaha 

serta melakukan 
monitoring 

Telah 
dilakukan 
monitoring 

Akan tetap 
dilakukan 
pada TW 

selanjutnya 

TW II 
tahun 2024 

- Capaian TW I 
sebesar 
107,64% 



 

 
 

 

terhadap 

feedback yang 
diberikan pelaku 
usaha atas hasil 

pemeriksaan 
sarana oleh 

petugas Balai 
POM di 

Surakarta 

feedback TW 
I 

Melakukan desk 

CAPA di kantor 
Balai POM di 

Surakarta oleh 
petugas terkait 

 

Petugas 
terkait 

mengundang 

pelaku 
usaha untuk 
desk CAPA 
di kantor 

Balai POM di 
Surakarta 

TW II 

  

 

 

3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu 

a. Perbandingan target dan realisasi TRIWULAN I tahun 2024 

Tabel 27. Capaian Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu 

TRIWULAN I Tahun 2024 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI 
% 

CAPAIAN 
KRITERIA 

Persentase  keputusan  

penilaian  sertifikasi  

yang  diselesaikan  tepat  

waktu TW I 

94% 70.27% 74.75% CUKUP 

 

Persentase  keputusan  penilaian  sertifikasi  yang  diselesaikan tepat  waktu  

diperoleh  dengan rumus sebagai berikut : 

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat 

waktu : (Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat 

waktu / Jumlah permohonan penilaian sertifikasi) x 100% 

 

Keputusan penilaian sertifikasi berupa Surat Rekomendasi Cara pembuatan 

yang Baik untuk sarana produksi obat tradisional, kosmetik dan pangan 

olahan dan/atau Surat Rekomendasi Cara Distribusi yang Baik untuk sarana 



 

 
 

 

distribusi obat dan kosmetik. Rekomendasi Sertifikasi Cara Pembuatan yang 

Baik dan Surat Rekomendasi Cara Distribusi yang Baik mencakup Surat 

Rekomendasi Sertifikat CPOTB Tahap 1, 2 dan 3 dalam rangka pendaftaran 

produk OT, Surat Rekomendasi Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB dalam 

rangka notifikasi produk kosmetik, Surat Izin Penerapan Cara Produksi Pangan 

Olahan yang Baik dalam rangka pendaftaran izin edar pangan olahan, hasil 

pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB, dan surat 

hasil pemeriksaan Badan Usaha Pemilik Notifikasi dalam rangka notifikasi 

produk kosmetik.  

Capaian persentase  keputusan  penilaian  sertifikasi  yang  diselesaikan  tepat  

waktu TW 1 sebesar 74.75 dengan kriteria “Cukup” dan belum berhasil 

mencapai target TW 1 Tahun 2024 yang ditetapkan yaitu 94%. 

 

b. Perbandingan realisasi TRIWULAN I tahun 2024 dengan target tahun 2024 

Tabel 28. Realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu 
TRIWULAN I Tahun 2024 dibandingkan target tahun 2024 

INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

2024 

REALISASI 

TW 1 2024 
% CAPAIAN KRITERIA 

Persentase  keputusan  
penilaian  sertifikasi  
yang  diselesaikan  
tepat  waktu TW I 

94% 70.27% 74.75% AKAN 
TERCAPAI 

 

Capaian persentase  keputusan  penilaian  sertifikasi  yang  diselesaikan  tepat  

waktu TW 1 sebesar 74.75 dengan kategori “AKAN TERCAPAI” sesuai target 

Tahun 2024 seiring dengan rencana pelaksanaan program perbaikan pada 

Triwulan II. 

c. Analisis  penyebab  keberhasilan/kegagalan  atau  peningkatan/penurunan  

kinerja  serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan 

Capaian persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat 

waktu TW I tahun 2024 sebesar 74.75%  belum berhasil mencapai target yang 

ditetapkan Tahun 2024  yaitu 94% Dokumen CAPA dari pemohon sertifikasi 

Tahun 2023 (Carry Over Tahun 2023) tidak dikirimkan oleh pelaku usaha dan 

tidak termonitoring tim Sertifikasi. Upaya perbaikan yang dilakukan pada 

Triwulan II diantaranya: 



 

 
 

 

1. Melakukan kegiatan  DESK CAPA 26 April 2024   

2. MONDAY( MONITORING DAY) yaitu melakukan monitoring kinerja dan 
anggaran pada hari Jumat pada akhir minggu yang dimulai Bulan Mei 
2024. 
 

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun 

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja 

Kegagalan terkait belum berhasilnya mencapai target TW I, hal ini disebabkan 

tidak berjalannya proram Desk CAPA pada Triwulan I. Kegiatan Desk CAPA 

dimaksudkan untuk mempercepat evaluasi dokumen Tindakan perbaikan dan 

pencegahan hasil pemeriksaan sarana dan evaluasi dokumen permohonan 

sertifikasi. Namun pada Truwulan I, bayak agenda pelatihan pegawai yang 

diselenggarakan oleh BPOM dalam rangka pengembangan kompetensi. 

 

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya 

Tabel 29. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi 

yang Diselesaikan Tepat Waktu TRIWULAN I Tahun 2024 

REKOMENDASI 

TINDAK LANJUT KONDISI 

SEBELUM 

RENCANA 

AKSI 

KONDISI 

SETELAH 

RENCANA 

AKSI 
SELESAI 

BELUM 

RENCANA 

AKSI 
TIMELINE 

Desk CAPA hasil 
pemeriksaan 

sarana dan/ atau 
evaluasi 

dokumen 
permohonan 
sertifikasi di 

sistem elektronik 

 
Desk CAPA 
Hotel Loji 
Surakarta 

26 April 
2024 

  

Penambahan 
jumlah personil 

layanan 
sertifikasi  

Optimalisasi 
Kinerja 
personil 

baru 
layanan 

sertifikasi 

Akan 
dilaporkan 
pada Juli 
2024 pada 

laporan 
kinerja TW 

II 

  

 

 

4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan 



 

 
 

 

a. Perbandingan target dan realisasi TRIWULAN I tahun 2024 

Tabel 30. Capaian Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi 

Ketentuan TRIWULAN I Tahun 2024 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI 
% 

CAPAIAN 
KRITERIA 

Persentase sarana 

porduksi Obat dan 

makanan yang emenuhi 

ketentuan 

60 72,73 121,22 Tidak dapat 
disimpulkan 

 

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan 

di wilayah kerja Balai POM di Surakarta diperoleh dengan rumus sebagai 

berikut : 

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi 

ketentuan: (Jumlah Sarana Produksi Obat dan Makanan yang 

memenuhi ketentuan dibagi Target Jumlah Sarana Produksi Obat dan 

Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk 

diperiksa) x 100% 

 

Sarana produksi yang diperiksa meliputi UMOT, UKOT, Industri Obat 

Tradisional dan Suplemen Kesehatan, Industri Kosmetik golongan A dan B, 

Industri pangan MD serta PIRT. Makna dari memenuhi ketentuan adalah 

tidak ada temuan kritikal atau temuan major yaitu personil yang bekerja di 

area produksi menderita penyakit menular atau peralatan yang 

bersentuhan langsung dengan produk tidak dibersihkan dari produk 

sebelumnya pada UMOT dan UKOT dan level A dan B produksi pangan (MD) 

pada saat dilakukan pemeriksaan dan tindak lanjutnya berupa perbaikan. 

 

Sampai TRIWULAN I tahun 2024 dilakukan pemeriksaan terhadap 11 sarana 

produksi di wilayah Balai POM di Surakarta dengan hasil 8 sarana memenuhi 

ketentuan dan sebanyak 3 sarana masih belum memenuhi ketentuan sehingga 

diperoleh perhitungan persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang 

memenuhi ketentuan TRIWULAN I tahun 2024 adalah sebesar 121,22 %. 

 



 

 
 

 

Dengan demikian, capaian persentase sarana produksi Obat dan Makanan 

yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Surakarta  ditetapkan 

yaitu 121,22 % dengan kriteria “tidak dapat disimpulkan”. 

 

b. Perbandingan realisasi TRIWULAN I tahun 2024 dengan target tahun 2024 

 Tabel 31. Realisasi Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi 
Ketentuan TRIWULAN I Tahun 2024 dibandingkan target tahun 2024 

INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

2024 

REALISASI 

TW 1 2024 
% CAPAIAN KRITERIA 

Persentase sarana 
porduksi Obat dan 

makanan yang 
emenuhi ketentuan 

60 72,73 121,22 Tercapai/mel
ampaui 

 

Capaian Indikator Kinerja Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan 

yang memenuhi ketentuan sebesar 121,22 % dengan kategori tercapai atau 

melampaui.  

 

c. Analisis  penyebab  keberhasilan/kegagalan  atau  

peningkatan/penurunan  kinerja  serta upaya perbaikan dan 

penyempurnaan kinerja ke depan 

Tercapainya target indikator persentase sarana produksi yang memenuhi 

ketentuan dikarenakan kepatuhan pelaku usaha terhadap penerapan 

CPOTB, CPKB dan CPPOB meningkat. Pemeriksaan sarana produksi 

dilakukan secara luring berdasar skoring. Selama triwulan 1 selain 

pemeriksaan rutin dilakukan pemeriksaan lain yaitu pemeriksaan sebagai 

tindak  lanjut dari pemeriksaan Badan POM maupun dari Balai Besar/Balai 

POM/Loka POM lainnya, antara lain terkait iklan promosi yang tidak 

memenuhi ketentuan untuk sarana UKOT dan Industri Kosmetik.  

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun 

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja 

Sarana produksi yang  memenuhi ketentuan pada triwulan 1 tahun 2024 

didominasi oleh sarana produksi Obat Tradisional dan Industri Kosmetik.  Hal 

ini menunjukkan bahwa kesadaran pelaku usaha terhadap CPOTB dan CPKB 



 

 
 

 

meningkat namun masih diperlukan upaya untuk mempertahan keberhasilan 

di triwulan selanjutnya. 

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya 

Berdasarkan  hasil  evaluasi triwulan 1 dimana  capaian  target  sarana  

produksi  yang memenuhi ketentuan perlu  dipertahankan   dengan melakukan 

hal-hal sebagai berikut: 

- Melakukan sosialisasi terhadap pelaku usaha agar pelaku usaha 

menerapkan GMP  

Tabel 32. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Persentase Sarana Produksi Obat dan 

Makanan yang Memenuhi Ketentuan TRIWULAN I Tahun 2024 

REKOMENDASI 

TINDAK LANJUT KONDISI 

SEBELUM 

RENCANA 

AKSI 

KONDISI 

SETELAH 

RENCANA 

AKSI 
SELESAI 

BELUM 

RENCANA 

AKSI 
TIMELINE 

Peningkatan 
pemahaman 
pelaku usaha 

terhadap 
penerapan GMP 

 

Melakukan 
sosialisasi 

terhadap 
pelaku 

usaha agar 
pelaku 
usaha 

menerapkan 
GMP 

TW II 2024 

- - 

 

5. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan 

a. Perbandingan target dan realisasi TRIWULAN I tahun 2024 

Tabel 33. Capaian Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi 

Ketentuan TRIWULAN I Tahun 2024 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI 
% 

CAPAIAN 
KRITERIA 

Persentase sarana 

distribusi yang 

memenuhi ketentuan 

71% 73,97% 104.18 % 

Sangat 
Baik 

 

Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan 

diperoleh dengan rumus sebagai berikut : 

Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi 

ketentuan: (Jumlah Sarana distribusi Obat dan Makanan diperiksa yang 



 

 
 

 

memenuhi ketentuan dibagi jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan 

yang diperiksa) x 100% 

 

Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat, obat 

tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan, sarana pelayanan 

kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, toko obat berizin). Target 

sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian risiko 

untuk diperiksa dan penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK mengacu 

pada: 

1) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat 

2) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi OT, Kosmetik, dan 

SK 

3) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi pangan 

4) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Fasilitas Distribusi Obat/Bahan 

Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian 

 

Realisasi persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi 

ketentuan diperoleh dari hasil pemeriksaan oleh petugas Balai POM di 

Surakarta pada Triwulan 1  Tahun 2024  kepada73 sarana dengan hasil 54 

sarana memenuhi ketentuan dan 19 sarana tidak memenuhi ketentuan. 

Capaian persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi 

ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Surakarta masuk pada kriteria “sangat 

baik”. 

 

b. Perbandingan realisasi TRIWULAN I tahun 2024 dengan target tahun 2024 

Tabel 34. Realisasi Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan 
TRIWULAN I Tahun 2024 dibandingkan target tahun 2024 

INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

2024 

REALISASI 

TW 1 2024 
% CAPAIAN KRITERIA 

Persentase sarana 
distribusi Obat dan 

Makanan yang 
memenuhi ketentuan 

71 % 73,97% 104,18% 
Sangat Baik 

Capaian Indikator Kinerja Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang 

memenuhi ketentuan sebesar 104,18 % dengan kategori tercapai atau 



 

 
 

 

melampaui. Perlu tetap dilakukan Upaya agar capaian dapat dipertahankan 

atau meningkat secara berkesinambungan 

 

c. Analisis  penyebab  keberhasilan/kegagalan  atau  peningkatan/penurunan  

kinerja  serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan 

Tercapainya indiKator persentase Distribusi Obat dan Makanan disebabkan 

karena pemahaman pelaku usaha terhadap legalitas produk yang di 

distribusikan serta pemenuhan terhadap ketentuan Distribusi Obat dan 

Makanan. Selain itu  masyarakat sebagai konsumen juga lebih menyadari 

pentingnya pemilihan produk Obat dan Makanan yang aman, bermutu dan 

berkhasiat. Namun demikian masih tetap diperlukan upaya perbaikan secara 

berkesinambungan agar dapat mempertahankan capaian dengan kategori 

sangat baik. 

 

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun 

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja 

Keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Persentase Distribusi Obat dan 

makanan tidak terlepas dari Upaya yang dilakukan oleh BPOM di Surakarta 

antara lain : 

1. KIE yang dilakukan petugas pada saat pemeriksaan kepada pelaku 

usaha melalui aplikasi BPOM Mobile  

2. Sosialisasi yang dilakukan kepada Masyarakat melalui media social dan 

secara langsung dan penyebaran slogan cek KLIK (Kemasan, Label, Izin 

Edar dan Kadaluwarsa) yang masih relevan digunakan sebagai salah satu 

tools yang dapat digunakan untuk memastikan bahwa obat dan 

makanan yang akan di konsumsi aman dan bermutu. 

3. Sinergitas pengawasan obat dan Makanan bersama lintas sektor untuk 

meningkatkan efektifitas pengawasan. 

4. Pendampingan berupa Forum komunikasi atau bimbingan teknis  dan 

desk CAPA kepada pelaku usaha dengan melihat trend analisis hasil 

pemeriksaan serta tetap memperhatikan ketersediaan anggaran sehingga 

dapat dilakukan secara daring dan luring. 



 

 
 

 

Berdasarkan data hasil pemeriksaan sarana distribusi Triwulan 1 TA 2024, 

sarana distribusi kosmetika memberikan kontribusi Tidak Memenuhi Ketentuan 

yang tinggi, sehingga perlu dilakukan upaya perbaikan secara 

berkesinambungan agar realisasi persentase sarana distribusi Obat dan 

Makanan yang memenuhi ketentuan dapat dipertahankan. 

 

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya 

Berdasarkan hasil evaluasi sebelumnya, maka untuk mempertahankan target 

persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan, dilakukan hal-

hal sebagai berikut: 

1. Balai POM di Surakarta melakukan sosialisasi dengan bertindak sebagai 

narasumber pada kegiatan yang diadakan oleh Dinas Kesehatan 

Kabupaten/Kota atau Organisasi Profesi, memberikan pengetahuan 

tentang bagaimana pengelolaaan obat yang benar. Dengan adanya kegiatan 

tersebut diharapkan para pelaku usaha mengetahui bagaimana cara 

mengelola obat yang benar sehingga akan meningkatkan persentase 

distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan.  

2. Upaya untuk meningkatkan angka persentase distribusi obat tradisional, 

kosmetik, suplemen kesehatan dan pangan olahan yang memenuhi 

ketentuan, Balai POM di Surakarta juga rutin melakukan KIE kepada 

masyarakat  terkait memilih produk Obat dan Makanan yang aman. 

Sehingga dengan rutin melakukan edukasi kepada masyarakat, mereka 

akan pintar dalam memilih Obat dan Makanan yang aman dan dapat 

memutus rantai demand dari peredaran produk yang TIE. 

 

Tabel 35. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Persentase Sarana Distribusi Obat dan 

Makanan yang Memenuhi Ketentuan TRIWULAN I Tahun 2024 

REKOMENDASI 

TINDAK LANJUT KONDISI 

SEBELUM 

RENCANA 

AKSI 

KONDISI 

SETELAH 

RENCANA 

AKSI 
SELESAI 

BELUM 

RENCANA 

AKSI 
TIMELINE 

Pelaksanaan 
bimbingan 

teknis kepada 

Telah 
melakukan 
Bimtek dan 
desk CAPA 

kepada 

Melanjutkan 
program 
pembinaan 
kepada 
Masyarakat 

TW 2 
Tahun 
2024 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Masyarakat dan  
pelaku usaha  

pelaku 
dengan 

mengundang 
25 pelaku 

usaha 
khususnya 

Badan 
Usaha 
Pemilik 

Notifikasi 
yang 

dikukan 
dengan 

Ditwas Kos 

Badan POM 
pada tanggal 

19 Maret 
2024  

dan pelaku 
usaha 

 

 

 

- 

 

 

 

Capaian TW 
1 Tahun 
2024 : 

104,18% 

Meningkatkan 
sinergitas 

pengawasan 
distribusi Obat 
dan Makanan 
bersama lintas 

sektor 

 

Meningkatkan 
sinergitas 
pengawasan 
distribusi 
Obat dan 
Makanan 
bersama 
lintas sektor 

TW 2 
Tahun 
2024 

  

 

 

6. Indeks Pelayanan Publik 

a. Perbandingan target dan realisasi TRIWULAN I tahun 2024 

Tabel 36. Capaian Indeks Pelayanan Publik TRIWULAN I Tahun 2024 

INDIKATOR KINERJA 
TARGET REALISASI % CAPAIAN KATEGORI 

Indeks Pelayanan Publik - - - - 

 

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur 

kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek 

meliputi: 

1) Kebijakan Pelayanan (bobot 30%); 

2) Profesionalitas SDM (18%); 

3) Sarana Prasarana (15%); 

4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%); 

5) Konsultasi dan Pengaduan (15%); 

6) Inovasi (7%). 

 



 

 
 

 

Penilaian kinerja UPP mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 

2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. 

Penilaian Indeks Pelayanan Publik dilakukan oleh Tim Penilai UPP BPOM 

dengan kategori nilai: 

Nilai Kategori Makna 

0 – 1,00 F Gagal 

1,01 – 1,50 E Sangat Buruk 

1,51 – 2,00 D Buruk 

2,01 - 2,50 C- Cukup (Dengan Catatan) 

2,51 – 3,00 C Cukup 

3, 01 – 3,50 B- Baik (Dengan Catatan) 

3,51 – 4,00 B Baik 

4, 01 – 4,50 A- Sangat Baik 

4,51 – 5,00 A Pelayanan Prima 

 

Pada triwulan I Tahun 2024 ini belum diperoleh realisasi nilai IPP karena 

penilaian indikator pada triwulan II atau III, sehingga belum bisa dilakukan 

evaluasi. 

 

b. Perbandingan realisasi TRIWULAN I 2024 dengan target tahun 2024 

Tabel 37. Realisasi Indeks Pelayanan Publik TRIWULAN I Tahun 2024 dibandingkan target tahun 
2024 

INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

2024 

REALISASI 

TW 1 2024 
% CAPAIAN KRITERIA 

Indeks Pelayanan 
Publik 

3.55 - - 
- 

 

Realisasi Indeks Indeks Pelayanan Publik triwulan I tahun 2024 belum dapat 

dibandingkan dengan target tahun 2024, karena penilaian indikator pada 

triwulan II atau III. 

 

c. Analisis  penyebab  keberhasilan/kegagalan  atau  peningkatan/penurunan  

kinerja  serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan 

Indeks Pelayanan Publik merupakan target IKU baru bagi Balai POM di 

Surakarta di tahun 2024 sebagai UPT Balai POM yang diresmikan pada Oktober 

2023. Meskipun penilaian Indeks Pelayanan Publik akan dilakukan di triwulan 

II atau III, Balai POM di Surakarta telah mengikuti Pendampingan Pemantauan 



 

 
 

 

dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan BPOM 

(30 Januari 2024, 1 Februari 2024, 13 Februari 2024, dan 22 Februari 2024 

2024) dan Sosialisasi Pedoman Menteri PAN RB Nomor 5 Tahun 2023 tentang 

Mekanisme dan Instrumen PEKPPP (27 dan 28 Maret 2024) 

 

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun 

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja 

Balai POM di Surakarta terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan 

pelayanan publik diantaranya dengan menyediakan berbagai macam alternatif 

pelayanan publik yang dapat diakses oleh konsumen yang memiliki berbagai 

latar belakang pendidikan, kondisi sosial, ekonomi, demografi, dll. Selain itu 

Balai POM di Surakarta juga melakukan survei Indeks Pelayanan Publik secara 

periodik untuk melihat respon pelanggan terhadap pelayanan publik yang 

diberikan, serta melakukan tindak lanjut terhadap masukan yang diberikan 

oleh pelanggan. 

 

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya 

Indeks Pelayanan Publik merupakan IKU baru bagi Balai POM di Surakarta 

tahun 2024 ini sehingga tidak ada rekomendasi dari periode (triwulan atau 

tahun) sebelumnya. 

Tabel 38. Matriks Indeks Pelayanan Publik TRIWULAN I Tahun 2024 

REKOMENDASI 

TINDAK LANJUT KONDISI 

SEBELUM 

RENCANA 

AKSI 

KONDISI 

SETELAH 

RENCANA 

AKSI 

SELESAI 

BELUM 

RENCANA AKSI TIMELINE 

Tidak ada 
rekomendasi 
dari periode 

(triwulan atau 
tahun) 

sebelumnya 
karena 

merupakan IKU 
baru 

- 
1. Menjadwalkan 

exercise 

pengisian LKE 

dan daduk IPP 

untuk 

mengetahui 

indikator yang 

perlu 

ditingkatkan 

Melaksanakan 
reviu standar 

pelayanan publik 
dan 

TW II 
2024 

1. Belum ada 

identifikasi 

indikator 

yang perlu 

ditingkatkan 

Standar 
pelayanan 

publik 
menggunakan 

yang lama 

1. Ada data 

indikator 

yang perlu 

ditingkatkan 

Standar 
pelayanan 

publik hasil 
revisi 



 

 
 

 

melaksanakan 
forum konsultasi 

public 

 

7. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau 

pembuatan OT dan Kosmetik yang baik 

a. Perbandingan target dan realisasi TRIWULAN I tahun 2024 

Tabel 39. Capaian Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan 

dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik TRIWULAN I Tahun 2024 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % CAPAIAN KRITERIA 

Persentase UMKM yang 

memenuhi standar produksi 

pangan olahan dan/atau 

pembuatan OT dan Kosmetik 

yang baik 

30% 30,53% 101,77% Sangat Baik 

 

Persentase UMKM yang memenuhi standar meliputi pangan olahan, OT, dan 

Kosmetik merupakan serangkaian tahapan proses secara umum yaitu 

penetapan target, pelaksanaan bimtek/sosialisasi, pelaksanaan 

pendampingan, dan monitoring evaluasi serta pelaporan. Setiap tahapan 

kegiatan untuk pangan olahan, OT dan kosmetik memiliki nilai tahapan 

tertentu. Sehingga perhitungan persentase untuk triwulan I adalah rata-rata 

dari progres kegiatan seluruh komoditi di triwulan I tersebut.  

Untuk UMKM Obat Tradisional mencapai 42,5%, untuk UMKM Kosmetik 

mencapai 39,1% dan UMKM pangan olahan 10% 

Capaian indikator kinerja Persentase UMKM yang memenuhi standar pada 

triwulan I adalah 30,53% dengan capaian 101,77% dari target yang 

direncanalan di triwulan I yaitu 30%. Capaian di triwulan I masuk dalam 

kategori Sangat Baik. 

 

b. Perbandingan realisasi TRIWULAN I tahun 2024 dengan target tahun 2024 

Tabel 40. Realisasi Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau 
pembuatan OT dan Kosmetik yang baik TRIWULAN I Tahun 2024 dibandingkan target tahun 2024 

INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

2024 

REALISASI 

TW 1 2024 
% CAPAIAN KRITERIA 



 

 
 

 

Persentase UMKM yang 
memenuhi standar 
produksi pangan 
olahan dan/atau 

pembuatan OT dan 
Kosmetik yang baik 

94% 30,53% 32,47% Perlu Upaya 
Keras 

 

Meskipun target triwulan sudah masuk kategori Sangat Baik, namun jika 

dibandingkan dengan realisasi indikator kinerja Persentase UMKM yang 

memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan 

Kosmetik yang baik target akhir tahun 2024 baru tercapai 32,47% masuk di 

kategori Perlu Upaya Keras. Sehingga kedepannya masih memerlukan Upaya-

upaya untuk menunjang sehingga tercapai target akhir tahun 2024. 

 

c. Analisis  penyebab  keberhasilan/kegagalan  atau  peningkatan/penurunan  

kinerja  serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan 

Persentase keberhasilan Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi 

pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik di triwulan I 

sebesar 30,53% merupakan hasil dari progres tahapan proses pendampingan 

UMKM pangan olahan, obat tradisional dan kosmetik. 

Pendampingan UMKM obat tradisional dengan target 2 sarana obat tradisional, 

telah dilakukan tahapan proses penetapan calon UMKM, bimtek penerapan 

CPKB, pendampingan CPKB, dan pelaporan ke pusat. 

Pendampingan UMKM pangan olahan dengan target 7 sarana pangan olahan, 

telah dilakukan tahapan proses penetapan calon UMKM. 

Tahapan pendampingan ini banyak didukung oleh pendampingan melalui zoom 

meeting sebagai pendampingan awal. Untuk penetapan calon UMKM pangan 

(khususnya) yang didampingi berdasarkan seleksi dari pengajuan izin 

penerapan cppob yang memiliki banyak kendala. 

Walaupun hasil tersebut tercapai sesuai dengan perencanaan triwulan I, 

diperlukan upaya yang lebih keras dalam mengejar target di tahun 2024. 

 

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun 

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja 



 

 
 

 

Dalam rangka mendukung capaian Persentase UMKM yang memenuhi standar 

meliputi pangan, OT, dan Kosmetik tahun 2024 dilakukan program sebagai 

berikut : 

1. Penetapan calon UMKM 

2. Bimtek dilakukan dengan terjadwal 

3. Target Triwulan sebagai pedoman dalam menjalankan pendampingan 

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya 

Terhadap pelaksanaan program – program yang mendukung capaian 

Rekomendasi Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan 

olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik dilakukan monitoring 

tindak lanjut sebagai berikut : 

 

Tabel 41. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi 
pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik TRIWULAN I Tahun 2024 

REKOMENDASI 

TINDAK LANJUT KONDISI 

SEBELUM 

RENCANA 

AKSI 

KONDISI 

SETELAH 

RENCANA 

AKSI 

SELESAI 

BELUM 

RENCANA AKSI TIMELINE 

Melakukan 
Bimtek Cara 

Produksi Yang 
Baik (CPPOB, 
CPOTB dan 

CPKB) 

 

Melakukan bimtek Cara 
Produksi Yang Baik 
(CPPOB, CPOTB dan 
CPKB)  untuk sarana 
yang telah ditetapkan 
sebagai target UMKM 

Triwulan II 

  

Melakukan 
Pendampingan 

CAPA hasil 
evaluasi 

 
Melakukan 

pendampingan CAPA 
atas evaluasi 

Setiap 
Triwulan 

  

 

 

8. Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan 

Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di 

Provinsi/Kabupaten/Kota 

a. Perbandingan target dan realisasi TRIWULAN I tahun 2024 

Tabel 42. Capaian Persentase Keterlibatan UPT dalam program sediaan farmasi makanan 

minuman serta program pemberdayaan Masyarakat bidang Kesehatan di 

provinsi/kabupaten/kota TRIWULAN I Tahun 2024 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % CAPAIAN KRITERIA 



 

 
 

 

Persentase Keterlibatan UPT 

dalam Program Sediaan Farmasi 

Makanan dan Minuman Serta 

Program Pemberdayaan 

Masyarakat Bidang Kesehatan di 

Kabupaten/Kota 

- - - - 

 

Keterlibatan UPT dalam program sediaan farmasi dan makanan dan program 

pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di Kabupaten/Kota mencakup 

keterlibatan pada : 

1. Pelaksanaan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan 

Makanan (TKPPOM) tingkat Propinsi dan atau Kabupaten/Kota. TKPPOM 

merupakan tim yang dibentuk dalam rangka peningkatan efektivitas 

penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan Obat dan Makanan di daerah 

yang meliputi obat, bahan obat, obat tradisional, obat kuasi, kosmetik, 

suplemen kesehatan, pangan olahan, dan bahan berbahaya yang berpotensi 

disalahgunakan. 

2. Pelaksanaan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat Propinsi 

dan atau Kabupaten/Kota;  

a. TPPS merupakan organisasi Percepatan Penurunan Stunting yang 

bertugas mengoordinasikan, menyinergikan dan mengevaluasi 

Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting. 

b. Berdasarkan peraturan BKKBN No 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi 

Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-

2024, keterlibatan UPT BPOM dalam TPPS Kabupaten/kota dalam 

kegiatan KIE Keamanan Pangan dan Fortifikasi Pangan 

3. Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Bantuan Operasional 

kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan (DAK NF BOK POM) di Dinas 

Kabupaten/Kota.   

a. Merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh BPOM untuk 

memperkuat peran Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan 

efektivitas pengawasan Obat dan Makanan di daerah. 

b. Peran UPT antara lain:  



 

 
 

 

• menyampaikan dan memverifikasi permintaan usulan DAK Nonfisik 

BOK POM tahun n+1 kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota; 

• pembinaan/pendampingan pelaksanaan DAK Nonfisik BOK POM;  

• monitoring dan evaluasi pelaksanaan DAK Nonfisik BOK POM secara 

mandiri maupun terpadu;  

• monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja dan anggaran 

Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, dan memverifikasi pelaporan 

pelaksanaan DAK Nonfisik BOK POM yang diisi oleh Dinas Kesehatan 

melalui aplikasi SMART POM. 

Perhitungan target dan realisasi Persentase Keterlibatan UPT dalam Program 

Sediaan Farmasi Makanan dan Minuman Serta Program Pemberdayaan dan 

Masyarakat Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota bersifat kumulatif dan 

dihitung di akhir tahun dengan target  tahunan 95 %. Selama Triwulan 1 sudah 

dilakukan kegiatan sebagai berikut : 

1. Aspek TKPPOM 

d. Keterlibatan Balai POM dalam SK TKPPOM Kota Surakarta, Kabupaten 

Karanganyar dan Kabupaten Sukoharjo. 

e. Sidak Obat dan Makanan Ilegal Oleh TKPPOM di Kota Surakarta pada 

tanggal 28 Maret 2024 

f. Intensfikasi Pengawasan Pangan menjelang Hari Raya Idul Fitri di 

bersama Dinas Kesehatan Kab Karanganyar tanggal 20 Maret 2024. 

g. Desk Penilaian Mandiri Pengawasan PIRT Pre dan Post Market untuk 

Kabupaten Sragen tanggal 14-15 Maret 2024 

h. Advokasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen terkait DAK, 

TKPPOM dan PJAS tanggal 19 Februari 2024 

2. Aspek TPPS 

a. KIE Keamanan Pangan di Kantin Sekolah di Kabupaten Wonogiri tanggal 

28 Maret 2024 

3. Aspek DAK 

a. Verifikasi pertimbangan lokus DAK N+1 untuk tahun 2025 di wilayah 

kerja Balai POM di Surakarta maka diusulkan 4 Kabupaten Kota yaitu 

Kota Surakarta, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sukoharjo, dan 

Kabupaten Wonogiri dengan justifikasi bahwa pernah memiliki 

pengalaman mendapatkan DAK NF POM, Sumber Daya Manusia 



 

 
 

 

memadai dan komunikasi serta koordinasi dengan Balai POM berjalan 

baik. 

b. Rapat Persiapan Pengawasan PIRT di Dinas Kesehatan Kota Surakarta 

tanggal 22 Februari 2024 

c. Rapat Pengkajian PIRT di Dinas Kesehatan Kota Surakarta tanggal 29 

Februari 2024 

d. Monitoring dan Evaluasi Capaian DAK NF POM periode Triwulan 1 di Kota 

Surakarta, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sukoharjo dan 

Kabupaten Wonogiri tanggal 28 Maret 2024 dengan hasil sebagai berikut 

: 

• Kota Surakarta di TW 1 2024 memiliki capaian anggaran sebesar 5,3% 

dan capaian fisik sebesar 8,3%. Tindak Lanjut yang dilakukan Dinas 

Kesehatan Kota Surakarta akan melakukan kegiatan sesuai jadwal 

serta beberapa kegiatan akan dilakukan setelah petunjuk operasional 

(Jukop) DAK 2024 terbit. 

• Kabupaten Karanganyar di TW 1 2024 memiliki capaian anggaran dan 

fisik 0% karena terkendala penetapan DAK NF POM 2024 di November 

2023 melewati penetapan SIPD Pemerintah Daerah Kabupaten 

Karanganyar yang dilakukan pada Oktober 2023 sehingga penyaluran 

anggaran DAK NF POM 2024 bisa dilaksanakan setelah menunggu 

perubahan SIPD di Bulan Maret 2024. Tindak Lanjut yang dilakukan 

oleh Dinas Kesehatan Karanganyar ialah akan memulai kegiatan DAK 

di bulan April 2024. 

• Kabupaten Sukoharjo di TW 1 2024 memiliki capaian anggaran 

sebersat 1,2% dan capaian fisik sebesar 13,1%. Tindak Lanjut yang 

dilakukan Dinas Kesehatan Kab. Sukoharjo akan melakukan kegiatan 

sesuai jadwal serta beberapa kegiatan akan dilakukan setelah 

petunjuk operasional (Jukop) DAK 2024 terbit. 

• Kabupaten Wonnogiri di TW 1 2024 memiliki capaian anggaran 

sebesar 2,4% dan capaian fisik sebesar 7,4%. Tindak Lanjut yang 

dilakukan Dinas Kesehatan Kab. Wonogiri akan melakukan kegiatan 

sesuai jadwal serta beberapa kegiatan akan dilakukan setelah 

petunjuk operasional (Jukop) DAK 2024 terbit. 



 

 
 

 

e. Desk Penilaian Mandiri Pengawasan PIRT Pre dan Post Market untuk 

Kabupaten Wonogiri tanggal 14-15 Maret 2024 

 

b. Perbandingan realisasi TRIWULAN I tahun 2024 dengan target tahun 2024 

Tabel 43. Realisasi Persentase Keterlibatan UPT dalam program sediaan farmasi makanan 
minuman serta program pemberdayaan Masyarakat bidang Kesehatan di provinsi/kabupaten/kota 

TRIWULAN I Tahun 2024 dibandingkan target tahun 2024 

INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

2024 

REALISASI 

TW 1 2024 
% CAPAIAN KRITERIA 

Persentase Keterlibatan 
UPT dalam Program 

Sediaan Farmasi Makanan 
dan Minuman Serta 

Program Pemberdayaan 

Masyarakat Bidang 
Kesehatan di 

Kabupaten/Kota 

95% - - 
- 

 

Perhitungan target dan realisasi Persentase Keterlibatan UPT dalam Program 

Sediaan Farmasi Makanan dan Minuman Serta Program Pemberdayaan dan 

Masyarakat Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota bersifat kumulatif dan 

dihitung di akhir tahun dengan target  tahunan 95%. 

 

c. Analisis  penyebab  keberhasilan/kegagalan  atau  peningkatan/penurunan  

kinerja  serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan 

Analisa penyebab dapat terlaksananya kegiatan pada Aspek TKPPOM, Aspek 

TPPS dan Aspek DAK di triwuan 1 tahun 2024 sebagai berikut : 

1. Komunikasi dan koordinasi yang baik antara Balai POM di Surakarta dengan 

Pemerintah Daerah di wilayah kerja Balai POM dan Unit Pusat yaitu Biro 

Perencanaan dan Keuangan sehingga Balai POM di Surakarta selalu 

dilibatkan dalam kegiatan serta pemerintah daerah juga mau dilibatkan 

dalam kegiatan yang dikelola oleh Badan POM. 

2. Telah tersediannya saluran atau wadah komunikasi yang intensif antara 

Balai POM di Surakarta dengan Pemerintah Daerah khususnya Dinas 

Kesehatan sebagai penerima DAK NF POM serta dengan unit Pusat Biro 

Perencanaan Keuangan.  



 

 
 

 

3. Dukungan dari Pimpinan Unit yaitu Kepala Balai POM di Surakarta baik 

dalam berkoordinasi dengan Pimpinan Pemerintah Daerah yang terlibat 

dalam Aspek TKPPOM,  Aspek TPPS dan Aspek DAK. 

 

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun 

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja 

Program yang menunjang keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan pada 

Aspek TKPPOM, Aspek TPPS dan Aspek DAK di triwulan 1 tahun 2024 sebagai 

berikut : 

1) Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan DAK NF 

POM tahun 2024 dengan Dinas Kesehatan secara berkala. 

2) Pembinaan dan Pendampingan pelaksanaan DAK NF POM tahun 2024 

dengan terlibat pada rapat persiapan kegiatan seperti pada rapat persiapan 

pengawasan PIRT oleh Dinas Kesehatan. 

3) Selalu berperan serta dalam kegiatan sidak obat dan makanan ilegal oleh 

TKPPOM kabupaten/kota melalui kegiatan pengujian cepat bahan 

berbahaya pada pangan dan pembinaan pada pelaku usaha terkait 

pengelolaan obat. 

 

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya 

Persentase Keterlibatan UPT dalam program sediaan farmasi dan makanan dan 

program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di Kabupaten/Kota 

merupakan IKU baru bagi Balai POM di Surakarta tahun 2024 ini sehingga 

tidak ada rekomendasi dari periode (triwulan atau tahun) sebelumnya. 

 

Tabel 44. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Persentase Keterlibatan UPT dalam program sediaan 
farmasi makanan minuman serta program pemberdayaan Masyarakat bidang Kesehatan di 

provinsi/kabupaten/kota TRIWULAN I Tahun 2024 

REKOMENDASI 

TINDAK LANJUT KONDISI SEBELUM 

RENCANA AKSI 

KONDISI 

SETELAH 

RENCANA AKSI 
SELESAI 

BELUM 

RENCANA AKSI TIMELINE 

Tidak ada 
rekomendasi 
dari periode 

(triwulan atau 

 
1. Audiensi 

Dengan TPPS 

Kab 

1. Triwulan 

II Tahun 

2024 

1. TPPS Kab 

Karanganyar belum 

mendapatkan data 

1. Tersedianya 

hasil 

pengawasan 



 

 
 

 

tahun) 
sebelumnya 

karena 
merupakan IKU 

baru 

Karanganyar 

terkait 

Pangan 

Fortifikasi 

2. Audiensi 

dengan 

Pemerintah 

Daerah 

Kabupaten 

Sragen 

terkait 

pelaksanaan 

kegiatan 

TKKPOM di 

Kab. Sragen. 

Melakukan 
monitoring dan 

evaluasi 
pelaksanaan 
DAK NF POM 
Triwulan 2 

Triwulan II 
2024 

Hasil 

PengawasanPangan 

Fortifikasi di Kab. 

Karanganyar 

2. Belum Tersedianya 

rencana 

pembentukan 

TKPPOM dan 

rencana 

pelaksanaan 

kegiatan sidak obat 

dan makanan 

ilegal. 

Belum tersedianya 
data monitoring dan 
evaluasi pelaksanaan 
kegiatan DAK NF POM 

Triwulan 2 

pangan 

fortifikasi yang 

disampaikan 

ke TPPS Kab. 

Karanganyar. 

2. Tersedianya 

rencana 

pembentukan 

TKPPOM dan 

rencana 

pelaksanaan 

kegiatan sidak 

obat dan 

makanan ilegal 

Telah  tersedianya 
data monitoring 

dan evaluasi 
pelaksanaan 

kegiatan DAK NF 
POM Triwulan 2 

 

SASARAN STRATEGIS 3 

MENINGKATNYA EFEKTIVITAS KOMUNIKASI, INFORMASI, EDUKASI OBAT DAN 

MAKANAN DI WILAYAH KERJA BALAI POM DI SURAKARTA 

 

Pencapaian tersebut didukung oleh 4 indikator sebagai berikut :  

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3 

1. Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan 

a. Perbandingan target dan realisasi TRIWULAN I tahun 2024 

Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan adalah ukuran efektivitas atas 

kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap Obat dan 

Makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE. Ragam jenis program 

KIE yang dilakukan Badan POM meliputi KIE melalui media cetak dan elektronik, 

KIE langsung ke masyarakat, dan KIE melalui media social. 

 

Tabel 45. Capaian Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan TRIWULAN I Tahun 2024 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % CAPAIAN KATEGORI 



 

 
 

 

Tingkat Efektivitas KIE 

Obat dan Makanan 
96 96,11 100,11 SANGAT BAIK 

 

Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan diperoleh dari hasil survei dengan 

responden masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE 

melalui berbagai media selama tahun berjalan. Pengukuran dilakukan dengan 

4 (empat) indikator pembentuk indeks efektivitas KIE yaitu: 

1) Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE. 

2) Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima. 

3) Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE. 

4) Tingkat minat terhadap informasi Obat dan Makanan. 

Responden survei adalah individu yang sebelumnya pernah menerima atau 

terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Balai POM di Surakarta dalam tiga 

bulan terakhir.  

 

Survei dilakukan secara daring (online) dengan memberikan tautan survei. 

Selama triwulan I tahun 2024, Balai POM di Surakarta melakukan survei 

Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan Tahun 2024 terhadap 32 responden 

dan menghasilkan indeks efektivitas KIE sebesar 96,11 (data: 

evaluasikie.pom.go.id). Dengan demikian tingkat efektivitas KIE dapat 

memenuhi target yang ditetapkan dengan capaian 100,11% atau kategori 

“SANGAT BAIK”. 

 

b. Perbandingan realisasi TRIWULAN I tahun 2024 dengan target tahun 2024 

Tabel 49. Realisasi Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan TRIWULAN I Tahun 2024 
dibandingkan target tahun 2024 

INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

2024 

REALISASI 

TW 1 2024 
% CAPAIAN KRITERIA 

Tingkat Efektivitas KIE 
Obat dan Makanan 

96 96,11 100,11 TERCAPAI/ 
MELAMPAUI 

 

Target Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan triwulan dan tahunan 

adalah sama. Target untuk tahun 2024 adalah 96 dan pada triwulan I 2024 

telah memenuhi target tahunan tersebut dengan kategori 

“TERCAPAI/MELAMPAUI”. 



 

 
 

 

 

c. Analisis  penyebab  keberhasilan/kegagalan  atau peningkatan/penurunan  

kinerja  serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan 

Berdasarkan hasil survei tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan triwulan I 

tahun 2024, diperoleh indeks sebesar 96,11 dan capaian memenuhi target 

yang ditetapkan dengan kategori Sangat Baik. Indeks 96,11 tersebut 

merupakan kontribusi empat aspek yaitu aspek ragam kegiatan 94,53; aspek 

pemahaman 96,88; aspek manfaat 96,88; dan aspek minat 93,75. Aspek 

pemahaman dan manfaat merupakan 2 aspek yang memberikan nilai tinggi 

sebagai pembentuk indeks efektivitas KIE. 

Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa KIE yang disampaikan Balai POM 

di Surakarta mudah dipahami dan memberikan manfaat sesuai kebutuhan 

audiens. Kedepannya, dalam melaksanakan KIE Balai POM di Surakarta akan 

melanjutkan dan meningkatkan pelaksanaan KIE yang telah berjalan rutin 

sejak triwulan I Tahun 2024, melakukan publikasi dan penyebaran informasi 

melalui platform baru yaitu subsite UPT Balai POM di Surakarta, serta 

melanjutkan metode survei yang telah terlaksana dengan baik sejak triwulan I 

Tahun 2024 dengan cara pemilihan responden yang lebih heterogen dan 

pendampingan saat pengisian agar jenis KIE yang dipilih sesuai dengan yang 

diterima oleh responden. 

 

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun 

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja 

Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan Triwulan I Tahun 2024 sebesar 

96,11 merupakan komposit indeks pelaksanaan KIE menggunakan berbagai 

media. Media yang memberikan nilai indeks tertinggi sebesar 100 pada 

triwulan I tahun 2024 adalah semua media kecuali penyuluhan (92,71). 

Meskipun demikian, target triwulan tetap capai. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa Balai POM di Surakarta harus meningkatkan kualitas KIE melalui 

penyuluhan langsung kepada masyakarat. Pada triwulan I tahun 2024, Balai 

POM di Surakarta telah melakukan KIE Penyuluhan sebanyak 5 kali dan KIE 

Webinar/Virtual sebanyak 1 kali. 

 

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya 



 

 
 

 

Hasil survei Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan triwulan I tahun 2024 

yang memenuhi target merupakan buah jerih payah dari Balai POM di 

Surakarta. Namun, tetap perlu menjadi perhatian dan ditingkatkan kualitas 

khusus KIE melalui Penyuluhan. 

Tabel 47. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan 

TRIWULAN I Tahun 2024 

REKOMENDA

SI 

TINDAK LANJUT KONDISI 

SEBELUM 

RENCANA 

AKSI 

KONDISI 

SETELAH 

RENCANA 

AKSI 
SELESAI 

BELUM 

RENCANA 

AKSI 

TIMELIN

E 

Melanjutkan 

dan 
meningkatkan 
pelaksanaan 

KIE yang telah 
berjalan rutin 
sejak tahun 

2023 

1. Melakukan 

KIE secara 
rutin dan 
terjadwal 
melalui 
media 
sosial Balai 
POM di 
Surakarta 
sepanjang 
tahun 
2023. Tema 
yang 
diangkat 
telah 
diselaraska
n dengan 
Agenda 
Setting 
Media 
Sosial 
BPOM 
2024 

Melakukan 
KIE DIPA dan 

memenuhi 
permohonan 
narasumber 

dari pihak 
eksternal 

1. Melanjutka

n 
pelaksanaa
n KIE yang 
telah 
berjalan 
rutin pada 
triwulan 
berikutnya 

Peningkatan 
kuantitas dan 
kualitas KIE 
khususnya 
Penyuluhan 

Triwulan 

II-IV 
Tahun 
2024 

2. KIE 

melalui 
media 
sosial pada 
triwulan IV 
tahun 
2023 
dengan 
tema 
utama 
standar 
pelayanan 
publik, 
keamanan 
pangan, 
stunting, 
keamanan 
kosmetik, 
dan 
kolaborasi 
pengawasa
n Obat dan 
Makanan 

Total KIE 
melalui 

pameran dan 
penyuluhan 

pada triwulan 

IV tahun 
2023: 20 kali 

2. KIE 

melalui 
media 
sosial 
pada 
triwulan 
I tahun 
2024 
dengan 
tema 
utama 
layanan 
mudah 
dan 
cepat, 
kosmeti
k aman 
jadi 
pilihan, 
serta 
obat 
dan 
makana

n aman, 
puasa 
nyaman 

Total KIE 
melalui 

pameran 
dan 

penyuluhan 
pada 

triwulan I 
tahun 

2024: 6 kali 

 

2. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman  

a. Perbandingan target dan realisasi TRIWULAN I tahun 2024 

Tabel 48. Capaian Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman 

TRIWULAN I Tahun 2024 



 

 
 

 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % CAPAIAN KRITERIA 

Jumlah sekolah dengan 

Pangan Jajanan Anak 

Sekolah (PJAS) Aman 

24% 24% 100 BAIK 

 

Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman dihitung 

berdasarkan jumlah sekolah yang memliki kriteria memiliki Kader Keamanan 

Pangan Sekolah aktif, melakukan intervensi keamanan pangan kepada 

komunitas sekolah, dan mempunyai dokumen rencana aksi program keamanan 

pangan. 

Program Desa Pangan Aman merupakan bagian dari Program Prioritas Nasional 

Keterpaduan Keamanan Pangan yang pada tahun 2024 akan dilaksanakan di 

Kabupaten Sragen. Program Prioritas Nasional Keterpaduan Keamanan Pangan 

ini terdiri dari Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dan 

Pangan Jajanan yang Dikonsumsi Anak Usia Sekolah (PJAS). Program Prioritas 

Nasional Keterpaduan Keamanan Pangan ini akan menargetkan 1 pasar, 1 desa 

dan 8 sekolah di Kabupaten Sragen. Program ini merupakan program 

pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas.  

Balai POM di Surakarta akan melakukan intervensi dan pendampingan kepada 

komunitas sekolah yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian 

komunitas sekolah dalam menjamin pemenuhan kebutuhan PJAS yang 

dikonsumsi dalam kondisi aman, bermutu, dan bergizi. Intervensi keamanan 

PJAS dilakukan melalui semua tahapan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan 

meliputi tahapan advokasi lintas sektor keamanan PJAS, sosialisasi keamanan 

PJAS, Bimtek kader keamanan pangan sekolah, pemberian paket edukasi 

keamanan pangan, monitoring pemberdayaan kader keamanan pangan 

sekolah, sertifikasi PJAS Aman. 

Sekolah yang diintervensi pada tahun 2024 ini terdiri dari SD/MI, SMP/MTs 

dan SMA/SMK/MA di Kabupaten Sragen.  

Hingga akhir triwulan I tahun 2024, progres program PJAS yang telah 

dilaksanakan adalah: 

1) Koordinasi program PJAS dengan Bapperida Kabupaten Sragen, Dinas 

Kesehatan Kabupaten Sragen, Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen, 

Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI Provinsi Jawa Tengah, dan Kantor 



 

 
 

 

Kementerian Agama Kabupaten Sragen pada tanggal 23 dan 24 Januari 

2024 (3%). 

2) Audiensi program PJAS dengan Bupati Sragen pada tanggal 19 Februari 

2024 (6%). 

3) Kegiatan Advokasi Lintas Sektor PJAS pada tanggal 7 Maret 2024 (10%). 

4) Proses pengadaan perlengkapan peserta Sosialisasi Keamanan Pangan 

mulai dilakukan pada bulan Maret 2024 (3%). 

5) Proses pengadaan produk informasi dan paket edukasi mulai dilakukan 

pada bulan Maret 2024 (2%). 

Sehingga diperoleh progres jumlah desa pangan aman sebesar 24% dengan 

capaian 100% dan kategori “BAIK”. 

 

b. Perbandingan realisasi TRIWULAN I tahun 2024 dengan target tahun 2024 

Tabel 49. Realisasi Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman 
TRIWULAN I Tahun 2024 dibandingkan target tahun 2024 

INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

2024 

REALISASI 

TW 1 2024 
% CAPAIAN KATEGORI 

Jumlah sekolah dengan 
Pangan Jajanan Anak 
Sekolah (PJAS) Aman 

100% 24% 24% PERLU UPAYA 
KERAS 

 

Realisasi jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman 

hingga triwulan I tahun 2024 belum mencapai target tahun 2024 dengan 

kriteria “PERLU UPAYA KERAS” karena target indikator ini bersifat jumlah 

kumulatif, sehingga baru dapat tercapai di akhir tahun 2024. 

 

c. Analisis  penyebab  keberhasilan/kegagalan  atau peningkatan/penurunan  

kinerja  serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan 

Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman 

merupakan target IKU baru bagi Balai POM di Surakarta di tahun 2024 sebagai 

UPT Balai POM yang diresmikan pada Oktober 2023. Namun target progres 

jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman triwulan I 

tahun 2024 dapat tercapai dengan kategori “BAIK” karena personil Infokom 

telah mempelajari juknis secara autodidak dan berkonsultasi secara intensif 

dengan balai koordinator yaitu Balai Besar POM di Semarang yang telah 



 

 
 

 

berpengalaman mengampu IKU ini. Sehingga diperoleh perencanaan yang 

sesuai dengan kapasitas UPT. 

Selain itu, Balai POM di Surakarta langsung berinisiatif melakukan kerja sama 

dan koordinasi dengan OPD terkait (Bapperida, Dinas Kesehatan, Dinas 

Pendidikan, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI Provinsi Jawa Tengah, dan 

Kantor Kementerian Agama) di Kabupaten Sragen pada tanggal 23 dan 24 

Januari 2024. Selanjutnya, Balai POM di Surakarta memperoleh rekomendasi 

lokus intervensi dari Bapperida dan Dinas Pendidikan sebanyak enam SD dan 

dua SMP, rekomendasi dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI Provinsi Jawa 

Tengah sebanyak enam SMA/SMK, serta rekomendasi dari Kantor Kementerian 

Agama yaitu masing-masing satu sekolah untuk jenjang MI, MTs dan MA. Dari 

usulan tersebut dilakukan kurasi oleh tim dari Balai POM di Surakarta sehingga 

diperoleh target sekolah sebanyak 8 sekolah yang terdiri dari tiga SD dan 

masing-masing satu sekolah untuk SMP, SMA, SMK, MTs, dan MA. Hasil 

tersebut telah disampaikan pada saat audiensi dengan Ibu Bupati Sragen 

tanggal 19 Februari 2024. Hasil audiensi tersebut adalah adanya dukungan 

yang berarti dari Ibu Bupati sehingga semakin menggerakan OPD di Kabupaten 

Sragen untuk responsif terhadap pelaksanaan Program Keterpaduan Keamanan 

Pangan di Kabupaten Sragen. Termasuk saat penyelenggaraan Advokasi 

Keterpaduan Keamanan Pangan tanggal 7 Maret 2024, Ibu Bupati seyogyanya 

hadir secara langsung namun karena adanya tugas mendadak yang sama 

penting dan tidak dapat ditinggalkan maka kehadiran beliau didelegasikan 

kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen. Dari forum advokasi 

diperoleh komitmen Pemda Kabupaten Sragen terhadap Program Keterpaduan 

Keamanan Pangan. 

 

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun 

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja 

Koordinasi menjadi kegiatan kunci dalam keberhasilan pencapaian target 

triwulan I tahun 2024. Balai POM di Surakarta sebagai pihak eksternal yang 

akan mengintervensi komunitas di daerah tertentu tentunya membutuhkan 

dukungan dan komitmen dari pemda untuk kelancaran dan keberhasilan 

program di daerah tersebut. Sehingga koordinasi dan komunikasi yang telah 



 

 
 

 

baik dengan OPD Sragen juga harus dijaga dan ditingkatkan kembali pada 

triwulan berikutnya. 

 

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya 

Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman 

merupakan IKU baru bagi Balai POM di Surakarta tahun 2024 ini sehingga 

tidak ada rekomendasi dari periode (triwulan atau tahun) sebelumnya. 

Tabel 50. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak 

Sekolah (PJAS) Aman TRIWULAN I Tahun 2024 

REKOMENDASI 

TINDAK LANJUT KONDISI 

SEBELUM 

RENCANA 

AKSI 

KONDISI 

SETELAH 

RENCANA 

AKSI 
SELESAI 

BELUM 

RENCANA 

AKSI 
TIMELINE 

Tidak ada 
rekomendasi 
dari periode 

(triwulan atau 
tahun) 

sebelumnya 
karena 

merupakan IKU 
baru 

1. Koordinasi 
program 
PJAS Aman 
dengan 
Bapperida, 
Dinas 
Kesehatan, 
Dinas 
Pendidikan, 
Cabang 
Dinas 
Pendidikan 
wilayah VI 
Provinsi 
Jawa 
Tengah dan 
Kantor 

Kementerian 
Agama 
Kabupaten 
Sragen 
tanggal 23 

dan 24 
Januari 
2024. 

2. Audiensi 
program 
PJAS 
dengan 
Bupati 
Sragen pada 
tanggal 19 
Februari 
2024 

Pelaksanaan 
Advokasi Lintas 

Sektor PJAS 

1. Penyelesaian 
laporan 
forum 
advokasi 
keterpaduan 
keamanan 
pangan 

2. Pelaksanaan 
Sosialisasi 
Keamanan 
Pangan 

3. Pelaksanaan 
Bimtek 
Keamanan 
Pangan 
untuk Kader 
Keamanan 

Pangan 
Sekolah 

Pemberian 
Paket 

Edukasi/ 

Produk 
Informasi 
Keamanan 

Pangan 

TW II 
2024 

1. Belum 
ada 
progres 
program 
PJAS 
Aman 

Belum ada 
inventaris 
kebutuhan 
rapid test, 

produk 
informasi, 
dan paket 
edukasi 

1. Progres 
jumlah desa 
pangan 
aman pada 
triwulan I 
tahun 2024 
sebesar 24% 
yang terdiri 
dari 
kegiatan 
koordinasi, 
audiensi 
Bupati, dan 
pelaksanaan 
advokasi 

Sudah ada 
inventarisasi 

kebutuhan 
Paket 

Edukasi/ 
Produk 

Informasi 

untuk 
diadakan 

pada triwulan 
II tahun 2024 



 

 
 

 

tanggal 7 Maret 
2024. 

 

 

3. Jumlah desa pangan aman  

a. Perbandingan target dan realisasi TRIWULAN I tahun 2024 

Tabel 51. Capaian desa pangan aman TRIWULAN I Tahun 2024 

INDIKATOR 

KINERJA 
TARGET REALISASI 

% 

CAPAIAN 
KRITERIA 

Jumlah Desa Pangan 

Aman 
17% 17% 100 BAIK 

 

Jumlah desa pangan aman dihitung dari jumlah desa yang memiliki kader 

keamanan pangan desa yang aktif, melakukan intervensi keamanan pangan 

pada komunitas desa, dan mempunyai dokumen perencanaan program 

keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau 

integrasi dengan program lain). Desa pangan aman merupakan desa yang 

diintervensi kemanan pangan (desa baru) berupa advokasi, bimbingan teknis, 

pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, 

fasilitasi keamanan pangan dan pengawasan keamanan pangan serta 

pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan. 

 

Program Desa Pangan Aman merupakan bagian dari Program Prioritas Nasional 

Keterpaduan Keamanan Pangan yang pada tahun 2024 akan dilaksanakan di 

Kabupaten Sragen. Program Prioritas Nasional Keterpaduan Keamanan Pangan 

ini terdiri dari Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dan 

Pangan Jajanan yang Dikonsumsi Anak Usia Sekolah (PJAS). Program Prioritas 

Nasional Keterpaduan Keamanan Pangan ini akan menargetkan 1 pasar, 1 desa 

dan 8 sekolah di Kabupaten Sragen. Program ini merupakan program 

pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas. 

Balai POM di Surakarta akan melakukan intervensi dan pendampingan kepada 

komunitas-komunitas yang ada di masing masing pasar, desa, dan sekolah 

sampai akhirmya terbentuk komunitas mandiri yang mampu menyediakan 

pangan yang aman, bermanfaat, bermutu, dan bergizi untuk lingkungan 



 

 
 

 

terdekatnya. Komunitas yang akan diintervensi misalnya IRTP, pelaku usaha 

ritel/warung, pedagang pasar, ibu-ibu PKK, Karang Taruna, pengelola kantin 

sekolah, komunitas sekolah, dll. 

Program Prioritas Nasional Keterpaduan Keamanan Pangan pada prinsipnya 

terdiri dari beberapa tahapan yang diawali dengan Audiensi/Advokasi kepada 

Pemerintah Daerah termasuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang 

terlibat antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas 

Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan, Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa, Bapperida, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan 

Perikanan, dll. Pada saat advokasi akan ditentukan lokus desa, pasar dan 

sekolah yang telah didahului dengan survei usulan lokus dari OPD. 

Tahapan selanjutnya adalah bimbingan teknis kader desa, sekolah dan pasar. 

Pada saat bimtek kader akan diberikan materi tentang keamanan pangan. 

Setelah dilakukan bimtek kader keamanan pangan, para kader ini akan 

melakukan bimbingan teknis kepada komunitas di lingkungannya. Bimbingan 

teknis yang dilakukan oleh kader keamanan pangan tetap dalam pengawasan 

dan pendampingan oleh Balai POM di Surakarta. Setelah semua anggota 

komunitas memahami prinsip-prinsip keamanan pangan dan menerapkannya 

dalam kehidupan sehari hari, akan dilakukan intensifikasi pengawasan 

keamanan pangan melalui sampling dan uji kandungan bahan berbahaya pada 

pangan menggunakan rapid test. Fasilitasi keamanan pangan melalui 

pendampingan penerapan keamanan pangan di sarana produksi juga 

merupakan bagian dari Program Keterpaduan Keamanan Pangan. 

Setelah semua tahapan di atas selesai akan dilakukan monitoring dan evaluasi 

dengan tujuan mengetahui penerapan prinsip keamanan pangan dan 

menurunnya jumlah pangan yang mengandung bahan berbahaya. 

Pendampingan program keamanan pangan ini dilakukan sampai masyarakat 

dapat menyusun dan mengembangkan program keamanan pangan secara 

mandiri menggunakan APBD atau APBDes. Hal yang sangat diharapkan jika 

masyarakat telah secara mandiri mampu mengembangkan program keamanan 

pangan sesuai kebutuhan mereka. Terutama jika pemerintah daerah 

berkomitmen untuk mereplikasi Program Keterpaduan Keamanan Pangan ini 

ke desa, pasar atau sekolah yang lain. 



 

 
 

 

Kriteria desa yang diintervensi berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas 

Obat dan Makanan Nomor 51 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis 

Penyelenggaraan Program Desa dan Kelurahan Pangan Aman oleh Unit 

Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah: 

1) Kepala Desa/Lurah mempunyai komitmen untuk melaksanakan program 

keamanan pangan secara berkelanjutan. 

2) Mempunyai potensi untuk pengembangan ekonomi desa melalui program 

keamanan pangan antara lain Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), 

Pedagang Kreatif Lapangan (PKL), warung/toko/ritel pangan desa. 

3) Memiliki program pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), 

terutama di bidang pangan. 

4) Mempunyai potensi untuk pengembangan wisata. 

5) Mempunyai potensi untuk pengembangan industri berbasis pangan lokal. 

6) Mempunyai potensi sumber daya pangan lokal. 

7) Membutuhkan bantuan perbaikan keamanan pangan terkait kasus 

stunting, penyakit akibat pangan (food borne diseases), termasuk Kejadian 

Luar Biasa (KLB) keracunan pangan. 

8) Memiliki program yang dapat disinergikan dan dikolaborasikan dengan 

program “Keamanan Pangan Desa” yang akan dilaksanakan, antara lain 

Rumah Desa Sehat, Pekarangan Pangan Lestari, Kampanye Destinasi 

Wisata, Kampung Keluarga Berkualitas, Pemberian Makanan Tambahan 

Berbahan Pangan Lokal. 

9) Belum pernah diintervensi oleh UPT BPOM. 

Berdasarkan rekomendasi atau usulan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 

Kabupaten Sragen dan hasil survei, kajian potensi dan kondisi desa oleh Balai 

POM di Surakarta maka ditetapkan desa intervensi tahun 2024 adalah Desa 

Sukorejo, Kabupaten Sragen. Kegiatan yang dilakukan untuk pelaksanaan 

keamanan pangan di desa meliputi, Perkuatan Kapasitas Desa, Pemberdayaan 

Komunitas Desa, Pengawasan Keamanan Pangan, Monitoring dan Evaluasi. 

Hingga akhir triwulan I tahun 2024, progres program Gerakan Keamanan 

Pangan Desa (GKPD) yang telah dilaksanakan adalah: 

1) Koordinasi program GKPD dengan Bapperida, Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen tanggal 23 

Januari 2024 (2%). 



 

 
 

 

2) Pelaksanaan survei desa tanggal 6 Februari 2024 (2%). 

3) Audiensi program GKPD dengan Bupati Sragen tanggal 19 Februari 2024 

(5%). 

4) Pelaksanaan Advokasi Kelembagaan Desa tanggal 7 Maret 2024 (8%). 

Sehingga diperoleh progres jumlah desa pangan aman sebesar 17% dengan 

capaian 100% dan kategori “BAIK”. 

 

b. Perbandingan realisasi TRIWULAN I tahun 2024 dengan target tahun 2024 

Tabel 52. Realisasi desa pangan aman TRIWULAN I Tahun 2024 dibandingkan target  

tahun 2024 

INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

2024 

REALISASI 

TW 1 2024 

% 

CAPAIAN 
KRITERIA 

Jumlah Desa Pangan Aman 
100% 17% 17% PERLU UPAYA 

KERAS 

 

Realisasi jumlah desa pangan aman hingga triwulan I tahun 2024 belum 

mencapai target tahun 2024 dengan kategori “PERLU UPAYA KERAS” karena 

target indikator ini bersifat jumlah kumulatif sehingga baru dapat tercapai di 

akhir tahun 2024. 

 

c. Analisis  penyebab  keberhasilan/kegagalan  atau peningkatan/penurunan  

kinerja  serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan 

Jumlah desa pangan aman merupakan target IKU baru bagi Balai POM di 

Surakarta di tahun 2024 sebagai UPT Balai POM yang diresmikan pada Oktober 

2023. Namun target progres jumlah desa pangan aman triwulan I tahun 2024 

dapat tercapai dengan kategori “BAIK” karena personil Infokom telah 

mempelajari juknis secara autodidak dan berkonsultasi secara intensif dengan 

balai koordinator yaitu Balai Besar POM di Semarang yang telah berpengalaman 

mengampu IKU ini. Sehingga diperoleh perencanaan yang sesuai dengan 

kapasitas UPT. 

Selain itu, Balai POM di Surakarta langsung berinisiatif melakukan kerja sama 

dan koordinasi dengan OPD terkait (Bapperida, Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa, dan Dinas Kesehatan) di Kabupaten Sragen pada tanggal 

23 Januari 2024. Selanjutnya, Balai POM di Surakarta memperoleh 

rekomendasi lokus intervensi dari Bapperida Kabupaten Sragen melalui surat 



 

 
 

 

No. 500.1.4.3/369/23/2024 Tanggal 2 Februari 2024 tentang Usulan Lokus 

Intervensi Program Keterpaduan Keamanan Pangan. Terhadap usulan tersebut 

telah dilakukan juga survei ke usulan lokus desa secara langsung pada tanggal 

6 Februari 2024 sehingga diperoleh informasi riil kondisi dan potensi desa. Pada 

akhirnya, hasil survei tersebut mengerucutkan target intervensi desa pangan 

aman tahun 2024 adalah Desa Sukorejo dan telah disampaikan pada saat  

audiensi dengan Ibu Bupati Sragen tanggal 19 Februari 2024. Hasil audiensi 

tersebut adalah adanya dukungan yang berarti dari Ibu Bupati sehingga 

semakin menggerakan OPD di Kabupaten Sragen untuk responsif terhadap 

pelaksanaan Program Keterpaduan Keamanan Pangan di Kabupaten Sragen. 

Termasuk saat penyelenggaraan Advokasi Keterpaduan Keamanan Pangan 

tanggal 7 Maret 2024, Ibu Bupati seyogyanya hadir secara langsung namun 

karena adanya tugas mendadak yang sama penting dan tidak dapat 

ditinggalkan maka kehadiran beliau didelegasikan kepada Kepala Dinas 

Kesehatan Kabupaten Sragen. Dari forum advokasi diperoleh komitmen Pemda 

Kabupaten Sragen terhadap Program Keterpaduan Keamanan Pangan. 

 

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun 

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja 

Koordinasi menjadi kegiatan kunci dalam keberhasilan pencapaian target 

triwulan I tahun 2024. Balai POM di Surakarta sebagai pihak eksternal yang 

akan mengintervensi komunitas di daerah tertentu tentunya membutuhkan 

dukungan dan komitmen dari pemda untuk kelancaran dan keberhasilan 

program di daerah tersebut. Sehingga koordinasi dan komunikasi yang telah 

baik dengan OPD Sragen juga harus dijaga dan ditingkatkan kembali pada 

triwulan berikutnya. 

 

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya 

Jumlah desa pangan aman merupakan IKU baru bagi Balai POM di Surakarta 

tahun 2024 ini sehingga tidak ada rekomendasi dari periode (triwulan atau 

tahun) sebelumnya. 

Tabel 53. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi desa pangan aman TRIWULAN I Tahun 2024 

REKOMENDA

SI 

TINDAK LANJUT KONDISI 

SEBELUM 

KONDISI 

SETELAH 
SELESAI BELUM 



 

 
 

 

RENCANA 

AKSI 

TIMELIN

E 

RENCANA 

AKSI 

RENCANA 

AKSI 

Tidak ada 
rekomendasi 
dari periode 

(triwulan atau 
tahun) 

sebelumnya 
karena 

merupakan 
IKU baru 

1. Koordinasi 
program 
GKPD 
dengan 
Bapperida, 
Dinas 
Pemberdaya

an 
Masyarakat 
dan Desa, 

dan Dinas 
Kesehatan 
Kabupaten 
Sragen 
tanggal 23 
Januari 
2024. 

2. Pelaksanaa
n survei 
desa tanggal 
6 Februari 
2024. 

3. Audiensi 
program 
GKPD 
dengan 
Bupati 
Sragen 
tanggal 19 
Februari 
2024. 

Pelaksanaan 
Advokasi 

Kelembagaan 
Desa tanggal 7 

Maret 2024. 

1. Penyelesai
an laporan 
forum 
advokasi 
keterpadu
an 
keamanan 

pangan 
2. Pengadaa

n gimmick, 

rapid test, 
dll 

3. Persiapan 
Bimtek 
Kader 
Keamanan 
Pangan 
Desa 
(KKPD) 

4. Pelaksana
an Bimtek 
KKPD 

Persiapan 
bimtek 

komunitas 
desa 

TW II 
2024 

1. Belum ada 
progres 
program 
GKPD 

2. Belum ada 
inventaris
asi 

kebutuha
n gimmick, 
rapid test, 
dll 

Belum 
tersedia 

formulir data 
KKPD  

1. Progres 
jumlah 
desa 
pangan 
aman 
pada 
triwulan I 

tahun 
2024 
sebesar 

17% yang 
terdiri dari 
kegiataan 
koordinasi
, survei 
desa, 
audiensi 
Bupati, 
dan 
pelaksana
an 
advokasi 

2. Sudah 
terinventa
ris 
kebutuha
n gimmick, 
rapid test, 
dll untuk 
diadakan 

pada 
triwulan II 
tahun 
2024 

Sudah 
disusun 

formulir data 

KKPD untuk 
diisi oleh 

Kepala Desa 
Sukorejo 

 

 

4. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas  

a. Perbandingan target dan realisasi TRIWULAN I tahun 2024 

Tabel 54. Capaian jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas TRIWULAN I Tahun 2024 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % CAPAIAN KRITERIA 

Jumlah Pasar Pangan 

Aman Berbasis 

Komunitas 

20% 20% 100 BAIK 

 



 

 
 

 

Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK) dihitung dari jumlah 

pasar yang mendapat seluruh tahapan intervensi menjadi pasar pangan aman 

berbasis komunitas. 

Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK) merupakan bagian 

dari Program Prioritas Nasional Keterpaduan Keamanan Pangan yang pada 

tahun 2024 akan dilaksanakan di Kabupaten Sragen. Program Prioritas 

Nasional Keterpaduan Keamanan Pangan ini terdiri dari Desa Pangan Aman, 

Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK) dan Pangan Jajanan yang 

Dikonsumsi Anak Usia Sekolah (PJAS). Program Prioritas Nasional Keterpaduan 

Keamanan Pangan ini akan menargetkan 1 pasar, 1 desa dan 8 sekolah di 

Kabupaten Sragen. Program ini merupakan program pemberdayaan masyarakat 

berbasis komunitas.  

 

Balai POM di Surakarta akan melakukan intervensi dan pendampingan kepada 

petugas pengelola dan pedagang pasar yang bertujuan untuk meningkatkan 

kemandirian komunitas pasar dalam menjamin pemenuhan kebutuhan pangan 

yang dijual dalam kondisi aman, bermutu, dan bergizi. Intervensi keamanan 

PPABK dilakukan melalui semua tahapan sesuai petunjuk teknis yang 

ditetapkan meliputi tahapan survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas 

sektor PPABK, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye 

pasar, sampling dan pengujian, monitoring dan evaluasi pasar, serta pelatihan 

fasilitator pasar dalam rangka mencapai pasar pangan aman berbasis 

komunitas.  

Pasar yang diintervensi pada tahun 2024 ini adalah pasar baru yang belum 

pernah diintervensi dan diusulkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 

terkait sebagai pasar percontohan untuk pelaksanaan program pasar pangan 

aman berbasis komunitas. Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar 

dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa keberlanjutan program 

(replikasi pasar) dan penurunan peredaran bahan berbahaya yang 

disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung 

bahan berbahaya serta rencana program pengawalan pada tahun berikutnya.  

Hingga akhir triwulan I tahun 2024, progres program PJAS yang telah 

dilaksanakan adalah: 



 

 
 

 

1) Koordinasi program PPABK dengan Bapperida Kabupaten Sragen, Dinas 

Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan 

Kabupaten Sragen, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan 

Kabupaten Sragen, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen pada tanggal 

24 dan 25 Januari 2024 (2%). 

2) Survei Pasar dengan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 

Perindustrian dan Perdagangan (Diskumindag) Kabupaten Sragen, Dinas 

Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kabupaten Sragen, 

dan pengelola pasar pada 15 dan 16 Februari 2024 dan pembuatan laporan 

survei pasar (5%). 

3) Audiensi program PPABK dengan Bupati Sragen pada tanggal 19 Februari 

2024 (5%). 

4) Kegiatan Advokasi Lintas Sektor PJAS pada tanggal 7 Maret 2024 (8%). 

Sehingga diperoleh progres jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas 

sebesar 20% dengan capaian 100% dan kategori “BAIK”. 

 

b. Perbandingan realisasi TRIWULAN I tahun 2024 dengan target tahun 2024 

Tabel 55. Realisasi jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas TRIWULAN I Tahun 2024 
dibandingkan target tahun 2024 

INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

2024 

REALISASI 

TW 1 2024 

% 

CAPAIAN 
KRITERIA 

Jumlah Pasar Pangan 
Aman Berbasis 

Komunitas 

100% 20% 20% PERLU UPAYA 
KERAS 

 

Realisasi jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK) hingga 

triwulan I tahun 2024 belum mencapai target tahun 2024 dengan kriteria 

“PERLU UPAYA KERAS” karena target indikator ini bersifat jumlah kumulatif, 

sehingga baru dapat tercapai di akhir tahun 2024. 

 

c. Analisis  penyebab  keberhasilan/kegagalan  atau peningkatan/penurunan  

kinerja  serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan 

Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK) merupakan target 

IKU baru bagi Balai POM di Surakarta di tahun 2024 sebagai UPT Balai POM 

yang diresmikan pada Oktober 2023. Namun target progres jumlah Pasar 

Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK) triwulan I tahun 2024 dapat 



 

 
 

 

tercapai dengan kategori “BAIK” karena personil Infokom telah mempelajari 

juknis secara autodidak dan berkonsultasi secara intensif dengan balai 

koordinator yaitu Balai Besar POM di Semarang yang telah berpengalaman 

mengampu IKU ini. Sehingga diperoleh perencanaan yang sesuai dengan 

kapasitas UPT. 

Selain itu, Balai POM di Surakarta langsung berinisiatif melakukan kerja sama 

dan koordinasi dengan OPD terkait (Bapperida, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan 

Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sragen, Dinas 

Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sragen, dan Dinas 

Kesehatan Kabupaten Sragen) di Kabupaten Sragen pada tanggal 24 dan 25 

Januari 2024. Selanjutnya, Balai POM di Surakarta memperoleh rekomendasi 

lokus intervensi sebanyak tiga pasar. Dari usulan tersebut dilakukan survei 

pasar oleh tim dari Balai POM di Surakarta didampingi oleh Dinas Koperasi 

Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sragen, 

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sragen, dan 

pengelola pasar pada 15 dan 16 Februari 2024 sehingga diperoleh target pasar 

sebanyak 1 pasar. Hasil tersebut telah disampaikan pada saat audiensi dengan 

Ibu Bupati Sragen tanggal 19 Februari 2024. Hasil audiensi tersebut adalah 

adanya dukungan yang berarti dari Ibu Bupati sehingga semakin menggerakan 

OPD di Kabupaten Sragen untuk responsif terhadap pelaksanaan Program 

Keterpaduan Keamanan Pangan di Kabupaten Sragen. Termasuk saat 

penyelenggaraan Advokasi Keterpaduan Keamanan Pangan tanggal 7 Maret 

2024, Ibu Bupati seyogyanya hadir secara langsung namun karena adanya 

tugas mendadak yang sama penting dan tidak dapat ditinggalkan maka 

kehadiran beliau didelegasikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten 

Sragen. Dari forum advokasi diperoleh komitmen Pemda Kabupaten Sragen 

terhadap Program Keterpaduan Keamanan Pangan. 

 

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun 

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja 

Komunikasi yang efektif dalam berkoordinasi menjadi kunci dalam 

keberhasilan pencapaian target triwulan I tahun 2024. Balai POM di Surakarta 

sebagai pihak eksternal yang akan mengintervensi komunitas di daerah 

tertentu tentunya membutuhkan dukungan dan komitmen dari pemerintah 



 

 
 

 

daerah untuk kelancaran dan keberhasilan program di daerah tersebut. 

Sehingga koordinasi dan komunikasi yang telah baik dengan OPD Sragen juga 

harus dijaga dan ditingkatkan kembali pada triwulan berikutnya. 

 

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya 

Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK) merupakan IKU baru 

bagi Balai POM di Surakarta tahun 2024 ini sehingga tidak ada rekomendasi 

dari periode (triwulan atau tahun) sebelumnya. 

Tabel 56. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi pasar pangan aman berbasis komunitas 

TRIWULAN I Tahun 2024 

REKOMENDASI 

TINDAK LANJUT KONDISI 

SEBELUM 

RENCANA 

AKSI 

KONDISI 

SETELAH 

RENCANA 

AKSI 
SELESAI 

BELUM 

RENCANA 

AKSI 
TIMELINE 

Tidak ada 
rekomendasi 
dari periode 

(triwulan atau 
tahun) 

sebelumnya 
karena 

merupakan IKU 
baru 

1. Koordinasi 
program 
PPABK 
dengan 
Bapperida, 
Dinas 
Koperasi 
Usaha Kecil 
dan 
Menengah 
Perindustrian 

dan 
Perdagangan 
Kabupaten 
Sragen, dan 

Dinas 
Ketahanan 
Pangan, 
Pertanian dan 
Perikanan 
Kabupaten 
Sragen 
tanggal 24 
dan 25 
Januari 2024. 

2. Pelaksanaan 
survei 3 pasar 
didampingi 
oleh Dinas 
Koperasi 
Usaha Kecil 
dan 
Menengah 
Perindustrian 
dan 
Perdagangan 
Kabupaten 

1. Penyelesaian 
laporan 
forum 
advokasi 
keterpaduan 
keamanan 
pangan 

2. Persiapan 
Bimbingan 
Teknis 
Petugas 

Pengelola 
Pasar 

3. Pelaksanaan 
Bimbingan 

Teknis 
Petugas 
Pengelola 
Pasar 

4. Pelaksanaan 
Sampling 
dan 
Pengujian 
Pasar Tahap 
1  

Pengadaan 
gimmick, rapid 

test, dll 

TW II 
2024 

1. Belum ada 
progres 
program 
PPABK 

2. Belum ada 
inventaris 
kebutuhan 
rapid test, 
gimmick, 

dll 

Belum 
tersedia 

formulir data 
Bimtek 
Petugas 

Pengelola 
Pasar 

1. Progres 
jumlah 
pasar 
pangan 
aman pada 
triwulan I 
tahun 2024 
sebesar 20% 
yang terdiri 
dari kegiatan 
koordinasi, 

survei pasar, 
audiensi 
Bupati, dan 
pelaksanaan 

advokasi 
2. Sudah ada 

inventarisasi 
kebutuhan 
rapid test, 
gimmick, dll 
untuk 
diadakan 
pada 
triwulan II 
tahun 2024 

Sudah 
disusun 

formulir data 
Bimtek 
Petugas 

Pengelola 
Pasar untuk 

diisi oleh 
Kepala Pasar 

Sukowati 



 

 
 

 

Sragen, Dinas 
Ketahanan 
Pangan, 
Pertanian dan 
Perikanan 
Kabupaten 
Sragen, dan 
pengelola 
pasar pada 15 
dan 16 
Februari 2024  

3. Audiensi 
program 

PPABK 

dengan Bupati 
Sragen pada 
tanggal 19 
Februari 2024 

Pelaksanaan 
Advokasi Lintas 
Sektor PPABK 

tanggal 7 Maret 
2024. 

 

 

SASARAN STRATEGIS 4 

MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN PRODUK DAN PENGUJIAN OBAT DAN 

MAKANAN DI WILAYAH KERJA BALAI POM DI SURAKARTA 

 

Pencapaian tersebut didukung oleh 2 indikator sebagai berikut :  

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4 

1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar 

a. Perbandingan target dan realisasi TRIWULAN I tahun 2024 

Tabel 57. Capaian Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar   
TRIWULAN I Tahun 2024 

 

INDIKATOR 

KINERJA 
TARGET REALISASI 

% 

CAPAIAN 
KRITERIA 

Persentase sampel 

Obat yang 

diperiksa dan diuji 

10,50% 12,20% 116,19% SANGAT 
BAIK 

 

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai indikator diperoleh dengan 

rumus sebagai berikut : 

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar = A+B/2 



 

 
 

 

A = (Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar dibagi jumlah 

target sampel obat) x 100% 

B = (Jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar dibagi jumlah target 

sampel obat) x 100% 

Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen 

kesehatan. Sampel Obat meliputi sampel yang sesuai dengan pedoman sampling. 

Balai POM di Surakarta tidak melakukan pengujian secara mandiri terhadap 

sampel obat sehingga target terhitung sebesar 50%. Sampel  diperiksa meliputi 

pengecekan nomor  izin  edar,  kedaluwarsa,  kondisi kemasan, penandaan/label. 

Pengujian sampel dari Balai POM di Surakarta dilakukan di BBPOM di Semarang. 

 

Realisasi persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada TRIWULAN 

I tahun 2024 diperoleh dari jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar oleh Balai 

POM di Surakarta dibandingkan dengan produk yang disampling. Dari 40 produk yang 

disampling, seluruhkan telah diperiksa. Capaian persentase sampel Obat yang diperiksa 

telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 116,19% dengan kategori “Sangat Baik”. 

b. Perbandingan realisasi TRIWULAN I tahun 2024 dengan target tahun 2024 

Tabel 58. Realisasi Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar TRIWULAN I 
Tahun 2024 dibandingkan target tahun 2024 

INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

2024 

REALISASI 

TW 1 2024 
% CAPAIAN KRITERIA 

Meningkatnya 
efektivitas penindakan 

kejahatan Obat dan 
Makanan di wilayah 
kerja Balai POM di 

Surakarta 

50% 12,20% 24,40% 
PERLU 

UPAYA 
KERAS 

 

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada TW I hanya 

mencapai 24,40% jika dibandingkat target tahun 2024 dengan kategori Perlu 

Upaya Keras. Selanjutnya akan dilakukan upaya-upaya agar tercapai target 

tahun 2024 yang telah ditetapkan yakni 164 sampel. 

 

c. Analisis  penyebab  keberhasilan/kegagalan  atau  peningkatan/penurunan  

kinerja  serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan 

Penyebab keberhasilan persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai 

standar pada TW I antara lain : 



 

 
 

 

1) Melakukan sampling sesuai dengan perencanaan tahun 2024 

2) Melakukan sampling sesuai dengan pedoman pada Prioritas Sampling 

3) Melakukan sampling sesuai dengan kemampuan uji balai penguji yaitu 

BBPOM di Semarang 

4) Melakukan monitoring kegiatan 

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan 

pencapaian pernyataan kinerja 

Kegiatan yang menunjang keberhasilan dalam pemenuhan capaian Persentase 

obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar antara lain : 

1) Melakukan revisi terhadap perencanaan sampling apabila terjadi perubahan 

2) Melakukan koordinasi dengan balai penguji yaitu BBPOM di Semarang terkait 

kemampuan uji baik kesiapan laboratorium seperti instrument, reagen, dan 

baku pembanding maupun kesiapan tenaga pengujian. 

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya 

Tabel 59. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan 

Diuji Sesuai Standar TRIWULAN I Tahun 2024 

REKOMENDASI 

TINDAK LANJUT KONDISI 

SEBELUM 

RENCANA 

AKSI 

KONDISI 

SETELAH 

RENCANA 

AKSI 
SELESAI 

BELUM 

RENCANA 

AKSI 
TIMELINE 

Melakukan 
sampling sesuai 

dengan 
perencanaan 

yang telah dibuat 

Pada TW I 

telah 
dilakukan 
sampling 

sesuai 
rencana 

Melakukan 

sampling 
sesuai 

perencanaan 
hingga TW 

IV 

Setiap 
Triwulan 

- Capaian 

realisasi TW I 
sebesar 
116,19% 

Melakukan 
monitoring 
kegiatan 

Pada TW I 
telah 

dilakukan 
monitoring 
kegiatan 

Melakukan 
monitoring 
kegiatan 

hingga TW 
IV 

Setiap 
Triwulan 

- Capaian 
realisasi TW I 

sebesar 
116,19% 

 

 

2. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar 

a. Perbandingan target dan realisasi TRIWULAN I tahun 2024 

Tabel 60. Capaian Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar 

TRIWULAN I Tahun 2024 



 

 
 

 

INDIKATOR 

KINERJA 
TARGET REALISASI 

% 

CAPAIAN 
KRITERIA 

Persentase sampel 

makanan yang 

diperiksa dan diuji 

sesuai standar 

12,50% 12,94% 103,52 Sangat Baik 

 

Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar diperoleh 

dengan rumus sebagai berikut : 

Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar = A+B 

/ 2 

A = (Jumlah sampel M akanan yang diperiksa sesuai standar dibagi 

jumlah target sampel makanan) x 100% 

B = (Jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar dibagi jumlah 

target sampel makanan) x 100% 

 

Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling Balai POM di 

Surakarta tidak melakukan pengujian secara mandiri terhadap sampel Makanan 

sehingga target terhitung sebesar 50%. Sampel diperiksa meliputi pengecekan 

nomor  izin  edar,  kedaluwarsa,  kondisi kemasan, penandaan/label. Pengujian 

sampel dari Balai POM di Surakarta dilakukan oleh Balai Koordinator, yaitu  

BBPOM di Semarang, dan untuk parameter khusus dilakukan oleh Lab. Regional 

sesuai parameter uji.  

Realisasi sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada Triwulan 

I tahun 2024 diperoleh dari jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai 

standar oleh Balai POM di Surakarta Triwulan I sebanyak 22 sampel. Capaian 

persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar mendapatkan 

hasil sebesar 103,52% dengan Kategori “Sangat Baik”. 

 

b. Perbandingan realisasi TRIWULAN I tahun 2024 dengan target tahun 2024 

Tabel 101. Realisasi Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar 
TRIWULAN I Tahun 2024 dibandingkan target tahun 2024 

INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

2024 

REALISASI 

TW 1 2024 
% CAPAIAN KRITERIA 



 

 
 

 

Persentase sampel 
makanan yang diperiksa 
dan diuji sesuai standar 

85 22 25,88% Perlu Upaya 
Keras 

 

Capaian Persentase makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar triwulan I 

dibandingkan dengan target tahunan tahun 2024 sebesar 25,88% dengan 

kategori Perlu Upaya Keras. Artinya kedepannya masih memerluhan upaya-

upaya untuk mencapai target sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai 

standar yaitu sebesar 85 sampel. 

 

c. Analisis  penyebab  keberhasilan/kegagalan  atau  peningkatan/penurunan  

kinerja  serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan 

Penyebab keberhasilan pada indikator Persentase sampel Makanan yang 

diperiksa dan diuji sesuai standar antara lain : 

1) Melakukan sampling sesuai dengan pedoman pada Prioritas Sampling. 

2) Melakukan sampling sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. 

3) Melakukan monitoring kegiatan  

 

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan 

pencapaian pernyataan kinerja 

Kegiatan yang menunjang keberhasilan dalam pemenuhan capaian Persentase 

sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar adalah melaksanankan sampling 

sesuai pedoman pada prioritas sampling dan monitoring kegiatan. 

 

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya 

Tabel 62. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Persentase Sampel Makaanan yang Diperiksa 

dan Diuji Sesuai Standar TRIWULAN I Tahun 2024 

REKOMENDASI 

TINDAK LANJUT KONDISI 

SEBELUM 

RENCANA 

AKSI 

KONDISI 

SETELAH 

RENCANA 

AKSI 
SELESAI 

BELUM 

RENCANA 

AKSI 
TIMELINE 

Melakukan 
sampling sesuai 
dengan prioritas 
sampling pangan 

Sampai 
triwulan I 
sampling 
dilakukan 

sesuai  
rencana 

Melanjutkan 
sampling 

untuk 
triwulan II, 
III dan IV 

Setiap 
Triwulan 

- 

Capaian 
realisasi TW I 

sebesar 
103,52% 



 

 
 

 

Melakukan 
monitoring 
sampling 

Dilakukan 
monitoring 

pelaksanaan 
sampling 

pada 
triwulan I 

Melanjutkan 
sampling 

untuk 
monitoring 
sampling 

triwulan II, 
III dan IV 

Setiap 
Triwulan 

- 

Sudah ada 
monitoring 
sehingga 

melakukan 
sampling 

sesuai target 

 

 

 

SASARAN STRATEGIS 5 

MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PENINDAKAN KEJAHATAN OBAT DAN MAKANAN DI 

WILAYAH KERJA BALAI POM DI SURAKARTA 

 

Pencapaian tersebut didukung oleh 1 indikator sebagai berikut : 

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5 

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan 

a. Perbandingan target dan realisasi TRIWULAN I tahun 2024 

Tabel 63. Capaian Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan 

Makanan TRIWULAN I Tahun 2024 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI 
% 

CAPAIAN 
KRITERIA 

Persentase Keberhasilan 

Penindakan Kejahatan di 

Bidang Obat dan Makanan 

10 10,63 106,3% Sangat Baik 

 

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di 

wilayah kerja  Balai POM di Surakarta diperoleh dengan rumus sebagai berikut : 

Penilaian tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan 

Makanan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam 

proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut 

: 

a) SPDP sebesar 15% -- nilai A [(a+b+c+d) / jumlah perkara]  

b) Tahap I sebesar 40% -- nilai B [(b+c+d) / jumlah perkara]  

c) P21 sebesar 30%, dan -- nilai C [(c+d) / jumlah perkara] 

d) Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D (d / jumlah perkara) 



 

 
 

 

Nilai Tingkat Keberhasilan = {(15% x A) + (40% x B) + (30% x C) + (15% x D)} 

x  (Jumlah capaian / target perkara) 

Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara carry over. 

Nilai pembobotan sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara 

yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama 

dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai. 

 

Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap 

pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan 

Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur 

dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) untuk mencari serta 

mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kegiatan 

penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka 

untuk mencapai penyelesaian berkas perkara.  

 

Tahapan Penindakan antara lain: 

a) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) 

b) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)) 

c) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum) 

d) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut 

Umum) 

 

Perkara yang dimaksud adalah kasus yang ditindaklanjuti secara pro justitia 

berdasarkan hasil gelar kasus, sedangkan tahap 2 adalah perkara yang telah 

diselesaikan hingga tahap penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan 

Negeri. 

Capaian indikator kinerja Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di 

Bidang Obat dan Makanan pada triwulan I ini adalah 10,63 dengan capaian 

106,3% dari target yang direncanakan di triwulan I. Capaian ini merupakan 

progress perkara carry over tahun 2023 yang dilakukan serah tahap II di bulan 

Februari 2024. Capaian di triwulan I masuk ke dalam kategori sangat baik. 

 

b. Perbandingan realisasi TRIWULAN I tahun 2024 dengan target tahun 2024 

Tabel 114. Realisasi Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan 
TRIWULAN I Tahun 2024 dibandingkan target tahun 2024 



 

 
 

 

INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

2024 

REALISASI 

TW 1 2024 

% 

CAPAIAN 
KRITERIA 

Persentase Keberhasilan 
Penindakan Kejahatan di 

Bidang Obat dan Makanan 

78 10,63 13,6 
Perlu Upaya Keras 

 

Perbandingan realisasi indikator kinerja Persentase Keberhasilan Penindakan 

Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan jika dibandingkan dengan target akhir 

tahun tercapai 13,6% dengan kategori Perlu Upaya Keras. 

 

c. Analisis  penyebab  keberhasilan/kegagalan  atau  peningkatan/penurunan  

kinerja  serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan 

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di 

triwulan I  sebesar 10,63% merupakan hasil dari progress kemajuan perkara 

carry over sampai dengan serah tahap II di bulan Februari 2024. Walaupun hasil 

tersebut tercapai sesuai dengan perencanaan, diperlukan upaya yang lebih keras 

dalam mengejar target perkara baru di tahun 2024.  

Pada Triwulan II, akan dilaksanakan perkuatan koordinasi dengan CJS (Criminal 

Justice System) di wilayah kerja terutama di lokus rencana kegiatan penindakan 

yang direncanakan. Dengan perkuatan koordinasi ini diharapkan perencanaan 

kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana. 

 

 

 

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan 

pencapaian pernyataan kinerja 

Koordinasi dengan CJS di Tingkat Unit Pelaksana Teknis (UPT) seperti Balai 

Pengawas Obat dan Makanan terbukti memberikan kontribusi dalam kelancaran 

jalannya perkara. Peningkatan komunikasi dan koordinasi yang selama ini 

dilaksanakan terbukti memperkuat dan mempermudah komunikasi dengan CJS 

(kepolisian dan kejaksaan negeri) yang berkontribusi besar dalam kelancaran 

perkara yang sedang ditangani. 

 

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya 



 

 
 

 

Rekomendasi tindak lanjut dan rencana aksi hasil evaluasi sebelumnya di tahun 

2023 sudah selesai dengan hasil capaian indicator kinerja sangat baik. 

Tabel 65. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Persentase Keberhasilan Penindakan 

Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan TRIWULAN I Tahun 2024 

REKOMENDASI 

TINDAK LANJUT KONDISI 

SEBELUM 

RENCANA 

AKSI 

KONDISI 

SETELAH 

RENCANA 

AKSI 
SELESAI 

BELUM 

RENCANA 

AKSI 
TIMELINE 

Perkuatan 
koordinasi 

dengan CJS 
(Criminal Justice 

System) di 
wilayah kerja 

 

Berkomunikasi 
dan 

menjadwalkan 
koordinasi 

dengan CJS di 
wilayah kerja 

Minggu II 
Mei 2024 

Belum 
tercapainya 

target 
perkara 

tahun 2024 

 

 

 

 

SASARAN STRATEGIS 6 

MENGUATNYA LABORATORIUM, PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI 

PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN 

 

Pencapaian tersebut didukung oleh 2 indikator sebagai berikut :  

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 6 

1. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai 

standar GLP 

 

a. Perbandingan target dan realisasi TRIWULAN I tahun 2024 

Balai POM di Surakarta sebagai Balai baru (berdasarkan Peraturan Badan 

Pengawas Obat dan Makanan no. 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan) 

diwajibkan untuk membentuk bidang Pengujian Kimia dan Mikrobiologi sebagai 

bentuk perwujudan kriteria klasifikasi Balai POM pada variabel utama, yaitu 

kegiatan pengujian Obat dan Makanan. Untuk itu BPOM di Surakarta pada tahun 

2024 diberikan kewajiban untuk membentuk Laboratorium pengujian level 1 

sesuai standar Good Laboratory Practises. 

Tabel 66. Capaian persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai 
standar GLP TRIWULAN I Tahun 2024 



 

 
 

 

INDIKATOR KINERJA TARGET  REALISASI % CAPAIAN KATEGORI 

Persentase Pemenuhan Laboratorium 

pengujian Obat dan Makanan sesuai 

standar GLP 

- 

- - - 

 

Standar laboratorium Pengujian level 1 merupakan pengujian dengan tingkatan 

paling sederhana yaitu menggunakan reaksi uji cepat (rapid test kit).  

Realisasi persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan 

sesuai standar GLP diperoleh dari dari Nilai Asesmen Pusat Pengembangan 

Pengujian Obat dan Makanan Nasional. Capaian persentase pemenuhan 

laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP pada triwulan  I 

tahun 2024 belum diperoleh realisasi,karena penilaian indikator pada triwulan IV 

(akhir tahun), sehingga belum bisa dilakukan evaluasi. 

 

b. Perbandingan realisasi TRIWULAN I tahun 2024 dengan target tahun 2024 

Tabel 127. Realisasi pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar 
GLP  TRIWULAN I Tahun 2024 dibandingkan target tahun 2024 

INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

2024 

REALISASI 

TW 1 2024 
% CAPAIAN KRITERIA 

Persentase Pemenuhan 
Laboratorium pengujian Obat 
dan Makanan sesuai standar 

GLP 

40 - - 
- 

 

Penilaian terhadap parameter pemenuhan Good Laboratory Practises (GLP) 

yaitu Standar Ruang Lingkup, Standar Alat Laboratorium, dan Standar 

Kompetensi personel laboratorium belum dilaksanakan pada TW 1 karena 

gedung laboratorium yang ada belum memiliki sarana dan prasarana yang 

sesuai standar laboratorium level 1. Sarana dan prasarana tersebut antara lain 

sumber listrik, layout bangunan, dan alat laboratorium belum dilakukan proses 

pengadaan. 

 

c. Analisis  penyebab  keberhasilan/kegagalan  atau  peningkatan/penurunan  

kinerja  serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan 



 

 
 

 

Realisasi pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar 

GLP triwulan I tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan target tahun 2024, 

karena penilaian indikator pada triwulan IV (akhir tahun). 

   

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun 

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja 

Pada Triwulan I tahun 2024, sebagian besar kegiatan berupa perencanaan 

pembangunan laboratorium level I. Saat ini gedung yang dipakai sebagai 

operasional perkantoran merupakan gedung pinjam pakai, belum memiliki 

bangunan permanen. Oleh karena itu perlu dipikirkan bagaimana memperoleh 

bangunan untuk operasional laboratorium. Selanjutnya diputuskan bahwa akan 

disewakan gedung operasional perkantoran, dan gedung laboratorium akan 

menempati gedung yang saat ini dipakai untuk operasional perkantoran.  

 

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya 

Setelah dilakukan beberapa kali pertemuan, dihasilkan keputusan yaitu akan 

disewakan Gedung untuk operasional perkantoran, sedangkan gedung pinjam 

pakai yang saat ini sedang dipakai untuk operasional perkantoran akan 

dialihkan menjadi Gedung laboratorium. Gedung sewa untuk operasional 

perkantoran telah diperoleh pada TW 1, dan akan dilakukan mekanisme 

pindahan pada TW 2, sehingga renovasi Gedung laboratorium baru bisa 

dilakukan pada TW 2, dan rencana akan dilaksanakan pada bulan Mei 2024.  

 

Tabel 68. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi persentase pemenuhan laboratorium 
pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP TRIWULAN I Tahun 2024 

REKOMENDASI 

TINDAK LANJUT KONDISI 

SEBELUM 

RENCANA 

AKSI 

KONDISI 

SETELAH 

RENCANA AKSI 
SELESAI 

BELUM 

RENCANA 

AKSI 
TIMELINE 

Good Laboratory 
Practises (GLP)   
merupakan IKU 
baru, sehingga 
belum memiliki 
rekomendasi 
untuk tindak 
lanjut.   
Good Laboratory 
Practises (GLP)  

1. Sudah 
dilakukan 
Penetapan 
Standar Ruang 
Lingkup (SKL) 
laboratorium 
level 1 
 
 

1. Melakukan 
Pengembangan 
kompetensi 
personel 
laboratorium 
melalui 
pelatihan 
2. Melakukan 
pengadaan alat 
laboratorium 

TW 2 

Belum adanya 
penerapan 
GLP 
berdasarkan 
standar ruang 
lingkup 
laboratorium 

Sudah adanya 
Standar Ruang 
Lingkup (SKL) 
laboratorium 
level 1 



 

 
 

 

memuat 3 
komponen 
yaitu : 
1. Standar 
Ruang Lingkup 
2. Standar 
kompetensi 
personel 
laboratorium 
3. Standar alat 
laboratorium 
 

untuk 
pemenuhan 
SKL 

2. Sudah 
dilakukan 
Perencanaan 
pengembangan 
kompetensi 
personel 
laboratorium 

Melakukan 
pengembangan 
kompetensi 
personel 
laboratorium 
melalui 
pelatihan 

TW 2 

Personel 
laboratorium 
belum 
memiliki 
kompetensi 
terhadap 
pengujian di 
laboratorium 

Personel 
laboratorium 
sudah memiliki 
kompetensi 
terhadap 
pengujian di 
laboratorium 

3. Sudah 
dilakukan 
Penetapan alat 
dasar 
laboratorium 

1. Melakukan 
Penetapan 
spesifikasi alat 
laboratorium 
 
2. Melakukan 
Penetapan 
peralatan dan 
penyedia 
peralatan 
laboratorium 

TW 2 

1. Adanya 
penganggaran 
alat 
laboratorium 

namun belum 
ditentukan 
spesifikasinya 
 
2. Belum 
ditetapkan 
peralatan yang 
akan dibeli 
dan sekaligus 
penyedianya 

1. Telah 
ditetapkan 
spesifikasi alat 
laboratorium 

sesuai 
kebutuhan 
pengujian 
laboratorium 
level 1 
 
2. Penetapan 
peralatan dan 
penyedia 
peralatan 
laboratorium 
dan dilakukan 
pembelian 
melalui e-
katalog 

3. Penambahan 
daya listrik 
dengan total 
daya sebesar 
33.000 Watt 
untuk 

operasional 
laboratorium 

4. Gedung 
untuk 
laboratorium 
telah dilakukan 

renovasi dan 
penyekatan 

 

 

2. Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Surakarta yang optimal 

a. Perbandingan target dan realisasi TRIWULAN I tahun 2024 

Tabel 69. Capaian Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Surakarta yang 
optimal TRIWULAN I Tahun 2024 

 

INDIKATOR KINERJA TARGET  REALISASI % CAPAIAN KATEGORI 



 

 
 

 

Indeks pengelolaan data dan 

informasi BPOM di Surakarta 

yang optimal 

3.00 3.00 100% Baik 

 

Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Surakarta yang optimal 

diperoleh dari nilai Asesmen Pusat Data dan Informasi Nasional dengan kriteria 

sebagai berikut :  

1) Indeks 2,26 – 3 : Optimal 

2) Indeks 1,51 – 2,25 : Cukup 

3) Indeks 0,76 – 1,5 : Kurang Optimal 

4) Indeks 0 – 0,76 : Sangat Kurang 

 

Komponen pengelolaan data dan informasi Balai POM di Surakarta mencakup 

indeks pemanfaatan sistem informasi Badan POM yang 

digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-

masing unit kerja mencakup email corporate dan dashboard BOC. Pada 

TRIWULAN I tahun 2024 Balai POM di Surakarta telah memperoleh nilai Indeks 

pengelolaan data dan informasi yang memenuhi target yaitu 100% (kriteria 

“Baik”). 

 

b. Perbandingan realisasi TRIWULAN I tahun 2024 dengan target tahun 2024 

Tabel 70. Realisasi Indeks pengelolaan data dan informasi BPOM di Surakarta yang 
optimal TRIWULAN I Tahun 2024 dibandingkan target tahun 2024 

 

INDIKATOR KINERJA 

TARGE

T 

2024 

REALISASI TW 

1 2024 
% CAPAIAN KATEGORI 

Indeks pengelolaan data dan 
informasi BPOM di Surakarta 

yang optimal 

3.00 3.00 100% 
Tercapai 

 

c. Analisis  penyebab  keberhasilan/kegagalan  atau  peningkatan/penurunan  

kinerja  serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan 

Upaya perbaikan pencapaian indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM 

di Surakarta pada Triwulan I Tahun 2024 adalah dengan memonitoring dan 

melakukan evaluasi secara berkala. 



 

 
 

 

 

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan 

pencapaian pernyataan kinerja 

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indeks profesionalitas ASN 

Balai POM di Surakarta sesuai target yang telah ditetapkan adalah pertemuan 

dalam rangka evaluasi dan koordinasi yang dilaksanakan secara rutin setiap 

bulan. Mengingatkan setiap pegawai melalui media pesan siar untuk 

meningkatkan pemanfaatan email corporate pegawai. 

 

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya 

Rekomendasi tindak lanjut dan rencana aksi hasil evaluasi sebelumnya di tahun 

2023 sudah selesai dengan hasil capaian indicator kinerja sangat baik.   

Tabel 71. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Indeks pengelolaan data dan informasi 
Balai POM di Surakarta yang optimal TRIWULAN I Tahun 2024 

REKOMENDASI 

TINDAK LANJUT KONDISI 

SEBELUM 

RENCANA 

AKSI 

KONDISI 

SETELAH 

RENCANA 

AKSI 
SELESAI 

BELUM 

RENCANA 

AKSI 
TIMELINE 

Monitoring 
Pemanfaatan 

Email Corporate 
dan Dasboard 

BOC 

 
Monitoring 

setiap 
bulan 

Sepanjang 
Tahun 
2024 

  

 

 

SASARAN STRATEGIS 7 

MENINGKATNYA KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP KEAMANAN DAN MUTU 

OBAT DAN MAKANAN 

 

Pencapaian tersebut didukung oleh 1 indikator sebagai berikut :  

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 7 

Indeks kesadaran Masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman 

dan bermutu 

a. Perbandingan target dan realisasi TRIWULAN I tahun 2024 

Tabel 72. Capaian Indeks kesadaran masyarakat (awareness indeks) terhadap Obat dan 
Makanan aman dan bermutu triwulan I Tahun 2024 



 

 
 

 

INDIKATOR KINERJA 
TARGET REALISASI % CAPAIAN KATEGORI 

Indeks kesadaran masyarakat 

(awareness index) terhadap 

Obat dan Makanan yang aman 

dan bermutu 

- - - - 

 

Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) merupakan ukuran untuk 

mengetahui sejauh mana kesadaran masyarakat dalam memilih Obat dan Makanan 

yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu yang akan dikonsumsi. Hal ini 

ditunjukkan oleh perilaku masyarakat yang menggambarkan kemampuan dalam 

melindungi diri dari Obat dan Makanan yang membahayakan kesehatan. Indeks 

kesadaran masyarakat dihitung berdasarkan konversi nilai pengetahuan, sikap dan 

perilaku masyarakat yang memenuhi ketentuan kaidah terhadap Cek KLIK yaitu 

Cek Kemasan yang baik, pembacaan Label, pemilihan produk yang memiliki izin 

edar dan produk yang tidak Kedaluwarsa. Survei yang dilakukan oleh Pusat Analisis 

dan Kebijakan Obat dan Makanan BPOM, kepada masyarakat sehat jasmani dan 

rohani yang menggunakan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di 

Surakarta, terhadap pengukuran tingkat kesadaran masyarakat berdasarkan 3 

(tiga) Indikator Pengetahuan, sikap dan perilaku terhadap KLIK pada seluruh 

komoditas. Target Nilai Indeks Kesadaran Masyarakat tahun 2024 pada TW IV yaitu 

sebesar 72,56%. Pada triwulan I tahun 2024 belum diperoleh hasil pengukuran 

Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan 

aman dan bermutu. Survei pengukuran Indeks Kesadaran Masyarakat akan 

dilakukan oleh Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan BPOM. 

 

b. Perbandingan realisasi TRIWULAN I tahun 2024 dengan target tahun 2024 

Tabel 73. Realisasi triwulan I tahun 2024 dibandingkan target tahun 2024 

INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

2024 

REALISASI 

TW I 2024 
% CAPAIAN KATEGORI 

Indeks kesadaran masyarakat 

(awareness index) terhadap 

Obat dan Makanan yang aman 

dan bermutu 

72.56% - - 
- 

 



 

 
 

 

Pada triwulan I tahun 2024 belum didapatkan hasil pengukuran Indeks Kesadaran 

Masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu 

yang dilaksanakan oleh Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan BPOM, 

sehingga tidak dapat dibandingkan hasilnya. Hasil Survey Pengukuran Indeks 

Kesadaran Masyarakat baru diperoleh pada bulan triwulan IV tahun 2024. 

Pengambilan data baru akan dilakukan pada bulan triwulan II atau III tahun 2024. 

 

c. Analisis  penyebab  keberhasilan/kegagalan  atau  peningkatan/penurunan  

kinerja  serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan 

Indeks Pelayanan Publik merupakan target IKU baru bagi Balai POM di Surakarta 

di tahun 2024 sebagai UPT Balai POM yang diresmikan pada Oktober 2023. Untuk 

pencapaian supaya sesuai target pada TW IV, berbagai upaya dilakukan oleh Balai 

POM di Surakarta, diantaranya adalah:  

1. Mengoptimalkan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada 

masyarakat Solo raya terkait Obat dan Makanan yang aman dan bermutu, 

melalui berbagai kegiatan baik daring ataupun luring dan pemanfaatan media 

sosial (instagram, facebook, dll), serta melalui berbagai media informasi baik 

secara elektronik (TV, radio) maupun non elektronik (spanduk, x-banner, leaflet, 

permainan, dll)  

2. Memberikan informasi cek KLIK dalam setiap kegiatan dengan masyarakat baik 

secara luring maupun daring, media luar ruang (baliho), dan melalui media 

elektronik yaitu radio-TV dan media online lainnya.  

3. Membuat alat peraga untuk KIE yang lebih beragam misalnya dalam bentuk 

permainan seperti ular tangga, monipoli, kwartet anak dan kwartet dewasa, 

dalam bentuk flip chart, poster, booklet, banner, permainan, dan leaflet yang 

dibagikan kepada masyarakat saat melakukan KIE atau 

kunjungan/pembinaan.  

4. Pemberdayaan Masyarakat Desa, Komunitas Sekolah dan Komunitas Pasar 

Melalui Program Keterpaduan Gerakan Keamanan Pangan Desa, Sekolah 

Dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS), dan Pasar Aman dari Bahan 

Berbahaya, sehingga mampu secara mandiri melakukan pengawasan atau 

memilah dan memilih makanan yang aman.  

5. Pemberdayaan komunitas pramuka melalui pelatihan anggota SAKA POM yang 

selanjutnya mensosialisasikan kembali kepada pramuka lainnya.  



 

 
 

 

6. Inovasi layanan layanan melalui whatsapp yang respons, gesit, dan cepat 

(SREGEP). SREGEP adalah bentuk aplikasi tata pelaksanaan pemerintahan 

Loka POM di Kota Surakarta dengan menggunakan bantuan teknologi informasi 

dan komunikasi yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan 

publik menjadi lebih efektif dan efisien. 

7. Mengoptimalkan pelaksanaan Layanan SIMERAK (Layanan Konsultasi di MPP, 

Cerak tur Kepenak). SIMERAK adalah bentuk aplikasi tata pelaksanaan 

pemerintahan Balai POM di Surakarta yang selain mendekatkan, juga 

mempermudah pelaku usaha untuk mengurus berbagai perizinan dalam satu 

tempat yang sama. Diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik 

menjadi lebih efektif dan efisien. 

8. Menjalin kerjasama kemitraan dengan pemerintah Kabupaten/Kota, asosiasi, 

pelaku usaha, akademisi, organisasi kemasyarakatan, media untuk 

meningkatkan kesadaran masyarakat seperti pengawasan terhadap keamanan 

obat dan makanan. 

 

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan 

pencapaian pernyataan kinerja 

Balai POM di Surakarta terus melakukan berbagai upaya untuk menunjang 

pencapaian indikator diantaranya dengan menyediakan berbagai macam alternatif 

pelayanan publik yang dapat diakses oleh konsumen yang memiliki berbagai latar 

belakang pendidikan, kondisi sosial, ekonomi, demografi, dll. Selain itu, dilakukan 

juga optimalisasi publikasi seperti pemanfaatan media sosial (instagram, facebook, 

X, dll); penyebaran informasi melalui SMS Blast kepada masyarakat di wilayah 

pengawasan Balai POM di Surakarta; dan pemberian fasilitas narasumber terkait 

obat dan makanan di wilayah kerja Balai POM di Surakarta. Dengan aktifnya 

penyebaran informasi melalui media sosial dan luring, diharapkan dapat 

meningkatkan kesadaran masyarakat akan obat dan makanan.  

 

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya 

Indeks kesadaran Masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman 

dan bermutu merupakan IKU baru bagi Balai POM di Surakarta tahun 2024 ini 

sehingga tidak ada rekomendasi dari periode (triwulan atau tahun) sebelumnya. 

Tabel 74. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Indeks kesadaran masyarakat (awareness 
indeks) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu Triwulan I Tahun 2024 



 

 
 

 

REKOMENDA

SI 

TINDAK LANJUT KONDISI 

SEBELUM 

RENCANA AKSI 

KONDISI 

SETELAH 

RENCANA AKSI SELESAI 

BELUM 

RENCANA AKSI TIMELINE 

Tidak ada 

rekomendasi 

dari periode 

(triwulan atau 

tahun) 

sebelumnya 

karena 

merupakan 

IKU baru 

- 1. Membuat jadwal 

rutin memuat 

berita dan 

informasi dengan 

topik Obat dan 

Makanan dan 

update di media 

sosial yang 

mudah diakses 

publik  

2. Menjalin kerja 

sama dengan 

lintas sektor 

untuk kerja 

sama publikasi 

media luar ruang 

(baliho) terkait 

keamanan Obat 

dan Makanan 

dan branding 

Balai POM di 

Surakarta. 

TW II 2024 1. Belum ada 

jadwal rutin 

memuat berita 

dan informasi 

dengan topik 

Obat dan 

Makanan  di 

media sosial 

2. Belum 

terlaksananya 

publikasi 

media luar 

ruang (baliho) 

terkait 

keamanan 

Obat dan 

Makanan dan 

branding Balai 

POM di 

Surakarta. 

1. Belum ada 

jadwal rutin 

memuat 

berita dan 

informasi 

dengan topik 

Obat dan 

Makanan  di 

media sosial 

2. Belum 

terlaksanany

a publikasi 

media luar 

ruang 

(baliho) 

terkait 

keamanan 

Obat dan 

Makanan 

dan 

branding 

Balai POM di 

Surakarta. 

 

 

SASARAN STRATEGIS 8 

MENINGKATNYA KEPUASAN PELAKU USAHA DAN MASYARAKAT TERHADAP 

KINERJA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN 

 

Pencapaian tersebut didukung oleh 3 indikator sebagai berikut : 

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 8 

1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan 

pengawasan Obat dan Makanan 

a. Perbandingan target dan realisasi TRIWULAN I tahun 2024 



 

 
 

 

Tabel 75. Capaian Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan 

pembinaan pengawasan Obat dan Makanan TRIWULAN I Tahun 2024 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % CAPAIAN KATEGORI 

Indeks kepuasan pelaku usaha 

terhadap pemberian bimbingan 

dan pembinaan pengawasan 

Obat dan Makanan  

- - - - 

 

Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan 

pembinaan pengawasan Obat dan Makanan TRIWULAN I Tahun 2024 tidak 

dapat dilakukan pengukuran terkait pengukuran hasil survei dilakukan 

secara online (ikepu.pom.go.id) dan kegiatan pemberian bimbingan dan 

pembinaan belum didaftarkan ke dalam Aplikasi Survei. 

 

b. Perbandingan realisasi TRIWULAN I tahun 2024 dengan target tahun 2024 

Tabel 713. Realisasi Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan 
pembinaan pengawasan Obat dan Makanan TRIWULAN I Tahun 2024 dibandingkan target tahun 

2024 

INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

2024 

REALISASI 

TW 1 2024 
% CAPAIAN KATEGORI 

Indeks kepuasan 
pelaku usaha terhadap 
pemberian bimbingan 

dan pembinaan 
pengawasan Obat dan 

Makanan 

90,40% - - 
- 

 

Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan 

pengawasan Obat dan Makanan TRIWULAN I Tahun 2024 tidak dapat dilakukan 

pengukuran terkait pengukuran hasil survei dilakukan secara online 

(ikepu.pom.go.id) dan kegiatan pemberian bimbingan dan pembinaan belum 

didaftarkan ke dalam Aplikasi Survei. 

 

c. Analisis  penyebab  keberhasilan/kegagalan  atau  peningkatan/penurunan  

kinerja  serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan 

Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan 

pengawasan Obat dan Makanan TRIWULAN I Tahun 2024 tidak dapat dilakukan 

pengukuran terkait pengukuran hasil survei dilakukan secara online 



 

 
 

 

(ikepu.pom.go.id) dan kegiatan pemberian bimbingan dan pembinaan belum 

didaftarkan ke dalam Aplikasi Survei. 

 

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan 

pencapaian pernyataan kinerja 

Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan 

pengawasan Obat dan Makanan TRIWULAN I Tahun 2024 tidak dapat dilakukan 

pengukuran terkait pengukuran hasil survei dilakukan secara online 

(ikepu.pom.go.id) dan kegiatan pemberian bimbingan dan pembinaan belum 

didaftarkan ke dalam Aplikasi Survei. 

 

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya 

Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan 

pengawasan Obat dan Makanan TRIWULAN I Tahun 2024 tidak dapat dilakukan 

pengukuran terkait pengukuran hasil survei dilakukan secara online 

(ikepu.pom.go.id) dan kegiatan pemberian bimbingan dan pembinaan belum 

didaftarkan ke dalam Aplikasi Survei. 

 

Tabel 77. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap 

pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan TRIWULAN I Tahun 

2024 

REKOMENDASI 

TINDAK LANJUT KONDISI 

SEBELUM 

RENCANA 

AKSI 

KONDISI 

SETELAH 

RENCANA 

AKSI 

SELESAI 

BELUM 

RENCANA AKSI TIMELINE 

Tidak ada 
rekomendasi dari 
periode (triwulan 

atau tahun) 
sebelumnya 

karena 
merupakan IKU 

baru 

 

Melakukan entri 
kegiatan 

pemberian 
bimbingan dan 
pembinaan ke 
dalam Aplikasi 

Survei. 

Minggu I 
dan II tiap 

bulan 
dimulai TW 

2 

- - 

 
Mendampingi 
pelaku usaha 
mengisi survei 

Minggu III 
dan IV tiap 

bulan 
dimulai TW 

2 

  

 

 



 

 
 

 

2. Indeks kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan 

a. Perbandingan target dan realisasi TRIWULAN I tahun 2024 

Tabel 78. Capaian Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan 

TRIWULAN I Tahun 2024 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % CAPAIAN KATEGORI 

Indeks Kepuasan Masyarakat 

terhadap Kinerja Pengawasan 

Obat dan Makanan 

- - - - 

Indeks Kepuasan Masyarakat didefinisikan sebagai ukuran kepuasan 

berdasarkan hasil pengukuran melalui survei kepada masyarat atas kinerja 

pengawasan Obat dan makanan yang dilakukan oleh BPOM dalam menjamin 

keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan 

dampak/manfaatnya oleh masyarakat. 

Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, 

kosmetik dan pangan olahan termasuk minuman yang merupakan produk 

layanan yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Masyarakat yang menjadi 

responden adalah kepala/anggota rumah tangga dengan rentang usia 17- 65 

tahun.  

Indeks kepuasan masyarakat diukur berdasarkan konsep Service Quality 

(ServQual) yaitu Reliability, Assurance, Empathy, dan Responsiveness yang 

mengacu pada proses pengawasan Obat dan Makanan meliputi:  

1. Kemampuan/Upaya pengawasan yang dilakukan BPOM terhadap produk 

Obat dan Makanan, misal operasi hari raya, pengecekan produk kedaluwarsa.  

2. Kemampuan BPOM dalam melindungi masyarakat dari produk yang 

berbahaya/merugikan kesehatan, misal dengan melakukan pemberian 

informasi terkait keamanan dan mutu Obat dan Makanan 

3. Jaminan yang diberikan oleh BPOM terhadap keamanan produk yang beredar 

di masyarakat, misal dengan pemberian nomor izin edar, pengujian Obat dan 

Makanan yang beredar di pasaran.  

4. Tindakan BPOM atas produk berbahaya bagi kesehatan masyarakat yang 

beredar di masyarakat, dengan menarik produk yang berbahaya, kedaluwarsa, 

produk palsu dan illegal yang beredar di masyarakat. 

Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat dan makanan 

merupakan indikator utama BPOM level 0 yang dicascading di level I (kedeputian) 



 

 
 

 

dan level II (UPT) dengan pengukuran melalui metodologi dan desain sampel 

SKKM.  

 

Pengukuran SKKM belum berjalan pada triwulan I, Sehingga pada triwulan I 

tahun 2024 belum ada realisasi indeks kepuasan masyarakat terhadap 

pengawasan obat dan makanan Balai POM di Surakarta. 

 

b. Perbandingan realisasi TRIWULAN I tahun 2024 dengan target tahun 2024 

Tabel 79. Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan Obat dan 
Makanan TRIWULAN I Tahun 2024 dibandingkan target tahun 2024 

INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

2024 

REALISASI 

TW 1 2024 
% CAPAIAN KRITERIA 

Indeks Kepuasan Masyarakat 
terhadap Kinerja Pengawasan Obat 

dan Makanan 

74,41% - - 
- 

 

Pada triwulan I tahun 2024 belum ada realisasi indeks kepuasan masyarakat 

terhadap kinerja pengawasan obat dan makanan Balai POM di Surakarta dan 

tidak dapat dibandingkan dengan target tahun 2024. 

 

c. Analisis  penyebab  keberhasilan/kegagalan  atau  peningkatan/penurunan  

kinerja  serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan 

Indeks kepuasan masyarakat terhadap  kinerja pengawasan obat dan makanan 

Balai POM di Surakarta triwulan I Tahun 2024 belum dapat dilakukan penilaian 

terkait tools pelaksanaan indikator penilaian disiapkan oleh BPOM dan dinilai 

pada akhir tahun 2024. 

 

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan 

pencapaian pernyataan kinerja 

Indeks kepuasan masyarakat terhadap  kinerja pengawasan obat dan makanan 

Balai POM di Surakarta triwulan I Tahun 2024 belum dapat dilakukan penilaian 

terkait tools pelaksanaan indikator penilaian disiapkan oleh BPOM dan dinilai 

pada akhir tahun 2024. 

 

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya 



 

 
 

 

Indeks kepuasan masyarakat terhadap  kinerja pengawasan obat dan makanan 

Balai POM di Surakarta triwulan I Tahun 2024 belum dapat dilakukan penilaian 

terkait tools pelaksanaan indikator penilaian disiapkan oleh BPOM dan dinilai 

pada akhir tahun 2024. 

Tabel 80. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja 

pengawasan Obat dan Makanan TRIWULAN I Tahun 2024 

REKOMENDASI 

TINDAK LANJUT KONDISI 

SEBELUM 

RENCANA 

AKSI 

KONDISI 

SETELAH 

RENCANA 

AKSI 

SELESAI 

BELUM 

RENCANA AKSI TIMELINE 

Tidak ada 
rekomendasi 
dari periode 

(triwulan atau 
tahun) 

sebelumnya 
karena 

merupakan IKU 
baru 

- 

Meningkatkan 
sinergi dan 
penguatan kemitraan 
dengan lintas sektor 
untuk berkolaborasi 
dan bekerjasama  

mengedukasi 
masyarakat dan 
menyebarluaskankan 
informasi keamanan 
Obat dan Makanan 

Sepanjang 
tahun 
2024 

 

- 

- 

 

3. Indeks kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik Balai POM di Surakarta 

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2024 

Tabel 81. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di 

Surakarta Triwulan I Tahun 2024 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % CAPAIAN KATEGORI 

Indeks Kepuasan 
Masyarakat terhadap 

Layanan Publik Balai POM 
di Surakarta 

- - - - 

 

Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik diperoleh melalui survei 

kepuasan masyarakat sesuai PermenPAN RB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. 

Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap 

kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan 

publik. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan 

oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan 

penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan 



 

 
 

 

perundang-undangan yang berlaku. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok 

ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara 

pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil Survei 

Kepuasan Masyarakat (SKM). 

 

SKM terhadap layanan publik dilakukan oleh Balai POM di Surakarta terhadap 

penerima layanan informasi dan pengaduan serta layanan sertifikasi. Berdasarkan 

surat Sekretaris Utama BPOM No. B-OT.03.04.2.22.03.24.244 tanggal 22 Maret 

2024 tentang Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) BPOM Tahun 

2024, pelaksanaan SKM 2024 akan berlangsung pada periode April-Juni 2024 

atau triwulan II tahun 2024. Sehingga pada triwulan I tahun 2024 belum ada 

realisasi indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Balai POM di 

Surakarta. 

 

b. Perbandingan realisasi triwulan I tahun 2024 dengan target tahun 2024 

Tabel 82. Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di 
Surakarta Triwulan I Tahun 2024 dibandingkan target tahun 2024 

INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

2024 

REALISASI 

TW I 2024 
% CAPAIAN KATEGORI 

Indeks Kepuasan Masyarakat 
terhadap Layanan Publik Balai 

POM di Surakarta 

95,75 - - - 

 

Berdasarkan surat Sekretaris Utama BPOM No. B-OT.03.04.2.22.03.24.244 

tanggal 22 Maret 2024 tentang Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 

BPOM Tahun 2024, pelaksanaan SKM 2024 akan berlangsung pada periode April-

Juni 2024 atau triwulan II tahun 2024. Sehingga pada triwulan I tahun 2024 

belum ada realisasi indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Balai 

POM di Surakarta dan tidak dapat dibandingkan dengan target tahun 2024. 

 

c. Analisis  penyebab  keberhasilan/kegagalan  atau peningkatan/penurunan  

kinerja  serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan 

Meskipun tidak terdapat target pada triwulan I tahun 2024 namun Balai POM di 

Surakarta telah melakukan upaya persiapan untuk pelaksanaan SKM 2024 antara 

lain: 



 

 
 

 

1) Melakukan rekapitulasi data, penyampaian data jenis layanan dan populasi 

penerima layanan tahun 2023 kepada Biro Hukor sebagai dasar penetapan 

jumlah minimal responden SKM 2024. 

2) Rutin melakukan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei 

Persepsi Anti Korupsi (SPAK) yang serupa dengan SKM dan sudah dimulai dari 

Januari-Maret 2024.  

3) Pemberian layanan informasi dan pengaduan Obat dan Makanan setiap hari 

dan jam kerja sesuai Standar Pelayanan. 

 

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan 

pencapaian pernyataan kinerja 

Agar target SKM 2024 tercapai, maka harus rutin melakukan pelayanan publik 

sesuai standar pelayanan dan maklumat pelayanan yang telah ditetapkan yaitu 

pada: 

1) Kantor Balai POM di Surakarta (Jl. Letjen Suprapto No. 5, Kerten, 

Laweyan, Surakarta 57143): setiap hari Senin-Kamis (08.00-15.30 WIB) 

dan Jumat (08.00-15.00 WIB). 

2) Layanan Whatsapp: setiap hari Senin-Kamis (08.00-15.30 WIB) dan Jumat 

(08.00-15.00 WIB). 

3) Mal Pelayanan Publik Jenderal Sudirman Kota Surakarta: setiap hari 

Senin-Kamis (08.00-15.00 WIB) dan Jumat (08.00-11.00 WIB). 

4) Mal Pelayanan Publik Sevaka Bhakti Wijaya Kabupaten Sukoharjo: setiap 

hari Selasa (08.30-14.30 WIB). 

5) Mal Pelayanan Publik Askara Bumi Sukowati Kabupaten Sragen: setiap 

hari Senin (08.30-14.30 WIB). 

Selain itu, Balai POM di Surakarta juga melakukan upaya peningkatan kualitas 

pelayanan publik melalui pengembangan kompetensi petugas pelayanan publik 

agar dapat memberikan pelayanan prima dan kepuasan atau memenuhi 

ekspektasi konsumen, sebagai berikut: 

No. Nama Petugas Jabatan Bangkom yang Diikuti Tanggal 

Bangkom 

JP 

1 Singgih Dwi 

Cahyo, S.Farm, 

Apt 

PFM Pertama Sosialisasi PerBPOM No. 

24 Tahun 2023 tentang 

Persyaratan Keamanan 

07/02/2024 s.d 

07/02/2024 

4 JP 



 

 
 

 

No. Nama Petugas Jabatan Bangkom yang Diikuti Tanggal 

Bangkom 

JP 

dan Mutu Suplemen 

Kesehatan 

2 Agatha Novita Ika 

Hayuningtyas, 

S.Farm, Apt 

 

PFM Pertama E-Learning Pengawas 

Farmasi dan Makanan 

Dasar 

07/02/2024 s.d 

07/02/2024 

6 JP 

Pelatihan Pelayanan 

Prima Tahun 2024 di 

Lingkungan Pusat Data 

dan Informasi Obat dan 

Makanan 

09/01/2024 s.d 

10/01/2024 

6 JP 

Bimbingan Teknis 

Penanganan KLB 

Keracunan Pangan 

18/03/2024 s.d 

20/03/2024 

18 JP 

3 Annisa Nurul 

Anindita, S.Si 

PFM Pertama Cara Produksi Pangan 

yang Baik untuk 

Industri Rumah Tangga 

Pangan (CPPB-IRT) 

17/01/2024 2 JP 

Pembinaan JF Pengawas 

Farmasi dan Makanan 

29/01/2024 4 JP 

E-Learning ISO 

37001:2016 Sistem 

Manajemen Anti 

Penyuapan 

17/01/2024 3 JP 

Bimbingan Teknis 

Penyusunan Laporan 

Kinerja Tahun 2023 

24/01/2024 s.d 

26/01/2024 

24 JP 

Sosialisasi PerBPOM No. 

24 Tahun 2023 tentang 

Persyaratan Keamanan 

dan Mutu Suplemen 

Kesehatan 

07/02/2024 4 JP 

Sosialisasi PerBPOM No. 

25 Tahun 2023 tentang 

Kriteria dan Tata 

Laksana Registrasi Obat 

Bahan Alam 

15/02/2024 4 JP 

4 Regina Devi 

Permatasari, STP 

PFM Pertama Workshop Registrasi 

Pangan Olahan untuk 

Fasilitator 

27/02/2024 s.d 

29/02/2024  

15 JP 



 

 
 

 

 

 

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya 

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Surakarta 

merupakan IKU baru bagi Balai POM di Surakarta tahun 2024 ini sehingga tidak 

ada rekomendasi dari periode (triwulan atau tahun) sebelumnya. 

Tabel 83. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap 

Layanan Publik Balai POM di Surakarta Triwulan I Tahun 2024 

REKOMENDASI 

TINDAK LANJUT KONDISI 

SEBELUM 

RENCANA 

AKSI 

KONDISI 

SETELAH 

RENCANA AKSI SELESAI 

BELUM 

RENCANA AKSI TIMELINE 

Tidak ada 

rekomendasi 

dari periode 

(triwulan atau 

tahun) 

sebelumnya 

karena 

merupakan IKU 

baru 

1. Melakukan 

rekapitulasi 

data, 

penyampaian 

data jenis 

layanan dan 

populasi 

penerima 

layanan tahun 

2023 kepada 

Biro Hukor 

sebagai dasar 

penetapan 

jumlah minimal 

responden SKM 

2024. 

2. Rutin 

melakukan 

Survei Persepsi 

Kualitas 

Pelayanan 

(SPKP) dan 

Survei Persepsi 

Anti Korupsi 

(SPAK) yang 

serupa dengan 

SKM dan sudah 

dimulai dari 

1. Pelaksanaan 

survei kepuasan 

masyarakat 

tahun 2024 

2. Pelayanan 

publik sesuai 

standar 

pelayanan dan 

maklumat 

pelayanan yang 

telah ditetapkan 

1. Triwulan 

II Tahun 

2024 

2. Triwulan 

II-IV 2024 

1. Tersedia 

data jenis 

layanan 

dan 

populasi 

penerima 

layanan 

tahun 

2023 

2. Pelayanan 

publik 

sesuai 

standar 

pelayanan 

dan 

maklumat 

pelayanan 

yang telah 

ditetapkan 

1. Penetapan 

jumlah 

minimal 

responden 

SKM 2024 

2. Peningkatan 

kualitas 

pelayanan 

publik Balai 

POM di 

Surakarta 



 

 
 

 

Januari-Maret 

2024.  

3. Pemberian 

layanan 

informasi dan 

pengaduan 

Obat dan 

Makanan setiap 

hari dan jam 

kerja sesuai 

Standar 

Pelayanan. 

  

 

 

 

SASARAN STRATEGIS 9 

TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN BALAI POM DI SURAKARTA YANG 

OPTIMAL 

 

Pencapaian tersebut didukung oleh 3 indikator sebagai berikut :  

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 9 

1. Indeks Reformasi Birokrasi di lingkup Balai POM di Surakarta 

a. Perbandingan target dan realisasi TRIWULAN I tahun 2024 

Tabel 84. Capaian Indeks Reformasi Birokrasi di Lingkup Balai POM di Surakarta 
TRIWULAN I Tahun 2024 

INDIKATOR KINERJA TARGET  REALISASI % CAPAIAN KRITERIA 

Indeks RB BPOM di 
Surakarta 

 -     -                  -  -  

 

Perhitungan Indeks RB diperoleh dengan menjumlahkan nilai pada bobot 

komponen pengungkit dan bobot komponen hasil pada LKE (Lembar Kerja 

Evaluasi) Pemangunan Zona Integritas. 

Berdasarkan PermenPAN RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Roadmap 

Reformasi Birokrasi 2020-2024, Permenpan RB No. 26 Tahun 2020 tentang 

pedoman Evaluasi Pelaksnaan Reformasi Birokrasi, PermenPAN No 90 Tahun 

2021 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas 



 

 
 

 

dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan 

Instansi Pemerintah serta Kepka No. 163 Tahun 2022  tentangPedoman 

Pembangunan ZI Menuju WBK,WBBM pada Unit Kerja di Lingkungan BADAN 

POM , Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan 

penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satker/Unit Kerja dan 

BB/BPOM.   Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada 

instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen 

untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya 

dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. 

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK 

adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM 

yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan 

tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, 

penguatan akuntabilitas kinerja dan penguatan kualitas pelayanan publik. 

Pada triwulan I Tahun 2024 ini belum diperoleh realisasi nilai Indeks 

Reformasi Birokrasi  karena belum ada hasil penilaian LKE Pembangunan ZI 

oleh TPI Badan POM 

 

b. Perbandingan realisasi TRIWULAN I tahun 2024 dengan target tahun 

2024 

Tabel 85. Realisasi Reformasi Birokrasi TRIWULAN I Tahun 2024 dibandingkan target 
tahun 2024 

INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

2024 

REALISASI 

TW 1 2024 
% CAPAIAN KRITERIA 

Indeks RB BPOM di 
Surakarta 

75  -  - 
 - 

Target penilaian Indeks RB BPOM di BPOM Surakarta berupa target Tahunan 

dan belum dilakukan penilaian LKE ZI oleh TPI Badan POM sehingga penilaian 

capaian dilakukan pada akhir tahun 

 

c. Analisis  penyebab  keberhasilan/kegagalan  atau  

peningkatan/penurunan  kinerja  serta upaya perbaikan dan 

penyempurnaan kinerja ke depan 



 

 
 

 

Pada Tahun 2024, BPOM Surakarta berkomitmen untuk melaksanakan 

Implementasi Reformasi Birokrasi yang telah dimulai pada Tahun 2023. 

Adapun hal yang mendukung antara lain komitmen pimpinan, partisipasi 

aktif dari seluruh pegawai, simplifikasi dan inovasi layanan, perkuatan 

sinergitas dengan stake holder serta pengelolaan sumber daya yang saat ini 

tersedia agar dapat mendukung kegiatan secara optimal 

Penambahan SDM dari proses seleksi Seleksi Terbuka Tahun 2023 yang mulai 

aktif sejak Bulan Maret 2023 dan pengisian jabatan struktural Sub Bagian 

Tata Usaha yang mendukung kinerja dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi 

dengan berbagi pengalaman dan informasi yang telah diperoleh dari Satker/ 

UPT sebelumnya 

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun 

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja 

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan antara lain : 

1. Penyusunan dan penerbitan  Surat Keputusan Tim Reformasi Birokrasi 

Tahun 2024 yang melibatkan seluruh personil dengan 

mempertimbangkan kompetensi dan keterwakilan setiap fungsi dan Tim 

Agent of Change Tahun 2024. 

2. Komitmen oleh seluruh PokJA melakukan pengisian LKE (Lembar Kerja 

Evaluasi ) Zona Integritas menuju WBK 

3. Penyusunan Rencana Aksi oleh tim AoC dengan sebagian masih 

meneruskan program Internalisasi / sosialisasi kepada pegawai melalui 

program JARIK (Jumat Asyik Bincang Reformasi Birokrasi) dan si JULITS 

(Juara Telat Bingits ) untuk meningkatkan kedisiplinan pegawai serta 4 

rencana aksi lainnya. 

4. Tetap melaksanakan program Inovasi yang telah berjalan sebelumnya 

seperti Simerak (Program pelayanan publi di MPP Surakarta, Sragen, dan 

Sukoharjo) dan Sregep ( pelayanan konsumen melalui media sosial 

Whatsapp) 

. 

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya 



 

 
 

 

Tindak lanjut rekomendasi sebelumnya masih tetap dilaksanakan berupa 

Internalisasi RB untuk meningkatkan komitmen dan employee engagement 

sehingga tata Kelola pemerintah dan pelayanan publik kepada masyarakat 

secara cepat, tepat dan professional.   

Selain itu BPOM Surakarta tetap secara aktif melakukan koordinasi dengan 

Inspektorat Badan POM selaku pembina program RB dan sharing session dari 

UPT lain dalam rangka peningkatan pemahaman dan mengatasi  kendala 

teknis terkait implementasi RB  

Tabel 86. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Indeks Reformasi Birokrasi di Lingkup 

Balai POM di Surakarta TRIWULAN I Tahun 2024  

REKOMENDASI 

TINDAK LANJUT KONDISI 

SEBELUM 

RENCANA 

AKSI 

KONDISI 

SETELAH 

RENCANA 

AKSI 
SELESAI 

BELUM 

RENCANA 

AKSI 
TIMELINE 

Internalisasi RB 
kepada seluruh 
pegawai  

Penyusunan 
rencana Aksi 
2024 

 P engisian LKE 
oleh masing 
masing Pokja 
Perkuatan RB  

Penyusunan 
dan 

Penerbitan 
Surat 

Keputusan 
RB dan 

konsolidasi 
tim Pokja 

untuk 

pengisian 
LKE 

Penyusunan 
rencana 

Aksi Agent 

of Change 

Review Oleh 
Auditor 
Internal 

Promosi 
/Sosialisasi 

Inovasi 
Rencana 

Aksi 

Pencanangan 
Zona 

Integritas 

TW 2 

Belum ada 
SK Tim AoC 

Pengisian 
LKE ZI 
belum 

lengkap dan 
belum ada 

data dukung 

Telah 
tersedia SK 
Tim Aoc dan 
penyusunan 
rencana aksi 

Pengisian 
LKE ZI telah 
lengkap dan 
dilengkapi 

data dukung 
dan siap 

direview oleh 
Auditor 
Internal 

    

 

2.  Nilai AKIP Balai POM di Surakarta 

a. Perbandingan target dan realisasi TRIWULAN I tahun 2024 

Tabel 87. Realisasi Nilai AKIP TRIWULAN I Tahun 2024 

INDIKATOR KINERJA TARGET  REALISASI  % CAPAIAN Kategori 

Nilai AKIP - - - - 

 

Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Balai POM di Surakarta adalah nilai 

hasil dari penilaian/evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama Badan 



 

 
 

 

POM atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(SAKIP) yang dilakukan oleh Balai POM di Surakarta dengan rentang nilai 

sebagai berikut: 

Tabel 88. Penilaian dan Kategori SAKIP 

No Nilai Pemenuhan terhadap Kinerja Kategori Keterangan 

1. >90 AA Sangat Memuaskan 

2. >80 s.d 90 A Memuaskan 

3. >70 s.d 80 BB Sangat Baik 

4. >60 s.d 70 B Baik 

5. >50 s.d 60 CC Cukup Baik 

6.  >30 s.d 50 C  Agak Kurang 

7. <30 D Kurang 

Hingga triwulan I tahun 2024, belum diperoleh penilaian AKIP dari 

APIP/Inspektorat. 

 

b. Perbandingan realisasi TRIWULAN I tahun 2024 dengan target tahun 2024 

Tabel 89. Realisasi Nilai AKIP TRIWULAN I Tahun 2024 dibandingkan target tahun 2024 

INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

2024 

REALISASI 

TW 1 2024 
% CAPAIAN Kategori 

Nilai AKIP 78,66 - - 
- 

Belum ada realisasi nilai AKIP Balai POM di Surakarta hingga triwulan I 

tahun 2024, hasil penilaian AKIP oleh APIP akan diperoleh di akhir tahun 

2024. 

 

c. Analisis  penyebab  keberhasilan/kegagalan  atau  

peningkatan/penurunan  kinerja  serta upaya perbaikan dan 

penyempurnaan kinerja ke depan 

Pada tahun 2023, Balai POM di Surakarta memperoleh nilai AKIP sebesar 

71,15 (BB) , capaian tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan 

capaian di tahun 2022.  



 

 
 

 

 

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun 

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja 

Beberapa kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk pencapaian target 

Nilai AKIP antara lain dengan melaksanakan rapat evaluasi secara rutin 

setiap bulan membahas semua capaian IKU serta kendala dan rekomendasi 

yang harus ditindaklanjuti, tim sakip mengikuti bimtek SAKIP dan monev 

online. Dengan selalu ditingkatkannya kompetensi tim sakip setiap tahun, 

diharapkan perbaikan dapat selalu dilakukan untuk pelaksanaan sistem akip 

yang lebih baik secara menyeluruh. 

 

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya 

Tabel 90. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Nilai AKIP  TRIWULAN I Tahun 2024 

REKOMENDASI 

TINDAK LANJUT KONDISI 

SEBELUM 

RENCANA 

AKSI 

KONDISI 

SETELAH 

RENCANA 

AKSI 
SELESAI 

BELUM 

RENCANA 

AKSI 
TIMELINE 

Menetapkan target kinerja 
dengan baik, berdasarkan 

basis data yang memadai 
(data tahun sebelumnya, 
data nasional, database 

populasi, analisis sumber 
daya, maupun data 

lainnya yang relevan) 
serta telah berdasarkan 

argumen dan perhitungan 
yang logis dan dilengkapi 

dengan kertas kerja 
analisis penetapan target 
serta dokumentasi hasil 

Telah dilakukan 
konsultasi 

dengan 
inspektorat 
terkait nilai 
AKIP 2023 

  

Belum ada 
Tim 

Perencana, 
Pengumpulan 

Data, 
Pelaporan, 
Monitoring 

Dan Evaluasi 
Kinerja, 

Kegiatan dan 
Anggaran  

Sudah 
diterbitkan 

Tim 
Perencana, 

Pengumpulan 
Data, 

Pelaporan, 
Monitoring 

Dan Evaluasi 
Kinerja, 

Kegiatan dan 
Anggaran 



 

 
 

 

pembahasan penetapan 
target dengan pimpinan 

Menyusun/menyempurna
kan 

SOP pengumpulan data 
kinerja yang memenuhi 

kriteria terkait 
kemudahan 

untuk menelusuri sumber 
data yang valid; adanya 

kemudahan untuk 
mengakses data bagi 

pihak 
yang berkepentingan; 
terdapat penanggung 

jawab 
yang jelas; jelas waktu 

delivery-nya; dan terdapat 

mekanisme yang jelas jika 
terjadi kesalahan data. 

 

Penyempu
rnaan 
dan 

pengesaha

n 
SOP 

pengump
ulan 
data 

kinerja 

TW II 

2024 

  

Mendokumentasikan 
keterlibatan Pimpinan 

sebagai pengambil 
keputusan 

(decision maker) dalam 
mengukur capaian 

kinerja 

 

Adanya 
keterlibat

an 
pimpinan 

dalam 
rapat 

progresif 
bulanan 

Sepanjang 
tahun 
2024 

  

 

 

3. Nilai Pengelolaan Kearsipan 

a. Perbandingan target dan realisasi TRIWULAN I tahun 2024 

Tabel 91. Capaian Nilai Pengelolaan Kearsipan TRIWULAN I Tahun 2024 

INDIKATOR KINERJA TARGET  REALISASI % CAPAIAN KRITERIA 

Nilai Pengelolaan Kearsipan - - - - 

 

Nilai pengelolaan kearsipan unit kerja dihitung berdasarkan : 

1. Kepatuhan terhadap Implementasi Kebijakan Kearsipan (Tata Naskah 

Dinas, Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, Sistem, Klasifikasi 

Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, Kebijakan dan Prosedur Pengelolaan 

Kearsipan); 

2. Pembinaan Kearsipan yang dilaksanakan; 

3. Penyelenggaraan Kearsipan (Pengelolaan Arsip Dinamis); 

4. Penyelamatan Arsip bernilai guna permanen; 



 

 
 

 

5. Sumber Daya Kearsipan meliputi : SDM Kearsipan, Organisasi Kearsipan, 

Prasarana dan Sarana Kearsipan, Pendanaan/Anggaran. 

 

Cara perhitungan dan formula perhitungan nilai pengelolaan kearsipan 

secara rinci dijelaskan dalam self assessment pengawasan kearsipan dengan 

periode pelaporan yaitu tahunan, sehingga belum ada realisasi Nilai 

Pengelolaan Kearsipan pada triwulan I tahun 2024. 

 

b. Perbandingan realisasi TRIWULAN I tahun 2024 dengan target tahun 2024 

Tabel 92. Realisasi Nilai Pengelolaan Kearsipan TRIWULAN I Tahun 2024 dibandingkan 
target tahun 2024 

INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

2024 

REALISASI 

TW 1 2024 
% CAPAIAN KRITERIA 

Nilai Pengelolaan 
Kearsipan 

76,64 - - 
- 

 

Nilai Pengelolaan Kearsipan diperoleh dari hasil pengawasan kearsipan yang 

dilakukan tahunan dengan pola pengawasan kearsipan tahun bersangkutan 

dilakukan pada tahun berikutnya. Sehingga tidak ada realisasi pada triwulan 

I tahun 2024. 

 

c. Analisis  penyebab  keberhasilan/kegagalan  atau  

peningkatan/penurunan  kinerja  serta upaya perbaikan dan 

penyempurnaan kinerja ke depan 

Belum dapat dilakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau 

peningkatan/penurunan kinerja serta Upaya perbaikan dan penyempurnaan 

kinerja ke depan pada triwulan I tahun 2024 karena nilai pengelolaan 

kearsipan tahun 2024 didapatkan setelah pengawasan pengelolaan kearsipan 

dilakukan pada tahun 2025. 

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun 

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja 

Kegiatan yang dilakukan dalam menunjang keberhasilan pencapaian target 

nilai pengelolaan kearsipan diantaranya : 



 

 
 

 

1. Melakukan verifikasi naskah dinas oleh pengelola kearsipan sebelum 

dilakukan penandatanganan; 

2. Menyediakan anggaran untuk meningkatkan prasarana dan sarana 

kearsipan; 

3. Dilakukan pengembangan kompetensi kearsipan kepada pengelola 

kearsipan; 

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya 

Karena IKU Nilai Pengelolaan Kearsipan termasuk IKU baru yang disertakan 

ke dalam laporan kinerja, maka belum ada tindak lanjut rekomendasi hasil 

evaluasi sebelumnya. 

Tabel 93. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Nilai Pengelolaan Kearsipan TRIWULAN 

I Tahun 2024 

REKOMENDASI 

TINDAK LANJUT KONDISI 

SEBELUM 

RENCANA 

AKSI 

KONDISI 

SETELAH 

RENCANA 

AKSI 

SELESAI 

BELUM 

RENCANA AKSI TIMELINE 

Tidak ada 
rekomendasi 
dari periode 

(triwulan atau 
tahun) 

sebelumnya 
karena 

merupakan IKU 
baru 

- 

Melakukan verifikasi 
naskah dinas oleh 

pengelola kearsipan 
sebelum dilakukan 
penandatanganan 

Sepanjang 
tahun 
2024 

- - 

- 

Menyediakan 
anggaran untuk 
meningkatkan 
prasarana dan 

sarana kearsipan 

Sepanjang 
tahun 
2024 

- - 

- 

Dilakukan 
pengembangan 

kompetensi kearsipan 

kepada pengelola 
kearsipan 

Sepanjang 
tahun 

2024 

- - 

 

 

 

 

 

SASARAN STRATEGIS 10 

TERWUJUDNYA SDM BALAI POM DI SURAKARTA YANG BERKINERJA OPTIMAL 

 



 

 
 

 

Pencapaian tersebut didukung oleh 1 indikator sebagai berikut :  

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 10 

Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Surakarta 

a. Perbandingan target dan realisasi TRIWULAN I tahun 2024 

Tabel 94. Capaian Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Surakarta TRIWULAN I Tahun 
2024 

INDIKATOR KINERJA TARGET  REALISASI % CAPAIAN KATEGORI 

Indeks Profesionalitas 

ASN Balai POM di 

Surakarta 

- - - - 

Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara adalah Ukuran Statistik yang 

menggambarkan Kualitas ASN berdasarkan Kesesuaian Kualifikasi Pendidikan, 

Kompetensi, Kinerja dan Kedisiplinan Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas 

jabatan. 

Indeks profesionalitas ASN Balai POM di Surakarta diperoleh dari hasil survei 

menggunakan form survei sesuai Permen PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018 

tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur sipil Negara kepada seluruh 

pegawai (ASN) di Balai POM di Surakarta. Bobot penilaian dimensi Indeks 

Profesionalitas ASN terdiri atas: kualifikasi memiliki bobot 25%; kompetensi 

memiliki bobot 40%; kinerja memiliki bobot 30%; dan disiplin memiliki bobot 5%. 

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan 

pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut :  

1) Nilai 91 - 100 (sembilan puluh satu - seratus) berkategori Sangat Tinggi; 

2) Nilai 81 - 90 (delapan puluh satu - sembilan puluh) berkategori Tinggi;  

3) Nilai 71 - 80 (tujuh puluh satu - delapan puluh) berkategori Sedang;  

4) Nilai 61 - 70 ( enam puluh satu - tujuh puluh) berkategori Rendah; dan  

5) Nilai 0 - 60 (nol - enam puluh) berkategori Sangat Rendah.  

 

Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 38 

Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Belum ada realisasi 

Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Surakarta di TRIWULAN I tahun 2024. 

Penilaian akan dilakukan oleh Biro Sumber Daya Manusia, Badan POM dan nilai 

akan diperoleh pada akhir tahun 2024. 

 



 

 
 

 

b. Perbandingan realisasi TRIWULAN I tahun 2024 dengan target tahun 2024 

Tabel 95. Realisasi TRIWULAN I Tahun 2024 dibandingkan target tahun 2024 

INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

2024 

REALISASI 

TW 1 2024 
% CAPAIAN KATEGORI 

Indeks Profesionalitas ASN Balai 
POM di Surakarta 

90,64 - - 
- 

 

Belum tersedia realisasi Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri 

pada triwulan I tahun 2024. Realisasi akan diperoleh pada akhir tahun 2024. 

 

c. Analisis  penyebab  keberhasilan/kegagalan  atau  peningkatan/penurunan  

kinerja  serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan 

Memberi kesempatan bagi setiap pegawai melakukan pengembangan 

kompetensi minimal 20 JP setiap tahun yang diikuti baik secara mandiri 

ataupun yang sudah terjadwal di IDEAS 

Dalam kegiatan internal dilaksanakan pengembangan kompetensi yang 

dibutuhkan oleh setiap pegawai sesuai dengan tugas dan fungsinya jabatan 

fungsional atau substansi. Memberikan kesempatan bagi semua pegawai untuk 

dapat melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. 

 

 

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun 

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja 

Memberikan peluang sebesar – besarnya kepada seluruh pegawai untuk 

meningkatkan kompetensi, selain itu dilakukan monitoring dan evaluasi 

terhadap capaian pemenuhan minimal 20 JP bagi setiap pegawai serta 

monitoring terhadap kedisiplinan sehingga tidak mempengaruhi nilai akhir 

indeks profesional ASN Balai POM di Surakarta 

 

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya 

Informasi dalam laporan kinerja triwulan pada tahun 2024 dimanfaatkan 

sehingga memberikan dampak yang signifikan dalam penyesuaian 



 

 
 

 

strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja peningkatan Indeks Pemanfaatan 

data dan informasi pada triwulan I-IV tahun 2024. Pemanfaatan informasi 

tersebut antara lain dengan penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai 

target kinerja pada tahun 2024. 

Tabel 96. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di 

Surakarta TRIWULAN I Tahun 2024 

REKOMENDASI 

TINDAK LANJUT KONDISI 

SEBELUM 

RENCANA 

AKSI 

KONDISI 

SETELAH 

RENCANA 

AKSI 

SELESAI 

BELUM 

RENCANA AKSI TIMELINE 

Menyampaikan 
informasi ke 
pegawai terkait 
peningkatan 
kompetensi 
melalui jenjang 
pendidikan 

 

Menyampaikan 
informasi ke 
pegawai terkait 
peningkatan 
kompetensi 
melalui jenjang 
pendidikan 

TW II 
sampai TW 

IV 

  

Melaksanakan 
diklat teknis bagi 
jabatan fungsional 

baik mandiri 
maupun dari 
instansi Pembina; 

 

Melaksanakan 
diklat teknis 
bagi jabatan 

fungsional baik 
mandiri maupun 

dari instansi 
Pembina; 

Sepanjang 

tahun 

  

Penilaian Sasaran 
Kinerja Pegawai 
yang tepat waktu 
dan bernilai baik; 

 

Penilaian 
Sasaran Kinerja 
Pegawai yang 
tepat waktu dan 
bernilai baik; 

Per 
Triwulan 

  

Mengusulkan 

untuk Pejabat 
Fungsional agar 
dapat mengikuti 
uji kompetensi 
termasuk Uji 
kompetensi 
manajerial; 

 

Mengusulkan 

untuk Pejabat 
Fungsional agar 
dapat mengikuti 
uji kompetensi 
termasuk Uji 
kompetensi 
manajerial; 

Batch 2 
dan Batch 

3 

  

Pemantauan 
kedisiplinan dan 
pembinaan 
kepada seluruh 
pegawai agar tidak 
melanggar aturan 
kepegawai. 

 

Pemantauan 
kedisiplinan dan 

pembinaan 
kepada seluruh 

pegawai agar 
tidak melanggar 

aturan 
kepegawai. 

Setiap 
Bulan 

  

 

 

 



 

 
 

 

 

SASARAN STRATEGIS 11 

TERKELOLANYA KEUANGAN UPT SECARA AKUNTABEL 

 

Pencapaian tersebut didukung oleh 4 indikator sebagai berikut :  

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 11 

1. Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Surakarta 

a. Perbandingan target dan realisasi TRIWULAN I tahun 2024 

Tabel 97. Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Surakarta TRIWULAN I Tahun 
2024 

INDIKATOR KINERJA TARGET  REALISASI % CAPAIAN KATEGORI 

Nilai Kinerja Anggaran Balai 

POM di Surakarta 
64 36.13 56,45 Kurang 

 

Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Surakarta diperoleh dengan rumus : (Nilai 

EKA x 50%) + (Nilai IKPA x 50%) di bulan Desember. 

 

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran 

Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran 

(IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja 

Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja 

pelaksanaan anggaran pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan 

mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan, pelaksanaan anggaran dan 

kualitas hasil pelaksanaan anggaran. delapan indikator pembentuk IKPA, 

antara lain: Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran,  

Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP , dan 

Capaian Output. Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) terdiri dari aspek 

implementasi, aspek manfaat, dan aspek konteks sesuai Peraturan Menteri 

Keuangan No. 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja 

Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian 

Negara/Lembaga.  

 

Realisasi nilai kinerja anggaran Balai POM di Surakarta pada TRIWULAN I 

tahun 2024 adalah 36,13 yang diperoleh dari 50% nilai IKPA sebesar 72,26. 



 

 
 

 

Capaian nilai kinerja anggaran Balai POM di Surakarta belum berhasil 

mencapai target yang ditetapkan di TRIWULAN I yaitu 36,13% dengan kriteria 

“Kurang”. 

 

b. Perbandingan realisasi TRIWULAN I tahun 2024 dengan target tahun 

2024 

Tabel 98. Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Surakarta TRIWULAN I Tahun 
2024 dibandingkan target tahun 2024 

INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

2024 

REALISASI 

TW 1 2024 
% CAPAIAN Kategori 

Nilai Kinerja Anggaran Balai 
POM di Surakarta 

90,51 36,13 39,91  Perlu Upaya 
Keras 

Realisasi Indikator Nilai Kinerja Anggaran triwulan I tahun 2024 mencapai 

36,13% dari target tahun 2024 sebesar 90,51%, dengan capaian Indikator ini 

pada triwulan I mencapai 39,91% dan termasuk dalam kategori “Perlu Upaya 

Keras”. 

c. Analisis  penyebab  kegagalan  atau  penurunan  kinerja  serta upaya 

perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan 

Realisasi nilai kinerja anggaran triwulan I tahun 2024 belum mencapai target 

triwulan I tahun 2024. Capaian nilai kinerja anggaran dipengaruhi oleh 

komponen IKPA dan EKA. Nilai IKPA triwulan I tahun 2024 sebesar 72,26. 

Dari 8 (delapan) indikator IKPA, terdapat 2 (dua) indikator yang belum 

mendapat nilai 100, yaitu Penyerapan Anggaran dan Capaian Output dengan 

perincian sebagai berikut: • target penyerapan (triwulan 1) 14,90 % sedangkan 

realisasi anggaran masih 12,85%; • Belum adanya petunjuk teknis pengisian 

target dan realisasi capaian output. Perlu dilakukan upaya peningkatan atas 

indikator-indikator IKPA yang belum mendapat nilai 100 tersebut agar bisa 

menunjang peningkatan nilai NKA. Nilai EKA triwulan I tahun 2024 sebesar 

0 dikarenakan petunjuk teknis terkait pengisian capaian output yang belum 

di fasilitasi oleh Kementerian keuangan, sehingga capaian NKA pada triwulan 

I diperoleh dari 50 % x IKPA.  

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun 

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja 



 

 
 

 

Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk pencapaian indikator di triwulan I 

tahun 2024 hanya Penyusunan Laporan Keuangan. Namun demikian tetap 

dilakukan kegiatan lain antara lain melaksanakan rapat evaluasi secara rutin 

setiap bulan yang membahas: realisasi output; realisasi anggaran; dan 

capaian IKU serta kendala dan solusi untuk mengatasi semua permasalahan, 

telah dilakukan revisi halaman III DIPA tepat waktu, serta telah diupayakan 

pengembalian dana UP/TUP seminimal mungkin atau habis. Setiap bulan 

juga telah dibahas berbagai cara konkrit untuk menaikkan realisasi RO 

(rincian output) supaya bisa melebihi target tanpa membutuhkan banyak 

biaya dalam rangka meningkatkan nilai efisiensi. 

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya 

Tabel 99. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di 

Surakarta TRIWULAN I Tahun 2024 

REKOMENDASI 

TINDAK LANJUT KONDISI 

SEBELUM 

RENCANA 

AKSI 

KONDISI 

SETELAH 

RENCANA 

AKSI 
SELESAI 

BELUM 

RENCANA 

AKSI 
TIMELINE 

Melakukan 
usulan revisi 
Halaman III DIPA 
di TW II , serta 
monitoring setiap 
bulan 

 Melakukan 
usulan 
revisi 
Halaman III 
DIPA di TW 
II , serta 
monitoring 
setiap 

bulan 

Triwulan II   

 

 

 

2. Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa 

a. Perbandingan target dan realisasi TRIWULAN I tahun 2024 

Tabel 100. Capaian Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa TRIWULAN I Tahun 
2024 

INDIKATOR KINERJA TARGET  REALISASI 
% 

CAPAIAN 
KATEGORI 

Nilai Kualitas Pengelolaan Barang 

dan Jasa 
- - - - 

Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan  Jasa diperoleh perhitungan sesuai 

Surat Edaran Kepala LKPP Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang 



 

 
 

 

Penjelasan Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik Sebagai Aspek 

Indikator ‘Antara’ Dalam Indeks Reformasi Birokrasi sebagai berikut : 

1. Persentase RUP yang telah diumumkan dalam aplikasi Sirup pada tahun 

anggaran berjalan untuk tahun anggaran berikutnya (Bobot 20%) a) 

Satuan Kerja yang memanfaatkan aplikasi SIRUP untuk mengumumkan 

RUP dengan nilai RUP 90% (sembilan puluh persen) s.d 100% (seratus 

persen) [90% < nilai RUP < 100%], diberi nilai 100 (seratus); b) Satuan 

Kerja yang memanfaatkan aplikasi SIRUP untuk mengumumkan RUP 

dengan nilai RUP 70% (tujuh puluh persen) s.d 90% (sembilan puluh 

persen) [70% < nilai RUP < 90%], diberi nilai 75 (tujuh puluh lima); c) 

Satuan Kerja yang memanfaatkan aplikasi SIRUP untuk mengumumkan 

RUP dengan nilai RUP 50% (lima puluh persen) s.d 70% (tujuh puluh 

persen) [50% < nilai RUP < 70%], diberi nilai 50 (lima puluh); d) Satuan 

Kerja yang memanfaatkan aplikasi SIRUP untuk mengumumkan RUP 

dengan nilai RUP lebih kecil dari 50% (lima puluh persen) [nilai RUP < 

50%], diberi nilai 0 (nol) (untuk Satuan Kerja yang persentase >100% 

dilakukan klarifikasi)  

2. Persentase penerapan proses E-Tendering pada pengadaan barang/jasa 

(Bobot 20%) a) Satuan Kerja sudah menerapkan 100% proses E-

Tendering/e-seleksi dalam PBJ berdasarkan pengumuman RUP pada 

aplikasi SiRUP; diberi Nilai 100 (seratus). b) Satuan Kerja belum 

menerapkan proses E-Tendering/e-seleksi dalam PBJ berdasarkan 

pengumuman RUP pada aplikasi SiRUP, diberi Nilai 0 (nol).  

3. Persentase penyelesaian paket hingga status paket selesai 100% pada 

aplikasi katalog elektronik (E-Purchasing) (Bobot 20%) a) Satuan Kerja 

sudah menyelesaikan paket hingga status paket selesai 100% pada 

aplikasi Katalog Elektronik dan toko daring, diberi nilai 100 (seratus); b) 

Satuan Kerja sudah menyelesaikan paket hingga status paket selesai ≥ 

80% s.d 99% pada aplikasi Katalog Elektronik dan toko daring, diberi 

nilai 75 (tujuh puluh lima); c) Satuan Kerja sudah menyelesaikan paket 

hingga status paket selesai ≥ 60% s.d 79% pada aplikasi Katalog 

Elektronik dan toko daring, diberi nilai 50 (lima puluh); dan d) Satuan 

Kerja sudah menyelesaikan paket hingga status paket selesai < 60% pada 

aplikasi Katalog Elektronik dan toko daring, diberi nilai 0. 



 

 
 

 

4. Persentase penerapan proses non E-Tendering dan non e-Purchasing 

pada aplikasi SPSE (Bobot 20%) a) Satuan Kerja sudah menerapkan 

>60% Non e- Tendering dan Non e-Purchasing pada aplikasi SPSE, diberi 

nilai 100 (seratus); b) Satuan Kerja sudah menerapkan > 40 s.d 60% Non 

e-Tendering dan Non e-Purchasing pada aplikasi SPSE, diberi nilai 75 

(tujuh puluh lima); c) Satuan Kerja sudah menerapkan > 20 s.d 40% Non 

e-Tendering dan Non e-Purchasing pada aplikasi SPSE, diberi nilai 50 

(lima puluh); dan d) Satuan Kerja belum menerapkan atau masih < 20% 

Non e-Tendering dan Non e-Purchasing pada aplikasi SPSE, diberi nilai 

0.  

5. Persentase E- Kontrak pada aplikasi SPSE (Bobot 20%) a) Satuan Kerja 

sudah menerapkan > 20% E-Kontrak pada aplikasi SPSE, diberi Nilai 100 

(seratus). b) Satuan Kerja sudah menerapkan < 20% E-Kontrak pada 

aplikasi SPSE, diberi Nilai 0 (nol).  

Untuk penilaian Total Persentase Indeks Pemanfaatan Sistem akan di 

bulatkan ke 100% untuk memudahkan penilaian. Predikat hasil Indeks Tata 

Kelola Pengadaan Minimal Baik merupakan total dari nilai seluruh indikator 

yang terdiri dari:  

1. Sangat Baik rentang nilai > 90 (lebih besar dari sembilan puluh) s.d <= 100 

(kurang dari sama dengan seratus)  

2. Baik Rentang nilai > 70 (lebih besar dari tujuh puluh) s.d 90 (sembilan 

puluh);  

3. Cukup Rentang nilai ≥ 50 (lebih besar dari sama dengan limapuluh) s.d 70 

(tujuh puluh); dan 4. Kurang Nilai kurang dari < 50 (lima puluh). 

 

b. Perbandingan realisasi TRIWULAN I tahun 2024 dengan target tahun 

2024 

Tabel 101. Realisasi Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa TRIWULAN I Tahun 
2024 dibandingkan target tahun 2024 

INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

2024 

REALISASI 

TW 1 2024 
% CAPAIAN Kategori 

Nilai Kualitas Pengelolaan 
Barang dan Jasa 

80 - - 
- 

Belum tersedia realisasi Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa pada 

triwulan I tahun 2024. Realisasi akan diperoleh pada akhir tahun 2024. 



 

 
 

 

 

c. Analisis  penyebab  keberhasilan/kegagalan  atau  

peningkatan/penurunan  kinerja  serta upaya perbaikan dan 

penyempurnaan kinerja ke depan 

Realisasi nilai kualitas pengelolaan barang dan jasa sementara untuk 

triwulan I tahun 2024 sebesar 60, Capaian nilai kualitas pengelolaan barang 

dan jasa dipengaruhi oleh 5 (lima) indikator yaitu SiRUP, E-Tendering, E-

Purchasing, Non E-Tendering dan Non E-Purchasing, serta E-Kontrak. Pada 

triwulan I terdapat 2 (dua) indikator yang belum maksimal mendapat nilai 20, 

yaitu E-Purchasing dan Non E-Tendering dan Non E-Purchasing dengan 

masing – masing capaiannya sebesar 0.  

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun 

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja 

Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk pencapaian indikator di triwulan I 

tahun 2024 antara lain melaksanakan rapat evaluasi secara rutin setiap bulan 

yang membahas: realisasi output; realisasi anggaran; dan capaian IKU serta 

kendala dan solusi untuk mengatasi semua permasalahan, telah dilakukan 

Pengumuman SiRUP tepat waktu. Setiap bulan juga telah dibahas berbagai 

cara konkrit untuk menaikkan realisasi RO (rincian output) supaya bisa 

melebihi target tanpa membutuhkan banyak biaya dalam rangka 

meningkatkan nilai kualitas pengelolaan barang dan jasa. 

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya 

Tabel 102. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan 

Jasa TRIWULAN I Tahun 2024 

REKOMENDASI 

TINDAK LANJUT KONDISI 

SEBELUM 

RENCANA 

AKSI 

KONDISI 

SETELAH 

RENCANA 

AKSI 
SELESAI 

BELUM 

RENCANA 

AKSI 
TIMELINE 

Monitoring dan 
Evaluasi 

 
Monitoring 

dan 
Evaluasi 

Triwulan II 

  

 

 



 

 
 

 

3. Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara 

a. Perbandingan target dan realisasi TRIWULAN I tahun 2024 

Tabel 103. Capaian Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara TRIWULAN I Tahun 2024 

INDIKATOR 
KINERJA 

TARGET  REALISASI 
% 

CAPAIAN 
KRITERIA 

KESIMPULAN 
EFEKTIVITAS 

Nilai Pengelolaan 

Barang Milik 

Negara (BMN) 

- - - - - 

 

Pengelolaan BMN terdiri dari berbagai aspek, yaitu Perencanaan Kebutuhan 

dan Penganggaran; Pengadaan; Penggunaan; Pemanfaatan; Pengamanan dan 

Pemeliharaan; Penilaian; Pemindahtanganan; Pemusnahan; Penghapusan; 

Penatausahaan; serta Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian. Aspek yang 

dipergunakan untuk kuantitasi adalah Penatausahaan, Penggunaan, 

Penghapusan dan Pemusnahan. 

1. Penatausahaan BMN adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, 

inventarisasi, dan pelaporan BMN sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang- undangan. Penilaian terhadap kegiatan Penatausahaan adalah 

Pelaporan Yang Baik. Pelaporan yang baik dinilai dari kualitas pelaporan 

sesuai PMK 181/PMK.06/2016 dan waktu penyampaian laporan. (Bobot 

30%) •Kualitas pelaporan (Bobot 75%) 

• Pelaporan tepat waktu (Bobot 25%). Diukur dengan membandingkan 

tanggal penyampaian Laporan BMN dengan tenggat waktu penyampaian 

Laporan BMN sebagai berikut: 

➢ Tanggal penerimaan > H+3 : Sangat tidak tepat waktu (Skor 0) 

➢ H-0 < Tanggal penerimaan ≤ H+3 : Tidak tepat waktu (Skor 25) 

➢ H-3 < tanggal penerimaan ≤ H-0 : Tepat waktu (Skor 75) 

➢ Tanggal Penerimaan ≤ H-3 : Sangat tepat waktu ( Skor 100) 

2. Ketepatan waktu penyampaian RKBMN (Bobot 10%) Diukur dengan 

membandingkan tanggal penyampaian Laporan BMN dengan tenggat waktu 

penyampaian Laporan BMN sebagai berikut: 

➢ Tanggal penerimaan > H+3 : Sangat tidak tepat waktu (Skor 0)  

➢ H-0 < Tanggal penerimaan ≤ H+3 : Tidak tepat waktu (Skor 25)  

➢ H-3 < tanggal penerimaan ≤ H-0 : Tepat waktu (Skor 75)  

➢ Tanggal Penerimaan ≤ H-3 : Sangat tepat waktu ( Skor 100)  



 

 
 

 

3. Penetapan Status Penggunaan (Bobot 20%) adalah kegiatan yang 

dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan 

BMN yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan. 

BMN yang digunakan harus ditetapkan status penggunaannya oleh 

Pengelola Barang pada instansi yang menguasai BMN tersebut (PMK 246/ 

PMK.06/2014). Persentase Penetapan Status Penggunaan (PSP) adalah: 

(Total Nilai Aset yang telah di PSP (SIMAN) / Total Aset) x 100%. 

4. Penghapusan (Bobot 20%) adalah tindakan menghapus BMN dari daftar 

barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk 

membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/ atau Kuasa 

Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang 

yang berada dalam penguasaannya (PMK 80/PMK.06/2016). Persentase 

penghapusan adalah: nilai total barang rusak berat yang diusulkan 

penghapusan/ total barang rusak berat x 100%. 

5. Pemusnahan (Bobot 20%) adalah tindakan memusnahkan fisik dan /atau 

kegunaan BMN (PMK 80/PMK.06/2016). Persentase Pemusnahan adalah: 

Nilai total barang rusak/usang yang diusulkan pemusnahan/total barang 

using/rusak x 100 %. 

 

b. Perbandingan realisasi TRIWULAN I tahun 2024 dengan target tahun 

2024 

Tabel 104. Realisasi Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) TRIWULAN I Tahun 
2024 dibandingkan target tahun 2024 

INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

2024 

REALISASI 

TW 1 2024 
% CAPAIAN KATEGORI 

Nilai Pengelolaan Barang Milik 
Negara (BMN) 

88,00 - - 
- 

Belum tersedia realisasi Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) pada 

triwulan I Tahun 2024. Realisasi akan diperoleh pada akhir Tahun 2024. 

 

c. Analisis  penyebab  keberhasilan/kegagalan  atau  

peningkatan/penurunan  kinerja  serta upaya perbaikan dan 

penyempurnaan kinerja ke depan 



 

 
 

 

Belum dapat dilakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau 

peningkatan/penurunan kinerja serta Upaya perbaikan dan penyempurnaan 

kinerja ke depan pada triwulan I Tahun 2024 karena Nilai Pengelolaan Barang 

Milik Negara (BMN) Tahun 2024 didapatkan setelah Hasil Penilaian Barang 

Milik Negara (BMN) dilakukan pada akhir tahun 2024. 

 

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun 

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja 

Kegiatan yang perlu dilaksanakan untuk pencapaian indikator tahun 2024 

antara lain melaksanakan rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, 

inventarisasi, dan pelaporan BMN secara cermat, melakukan penyampaian 

RKBMN secara tepat waktu, melakukan PSP dan memonitoringnya hingga 

proses selesai, mengajukan pemusnahan barang persediaan dan penghapusan 

aset sampai proses selesai. 

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya 

Karena IKU Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) termasuk IKU baru 

yang disertakan ke dalam laporan kinerja, maka belum ada tindak lanjut 

rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya. 

Tabel 105. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara 

TRIWULAN I Tahun 2024 

REKOMENDASI 

TINDAK LANJUT KONDISI 

SEBELUM 

RENCANA 

AKSI 

KONDISI 

SETELAH 

RENCANA 

AKSI 

SELESAI 

BELUM 

RENCANA AKSI TIMELINE 

Tidak ada 
rekomendasi 
dari periode 

(triwulan atau 
tahun) 

sebelumnya 
karena 

merupakan IKU 
baru 

- 

Kegiatan yang 
perlu 
dilaksanakan 
untuk 
pencapaian 
indikator tahun 
2024 antara lain 
melaksanakan 
rangkaian 
kegiatan yang 
meliputi 
pembukuan, 
inventarisasi, dan 
pelaporan BMN 
secara cermat, 
melakukan 

penyampaian 

Sepanjang 
tahun 
2024 

- - 



 

 
 

 

RKBMN secara 
tepat waktu, 
melakukan PSP 
dan 
memonitoringnya 
hingga proses 
selesai, 
mengajukan 
pemusnahan 
barang 
persediaan dan 
penghapusan 
aset sampai 

proses selesai. 

 

 

 

 

4. Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri 

a. Perbandingan target dan realisasi TRIWULAN I tahun 2024 

Tabel 106. Capaian Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri TRIWULAN 

I Tahun 2024 

INDIKATOR KINERJA TARGET  REALISASI % CAPAIAN KATEGORI 

Presentase Realisasi Penggunaan 

Produk dalam Negeri 
- - - - 

Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri pada tiap-tiap satuan kerja 

di lingkungan BPOM adalah :  

1. Perencanaan Belanja PDN yang diumumkan pada RUP. Dihitung 

berdasarkan Nilai Paket Pengadaan yang ditagging PDN pada SiRUP 

terhadap Nilai Pengadaan Barang/Jasa yang diumumkan pada Satker 

tersebut (70%).  

2.  Realisasi Pemilihan Belanja PDN. Dihitung berdasarkan Realisasi 

Pemilihan Paket Pengadaan dibandingkan terhadap Perencanaan Belanja 

PDN yang diumumkan pada RUP di Satker tersebut (30%).  

 

b. Perbandingan realisasi TRIWULAN I tahun 2024 dengan target tahun 

2024 

Tabel 107. Realisasi Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri TRIWULAN 
I Tahun 2024 dibandingkan target tahun 2024 

INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

2024 

REALISASI 

TW 1 2024 
% CAPAIAN Kategori 



 

 
 

 

Presentase Realisasi 
Penggunaan Produk dalam 

Negeri 

60 - - 
- 

 

Belum tersedia realisasi Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam 

Negeri pada triwulan I tahun 2024. Realisasi akan diperoleh pada akhir 

tahun 2024. 

 

c. Analisis  penyebab  keberhasilan/kegagalan  atau  

peningkatan/penurunan  kinerja  serta upaya perbaikan dan 

penyempurnaan kinerja ke depan 

Realisasi persentase realisasi penggunaan produk dalam negeri sementara 

untuk triwulan I tahun 2024 sebesar 23,78,  

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun 

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja 

Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk pencapaian indikator di triwulan I 

tahun 2024 antara lain melaksanakan rapat evaluasi secara rutin setiap 

bulan yang membahas: realisasi output; realisasi anggaran; dan capaian IKU 

serta kendala dan solusi untuk mengatasi semua permasalahan, telah 

dilakukan Pengumuman SiRUP tepat waktu. Percepatan pelaksanaan 

pengadaan belanja barang/jasa. 

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya 

Tabel 108. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Presentase Realisasi Penggunaan 

Produk dalam Negeri TRIWULAN I Tahun 2024 

 

REKOMENDASI 

TINDAK LANJUT KONDISI 

SEBELUM 

RENCANA 

AKSI 

KONDISI 

SETELAH 

RENCANA 

AKSI 
SELESAI 

BELUM 

RENCANA 

AKSI 
TIMELINE 

Monitoring dan 
Evaluasi 

 
Monitoring 

dan 
Evaluasi 

Triwulan II 

  

 

 



 

 
 

 

3.2.  REALISASI ANGGARAN  

Pada tahun 2024 Balai POM di Surakarta memperoleh anggaran sesuai DIPA awal 

yang diterbitkan tanggal 24 November 2023 sebesar Rp9.867.975.000,00. Realisasi 

anggaran tahun 2024 adalah Rp1.267.050.497,00 atau 12,84%. 

 

Pengelolaan anggaran Balai POM di Surakarta senantiasa sesuai dengan prinsip-

prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif 

dan efisien. Upaya yang telah dilakukan Balai POM di Surakarta dalam pengelolaan 

anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah :  

a. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala.  

b. Revisi anggaran untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan.  

c. Percepatan pengadaan barang dan jasa. 

 

Untuk pengukuran efisiensi suatu kegiatan, fokusnya adalah indikator input dan 

output kegiatan tersebut. Dalam hal ini, efisiensi diukur berdasarkan capaian suatu 

kegiatan dibandingkan dengan penggunaan input yang lebih sedikit tetapi 

menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama 

dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian 

output sama/lebih tinggi daripada persentase input yang digunakan. Efisiensi suatu 

kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar 

efisiensi (SE). 

 

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian 

input, sesuai rumus berikut: 

 

 

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan 

dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks 

efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1 (satu). Selanjutnya, efisiensi suatu 

kegiatan ditentukan dengam membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula 

logika berikut: 



 

 
 

 

Jika IE > SE, maka kegiatan dianggap efisien 

Jika IE < SE, maka kegiatan dianggap tidak efisien 

 

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat 

efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang 

terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut: 

 

 

 

Tingkat efisiensi anggaran yang dilaksanakan Balai POM di Surakarta Tahun 

Anggaran 2024 sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini : 

 

Tabel 14. Tingkat Efisiensi Anggaran Tiap Program/Kegiatan/Output Balai POM di 

Surakarta tahun 2024  

 

Pada tahun 2024 Balai POM di Surakarta melaksanakan 20 (dua puluh) kegiatan 

utama untuk mendukung pencapaian 11 (sebelas) sasaran strategis dengan hasil 8 

kegiatan efisien. Nilai Tingkat Efisiensi (TE) kegiatan diperoleh bervariasi antara -1 

sampai 11,18. Dalam hal ini, semakin tinggi TE maka semakin rendah 

ketidakefisienan yang terjadi.  



 

 
 

 

 

Berdasarkan data tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Balai POM di Surakarta 

belum mampu menghasilkan kinerja yang optimal untuk mencapai tujuan dan 

sasaran strategis melalui pelaksanaan kegiatan. Dalam konteks ini, tingkat efisiensi 

adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah 

menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula 

sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan didasarkan pada rasio antara output dan 

input, dalam bentuk anggaran. Kedepan, pengukuran efisiensi kegiatan perlu 

mempertimbangkan input yang lain, dengan dukungan data yang lebih memadai. 

Pengukuran efisiensi kegiatan secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran. 

 

  



 

 
 

 

BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1.  KESIMPULAN 

Tahun 2021 merupakan tahun awal dari periode Rencana Strategis Balai POM di 

Surakarta Tahun 2021-2024. Pada TRIWULAN I tahun 2024 ini evaluasi kinerja 

didasarkan pada Perjanjian Kerja Tahun 2024 yang mengacu pada Renstra Balai 

POM di Surakarta Tahun 2021-2024 dan DIPA Tahun 2024. Untuk menunjang 

pencapaian sasaran strategis dan indikator, telah dilakukan 20 kegiatan utama.  

1) Pada TRIWULAN I tahun 2024 dari 11 sasaran strategis Balai POM di 

Surakarta telah berhasil mencapai target 5 sasaran strategis dengan kategori 

“Sangat Baik”, 1 sasaran strategis dengan kategori “Baik” dan 1 sasaran 

strategis dengan kategori “Kurang” dan 4 sasaran strategis belum memiliki 

capaian karena baru diukur pada akhir tahun 2024 

2) Hasil capaian tiap sasaran strategis pada TRIWULAN I tahun 2024 adalah 

sebagai berikut :  

a) Capaian indikator pada sasaran strategis pertama sebesar 107,74% 

dengan kategori Sangat Baik, menunjukkan keberhasilan Balai POM di 

Surakarta dalam mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat 

di wilayah kerja Balai POM di Surakarta pada TRIWULAN I tahun 2024 

b) Capaian indikator pada sasaran strategis kedua sebesar 101,58% dengan 

kategori Sangat Baik, menunjukkan keberhasilan Balai POM di Surakarta 

dalam meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan 

serta pelayanan publik Balai POM di Surakarta pada TRIWULAN I tahun 

2024 

c) Capaian indikator pada sasaran strategis ketiga sebesar 100,03% dengan 

kategori Sangat Baik, menunjukkan keberhasilan Balai POM di Surakarta 

dalam meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan 

Makanan di wilayah kerja Balai POM di Surakarta pada TRIWULAN I 

tahun 2024 

d) Capaian indikator pada sasaran strategis keempat sebesar 109,86% 

dengan kategori Sangat Baik, menunjukkan keberhasilan Balai POM di 



 

 
 

 

Surakarta dalam meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan 

pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Surakarta 

pada TRIWULAN I tahun 2024; 

e) Capaian indikator pada sasaran strategis kelima sebesar 106,30% dengan 

kategori Sangat Baik, menunjukkan keberhasilan Balai POM di Surakarta 

dalam penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai 

POM di Surakarta; 

f) Capaian indikator pada sasaran strategis keenam sebesar 100,00% 

dengan kategori Sangat Baik, menunjukkan keberhasilan Balai POM di 

Surakarta dalam Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan 

informasi pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di 

Surakarta; 

g) Pada TRIWULAN I tahun 2024, sasaran strategis ketujuh yaitu 

“Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu 

Obat dan Makanan” belum dapat diukur. Namun Balai POM di Surakarta 

tetap melakukan upaya untuk mewujudkan sasaran strategis tersebut; 

h) Pada TRIWULAN I tahun 2024, sasaran strategis kedelapan yaitu 

“Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja 

pengawasan Obat dan Makanan” belum dapat diukur. Namun Balai POM 

di Surakarta tetap melakukan upaya untuk mewujudkan sasaran 

strategis tersebut; 

i) Pada TRIWULAN I tahun 2024, sasaran strategis kesembilan yaitu 

“Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Surakarta yang 

optimal” belum dapat diukur. Namun Balai POM di Surakarta tetap 

melakukan upaya untuk mewujudkan sasaran strategis tersebut; 

j) Pada TRIWULAN I tahun 2024, sasaran strategis kesepuluh yaitu 

“Terwujudnya SDM Balai POM di Surakarta yang berkinerja optimal” 

belum dapat diukur. Namun Balai POM di Surakarta tetap melakukan 

upaya untuk mewujudkan sasaran strategis tersebut; 

k) Capaian indikator pada sasaran strategis kesebelas sebesar 56,45% 

dengan kategori Kurang, menunjukkan perlu upaya lebih agar Balai POM 

di Surakarta dapat mencapai target pada triwulan selanjutnya 

dalam mengelola keuangan Balai POM di Surakarta. 



 

 
 

 

3) Dari 20 kegiatan utama yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian 

sasaran, terdapat 8 kegiatan yang efisien dan 12 kegiatan yang tidak efisien. 

Nilai Tingkat Efisiensi (TE) kegiatan diperoleh bervariasi antara –1,00 sampai 

11,18. 

 

4.2.  SARAN 

1) Melakukan tindak lanjut dengan berbagai upaya terhadap sasaran strategis 

yang belum mencapai kategori Tercapai/Melampaui pada TRIWULAN I tahun 

2024. 

2) Mereviu target indikator triwulan dan tahunan, khususnya untuk indikator 

yang mempunyai capaian tidak dapat disimpulkan (di atas 120%). 

3) Melakukan pemantauan terhadap tingkat efisiensi kegiatan utama, 

khususnya kegiatan utama yang tidak efisiensi pada TRIWULAN I tahun 2024. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

LAMPIRAN I 

1. PERJANJIAN KINERJA  

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

2. PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN 

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TRIWULAN I TAHUN 2024 

BALAI POM DI SURAKARTA 

Target Realisasi Capaian Pagu Realisasi Capaian

a b c D e=(d/cx100) F G h=(g/fx100)

1 Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT 13 3 23,1        74.945.000          3.401.800 4,5

2
Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan 

oleh UPT
71 9 12,7        68.439.000        14.878.910 21,7

3
Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui 

KIE
258 82 31,8        77.400.000        12.262.291 15,8

4 Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan 1 0 25,0      523.236.000        74.442.873 14,2

5
Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan 

Makanan oleh UPT
34 8 23,5        52.222.000          2.245.450 4,3

6
Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh 

Indonesia
1 0 25,0        57.000.000                           - 0,0

7 Perangkat pengolah data dan komunikasi 7 0 25,0        59.000.000                           - 0,0

8
Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang 

sesuai Good Laboratory Practice
1 0,08 8,0      146.668.000        11.759.600 8,0

9
Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Loka 

POM Kota Surakarta
3 0 0,0      311.547.000        29.640.997 9,5

10
Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) 

aman
8 0 24,0      285.941.000          5.635.000 2,0

11 Desa Pangan Aman 1 0 17,0      138.313.000        16.365.250 11,8

12 Pasar aman dari bahan berbahaya 1 0 20,0        62.340.000          2.229.000 3,6

13
UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh 

UPT
12 0 0,0        44.819.000          4.062.500 9,1

14 Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT 65 17 26,2        36.879.000          3.070.690 8,3

15
Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen 

Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT
164 40 24,4        59.687.000          8.520.685 14,3

16 Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh UPT 20 5 25,0          4.891.000          1.255.000 25,7

17
Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh 

UPT
63 11 17,5        91.375.000        11.851.800 13,0

18

Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, 

Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh 

UPT

320 73 22,8      290.809.000        50.559.223 17,4

19
Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang 

sesuai Good Laboratory Practice
1 0 0,0  3.116.618.000                           - 0,0

20 Layanan Dukungan Manajemen Internal 1 0 25,0  4.365.846.000  1.014.869.428 23,2

No Program/Kegiatan/Output
Volume Anggaran

 



 

 
 

 

 

3. PENGUKURAN TINGKAT EFISIENSI KINERJA 

 

Target Realisasi Input Pagu Realisasi Output

1
Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan 

oleh UPT
13 3 23,10 74.945.000        3.401.800          4,54 5,09 1,00 4,09 75 % Tidak Efisien

2
Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang 

Diselesaikan oleh UPT
71 9 12,70 68.439.000        14.878.910        21,74 0,58 1,00 -0,42 75 % Tidak Efisien

3
Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya 

melalui KIE
258 82 31,80 77.400.000        12.262.291        15,84 2,01 1,00 1,01 86% Efisien

4
Laporan koordinasi pengawasan Obat dan 

Makanan
1 0 25,00 523.236.000     74.442.873        14,23 1,76 1,00 0,76 90 % Efisien

5
Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan 

Makanan oleh UPT
34 8 23,50 52.222.000        2.245.450          4,30 5,47 1,00 4,47 75 % Tidak Efisien

6
Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh 

Indonesia
1 0 25,00 57.000.000        -                           0,00 0,00 1,00 -1,00 75 % Tidak Efisien

7 Perangkat pengolah data dan komunikasi 7 0 25,00 59.000.000        -                           0,00 0,00 1,00 -1,00 75 % Tidak Efisien

8
Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan 

yang sesuai Good Laboratory Practice
1 0,08 8,00 146.668.000     11.759.600        8,02 1,00 1,00 0,00 100% Efisien

9
Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan 

di Loka POM Kota Surakarta
3 0 0,00 311.547.000     29.640.997        9,51 0,00 1,00 -1,00 75 % Tidak Efisien

10
Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah 

(PJAS) aman
8 0 24,00 285.941.000     5.635.000          1,97 12,18 1,00 11,18 75 % Tidak Efisien

11 Desa Pangan Aman 1 0 17,00 138.313.000     16.365.250        11,83 1,44 1,00 0,44 92 % Efisien

12 Pasar aman dari bahan berbahaya 1 0 20,00 62.340.000        2.229.000          3,58 5,59 1,00 4,59 75 % Tidak Efisien

13
UMKM yang didampingi dalam pemenuhan 

standar oleh UPT
12 0 0,00 44.819.000        4.062.500          9,06 0,00 1,00 -1,00 75 % Tidak Efisien

14 Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT 65 17 26,20 36.879.000        3.070.690          8,33 3,15 1,00 2,15 75 % Tidak Efisien

15

Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan 

Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai 

Standar oleh UPT

164 40 24,40 59.687.000        8.520.685          14,28 1,71 1,00 0,71 90 % Efisien

16
Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh 

UPT
20 5 25,00 4.891.000          1.255.000          25,66 0,97 1,00 -0,03 75 % Tidak Efisien

17
Sarana Produksi Obat dan Makanan yang 

Diperiksa oleh UPT
63 11 17,50 91.375.000        11.851.800        12,97 1,35 1,00 0,35 95 % Efisien

18

Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, 

Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan 

yang Diperiksa oleh UPT

320 73 22,80 290.809.000     50.559.223        17,39 1,31 1,00 0,31 95 % Efisien

19
Alat Laboratorium pengawasan Obat dan 

Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice
1 0 0,00 3.116.618.000  -                           0,00 0,00 1,00 -1,00 75 % Tidak Efisien

20 Layanan Dukungan Manajemen Internal 1 0 25,00 4.365.846.000  1.014.869.428  23,25 1,08 1,00 0,08 100 % Efisien

KategoriNo Program/Kegiatan/Output
Capaian Target

IE SE TE Kategori

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

4. PENGUKURAN NPS 

 

Target 

2024

Target 

s.d TW I

Realisasi 

s.d TW I

Capaian 

terhadap 

Target  

TW I

Capaian 

terhadap 

Target Tahun 

2024

1 Persentase Obat yang 

memenuhi syarat 
97,40% 97,40% 100,00% 102,67% 102,67%

2 Persentase Makanan yang 

memenuhi syarat 
95,40% 95,40% 100,00% 104,82% 104,82%

3 Persentase Obat yang aman 

dan bermutu berdasarkan 

hasil pengawasan 
90,00% 90,00% 100,00% 111,11% 111,11%

4 Persentase Makanan yang 

aman dan bermutu 

berdasarkan hasil 

pengawasan 

97,60% 97,60% 100,00% 102,46% 102,46%

5 Persentase pangan 

fortifikasi yang memenuhi 

syarat
85,00% 85,00% 100,00% 117,65% 117,65%

107,74% 107,74%

2

Meningkatnya kesadaran 

masyarakat terhadap 

keamanan dan mutu 

Obat dan Makanan

1 Indeks kesadaran 

masyarakat (awareness 

index) terhadap Obat dan 

Makanan yang aman dan 

bermutu

72,56% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

1 Indeks kepuasan pelaku 

usaha terhadap pemberian 

bimbingan dan

pembinaan pengawasan 

90,40% 0,00% 0,00%

2 Indeks Kepuasan 

masyarakat atas kinerja 

pengawasan Obat dan 

Makanan

74,41% 0,00% 0,00%

3 Indeks Kepuasan 

Masyarakat terhadap 

Layanan Publik BPOM
95,75% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

107,74% 107,74%

No

1

3

Sasaran Strategis 

Terwujudnya Obat dan 

Makanan yang 

memenuhi syarat di 

wilayah kerja Balai POM 

di Surakarta

Meningkatnya kepuasan 

pelaku usaha dan 

masyarakat terhadap 

kinerja pengawasan Obat 

dan

Makanan

NILAI PENCAPAIAN PERSEKTIF

NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)

NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)

NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)

Nama Indikator

2024

 



 

 
 

 

4 Meningkatnya 

efektivitas pemeriksaan 

sarana Obat dan 

Makanan serta 

pelayanan publik di 

wilayah kerja Balai 

POM di  Surakarta

1 Persentase 

keputusan/rekomendasi 

hasil inspeksi sarana 

produksi dan distribusi 

yang dilaksanakan

99,30% 99,30% 100,00% 100,70% 100,70%

2 Persentase 

keputusan/rekomendasi 

hasil inspeksi yang 

ditindaklanjuti oleh 

pemangku kepentingan

92,90% 92,90% 100,00% 107,64% 107,64%

3 Persentase keputusan 

penilaian sertifikasi yang 

diselesaikan tepat waktu

95,00% 95,00% 70,27% 73,97% 73,97%

4 Persentase sarana 

produksi Obat dan 

Makanan yang memenuhi 

ketentuan 

60,00% 60,00% 72,73% 121,22% 121,22%

5 Persentase sarana 

distribusi Obat dan 

Makanan yang memenuhi 

ketentuan

71,00% 71,00% 73,97% 104,18% 104,18%

6  Indeks Pelayanan Publik 3.55% 0,00% 0,00%

7 Persentase UMKM yang 

memenuhi standar 

produksi pangan olahan 

dan/atau pembuatan OT 

dan Kosmetik yang baik

94,00% 30,00% 30,53% 101,77% 32,48%

8 Persentase Keterlibatan 

UPT dalam Program 

Sediaan Farmasi Makanan 

Minuman serta

Program Pemberdayaaan 

Masyarakat Bidang 

Kesehatan di 

Provinsi/Kabupaten/Kota

95,00% 0,00% 0,00%

5

Meningkatnya 

efektivitas komunikasi, 

informasi, edukasi Obat 

dan Makanan di wilayah 

kerja Balai

No Sasaran Strategis Nama Indikator

2024

Target 

2024

Target 

s.d TW I

Realisasi 

s.d TW I

Capaian 

terhadap 

Target  

TW I

Capaian 

terhadap 

Target Tahun 

2024

NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS) 101,58% 90,03%

NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS) 100,03% 40,28%

NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS) 109,86% 25,14%

NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS) 106,30% 13,63%

NILAI PENCAPAIAN PERSEKTIF 104,44% 42,27%

 POM di 

Surakarta

1 Tingkat Efektifitas KIE 

Obat dan Makanan 
96,00 96,00 96,11 100,11% 100,11%

2 Jumlah sekolah dengan 

Pangan Jajanan Anak 

Sekolah (PJAS)

Aman

8,00 24,00 24,00 100,00% 24,00%

3 Jumlah desa pangan aman 1,00 17,00 17,00 100,00% 17,00%

4 Jumlah pasar aman dari 

bahan berbahaya
1,00 20,00 20,00 100,00% 20,00%

6 Meningkatnya 

efektivitas pemeriksaan 

produk dan pengujian 

Obat dan Makanan di 

wilayah kerja Balai 

POM di Surakarta

1 Persentase sampel Obat 

yang diperiksa dan diuji 

sesuai standar

116,19% 24,40%

2 Persentase sampel 

makanan yang diperiksa 

dan diuji sesuai standar

103,52% 25,88%

7 Meningkatnya 

efektivitas penindakan 

kejahatan Obat dan 

Makanan di wilayah 

kerja Balai POM di 

Surakarta

1 Persentase keberhasilan 

penindakan kejahatan di 

bidang Obat dan Makanan
10,63% 106,30% 13,63%

50,00% 10,50% 12,20%

50,00% 12,50% 12,94%

78,00% 10,00%

 



 

 
 

 

Target 

2024

Target 

s.d TW I

Realisasi 

s.d TW I

Capaian 

terhadap 

Target  

TW I

Capaian 

terhadap 

Target Tahun 

2024

1 Indeks RB UPT

75,00% 0,00% 0,00%

2 Nilai AKIP UPT 78,66% 0,00% 0,00%

3 Nilai Pengelolaan 

Kearsipan
76,64% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

9 Terwujudnya SDM Balai 

POM di Surakarta yang 

berkinerja optimal

1 Indeks Profesionalitas ASN 

Balai POM di Surakarta 90,64 0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

1 Persentase pemenuhan 

laboratorium pengujian 

Obat dan

Makanan sesuai standar 

GLP

40,00 0,00% 0,00%

2 Indeks pengelolaan data 

dan informasi UPT yang 

optimal

3,00 3,00 3,00 100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

1 Nilai Kinerja Anggaran 90,51 64,00 36,13 56,45% 39,92%

2 Nilai Kualitas Pengelolaan 

Barang dan Jasa
80,00 0,00% 0,00%

3 Nilai Pengelolaan Barang 

Milik Negara
88,00 0,00% 0,00%

4 Persentase Realisasi 

penggunaan produk dalam 

negeri
60,00 0,00% 0,00%

56,45% 39,92%

78,23% 69,96%

96,80% 73,32%

Nama Indikator

2024

NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)

NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)

NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)

NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)

Terwujudnya tata kelola 

pemerintahan Balai POM 

di Surakarta yang 

optimal

Menguatnya 

laboratorium, 

pengelolaan data dan 

informasi pengawasan 

Obat dan Makanan

Terkelolanya Keuangan 

Balai POM di Surakarta 

secara Akuntabel

RATA-RATA NILAI PENCAPAIAN PERSEKTIF

NILAI PENCAPAIAN SASARAN TOTAL

No

8

10

11

Sasaran Strategis 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

LAMPIRAN II 

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA 

 

1. RAPK KEGIATAN SAMPLING DAN PENGUJIAN 

1 Obat

Random
Kota Surakarta 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Targeted
Kota Surakarta 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Obat Tradisional

Random
Kota Surakarta 25 2 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 2

25 2 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 2

Targeted
Kota Surakarta 10 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1

10 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1

35 3 0 0 0 0 3 3 3 0 0 0 3

3 Obat Kuasi

Random
Kota Surakarta 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1

1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1

Targeted
Kota Surakarta 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1

4
Suplemen 

Kesehatan

Random
Kota Surakarta 6 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1

6 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1

Targeted
Kota Surakarta 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1

5 Kosmetik 

Random
Kota Surakarta 49 7 0 0 0 0 7 6 6 0 0 1 6

49 7 0 0 0 0 7 6 6 0 0 1 6

Targeted
Kota Surakarta 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

69 7 0 0 0 0 7 6 6 0 0 1 6

6 Rokok Targeted
Kota Surakarta 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kota Surakarta 121 11 0 0 0 0 11 10 0 0 1

121 11 0 0 0 0 11 10 0 0 1

Kota Surakarta 43 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0

43 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0

Kota Surakarta 164 12 0 0 0 0 12 11 11 0 0 1

164 12 0 0 0 0 12 11 11 0 0 1

1

Pangan
Random

Kota Surakarta 46 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1

46 1 0 0 0 0 1 1 1 0

No Jenis Produk
Metode 

Sampling
UPT

Target     

1 tahun 

sesuai 

pedoman 

sampling

s.d Januari

Jumlah 

sampling 

Januari

TMK TMK 

Label / 

Penan 

daan

Jumlah 

sampel 

masuk 

Lab

Jumlah 

Sampel 

yang 

diuji

Hasil uji
Total 

TMS 

yang 

diperiksa

Belum 

selesai 

uji

Jumlah 

Sampel 

Diperiksa 

dan Diuji 

Sesuai 

Standar

MS TMS*
 TIE/ Ilegal/ 

Palsu
Kadaluarsa  rusak

Sampel obat, Obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan yang diperiksa sesuai standar

TOTAL

TOTAL

TOTAL RANDOM DAN 

TARGETED

TOTAL

TOTAL

TOTAL RANDOM DAN 

TARGETED

TOTAL

TOTAL

TOTAL RANDOM DAN 

TARGETED

TOTAL

TOTAL

TOTAL RANDOM DAN 

TARGETED

TOTAL

TOTAL

TOTAL RANDOM DAN 

TARGETED

TOTAL

TOTAL

Random
10 10

TOTAL 10 10

Targeted
1 1

TOTAL 1 1

TOTAL OBAT, OT, KUASI, 

SK, KOS, ROKOK

11

TOTAL 11

Sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar

 (selain 

Fortifikasi)

TOTAL

TOTAL

TOTAL RANDOM DAN 

TARGETED
5

TOTAL 0

TOTAL 

PANGAN

0 0 1

Targeted
Kota Surakarta 19 4 4 4 4 0 0 0 4

19 4 0 0 0 0 4 4 4 0 0 0 4

65 5 0 0 0 0 5 5 5 0 0 0

2 Fortifikasi Targeted
Kota Surakarta 20 0 0 0 0 0 0 0 0

20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Random 46 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1

Targeted 39 4 0 0 0 0 4 4 4 0 0 0 4

TOTAL 85 5 0 0 0 0 5 5 5 0 0 0 5  



 

 
 

 

1 Obat

Random
Kota Surakarta 4 0 0 0 0 4 4 4 0 0 0 4

4 0 0 0 0 4 4 4 0 0 0 4

Targeted
Kota Surakarta 2 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 2

2 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 2

6 0 0 0 0 6 6 6 0 0 0 6

2  

Random
Kota Surakarta 4 0 0 0 0 4 4 4 0 0 0 4

4 0 0 0 0 4 4 4 0 0 0 4

Targeted
Kota Surakarta 2 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 2

2 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 2

6 0 0 0 0 6 6 6 0 0 0 6

3 Obat Kuasi

Random
Kota Surakarta 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1

1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1

Targeted
Kota Surakarta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1

4
Suplemen 

Kesehatan

Random
Kota Surakarta 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1

1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1

Targeted
Kota Surakarta 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1

1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1

2 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 2

5 Kosmetik 

Random
Kota Surakarta 13 0 0 0 0 13 13 13 0 0 0 13

13 0 0 0 0 13 13 13 0 0 0 13

Targeted
Kota Surakarta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 0 0 0 0 13 13 13 0 0 0 13

6 Rokok Targeted
Kota Surakarta 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kota Surakarta 23 0 0 0 0 23 23 0 0 0

23 0 0 0 0 23 23 0 0 0

Kota Surakarta 5 0 0 0 0 5 5 0 0 0

5 0 0 0 0 5 5 0 0 0

Kota Surakarta 28 0 0 0 0 28 28 28 0 0 0

28 0 0 0 0 28 28 28 0 0 0

1

Pangan
Random

Kota Surakarta 7 0 0 0 0 7 7 7 0 0 0 7

7 0 0 0 0 7 7 7 0 0 0 7

Targeted
Kota Surakarta 4 4 4 4 0 0 0 4

4 0 0 0 0 4 4 4 0 0 0 4

11 0 0 0 0 11 11 11 0

No Jenis Produk
Metode 

Sampling
UPT

s.d Februari

Jumlah 

sampling 

Februari

TMK TMK 

Label / 

Penan 

daan

Jumlah 

sampel 

masuk Lab

Jumlah 

Sampel 

yang diuji

Hasil uji
Total 

TMS 

yang 

diperik

sa

Belum 

selesai 

uji

Jumlah 

Sampel 

Diperik

sa dan 

Diuji 

Sesuai 

 TIE/ 

Ilegal/ 

Palsu

Kadalu

arsa
 rusak

Sampel obat, Obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan yang diperiksa sesuai standar

TOTAL

TOTAL

TOTAL RANDOM DAN 

TARGETED

TOTAL

TOTAL

TOTAL RANDOM DAN 

TARGETED

TOTAL

TOTAL

TOTAL RANDOM DAN 

TARGETED

TOTAL

TOTAL

TOTAL RANDOM DAN 

TARGETED

TOTAL

TOTAL

TOTAL RANDOM DAN 

TARGETED

TOTAL

TOTAL

Random
23 23

TOTAL 23 23

Targeted
5 5

TOTAL 5 5

TOTAL OBAT, OT, KUASI, 

SK, KOS, ROKOK

28

TOTAL 28

Sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar

 (selain 

Fortifikasi)

TOTAL

TOTAL

TOTAL RANDOM DAN 

TARGETED
11

TOTAL 0

TOTAL 

PANGAN

MS
TMS*

0 0

2 Fortifikasi Targeted
Kota Surakarta 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Random 7 0 0 0 0 7 7 7 0 0 0 7

Targeted 4 0 0 0 0 4 4 4 0 0 0 4

TOTAL 11 0 0 0 0 11 11 11 0 0 0 11  



 

 
 

 

1 Obat

Random
Kota Surakarta 6 0 0 0 0 6 6 6 0 0 0 6

6 0 0 0 0 6 6 6 0 0 0 6

Targeted
Kota Surakarta 2 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 2

2 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 2

8 0 0 0 0 8 8 8 0 0 0 8

2 Obat Tradisional

Random
Kota Surakarta 7 0 0 0 0 7 7 7 0 0 0 7

7 0 0 0 0 7 7 7 0 0 0 7

Targeted
Kota Surakarta 2 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 2

2 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 2

9 0 0 0 0 9 9 9 0 0 0 9

3 Obat Kuasi

Random
Kota Surakarta 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1

1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1

Targeted
Kota Surakarta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1

4
Suplemen 

Kesehatan

Random
Kota Surakarta 2 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 2

2 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 2

Targeted
Kota Surakarta 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1

1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1

3 0 0 0 0 3 3 3 0 0 0 3

5 Kosmetik 

Random
Kota Surakarta 19 0 0 0 0 19 18 18 0 0 1 18

19 0 0 0 0 19 18 18 0 0 1 18

Targeted
Kota Surakarta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 0 0 0 0 19 18 18 0 0 1 18

6 Rokok Targeted
Kota Surakarta 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kota Surakarta 35 0 0 0 0 35 34 0 0 1

35 0 0 0 0 35 34 0 0 1

Kota Surakarta 5 0 0 0 0 5 5 0 0 0

5 0 0 0 0 5 5 0 0 0

Kota Surakarta 40 0 0 0 0 40 39 39 0 0 1

40 0 0 0 0 40 39 39 0 0 1

1

Pangan
Random

Kota Surakarta 11 0 0 0 0 11 11 11 0 0 0 11

11 0 0 0 0 11 11 11 0 0 0 11

Targeted
Kota Surakarta 6 0 6 6 6 0 0 0 6

6 0 0 0 0 6 6 6 0 0 0 6

17 0 0 0 0 17

No Jenis Produk
Metode 

Sampling
UPT

s.d Maret

Jumlah 

sampling 

Maret

TMK TMK 

Label / 

Penan 

daan

Jumlah 

sampel 

masuk Lab

Jumlah 

Sampel 

yang diuji

Hasil uji
Total 

TMS 

yang 

diperik

sa

Belum 

selesai 

uji

Jumlah 

Sampel 

Diperik

sa dan 

Diuji 

Sesuai 

TMS* TIE/ 

Ilegal/ 

Palsu

Kadalu

arsa
 rusak

Sampel obat, Obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan yang diperiksa sesuai standar

TOTAL

TOTAL

TOTAL RANDOM DAN 

TARGETED

TOTAL

TOTAL

TOTAL RANDOM DAN 

TARGETED

TOTAL

TOTAL

TOTAL RANDOM DAN 

TARGETED

TOTAL

TOTAL

TOTAL RANDOM DAN 

TARGETED

TOTAL

TOTAL

TOTAL RANDOM DAN 

TARGETED

TOTAL

TOTAL

Random
34 34

TOTAL 34 34

Targeted
5 5

TOTAL 5 5

TOTAL OBAT, OT, KUASI, 

SK, KOS, ROKOK

39

TOTAL 39

Sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar

 (selain 

Fortifikasi)

TOTAL

TOTAL

TOTAL RANDOM DAN 

TARGETED
17

TOTAL 5

TOTAL 

PANGAN

MS

17 17 0 0 0

2 Fortifikasi Targeted
Kota Surakarta 5 5 5 5 5 0 0 0 5

5 0 0 0 5 5 5 5 0 0 0

Random 11 0 0 0 0 11 11 11 0 0 0 11

Targeted 11 0 0 0 5 11 11 11 0 0 0 11

TOTAL 22 0 0 0 5 22 22 22 0 0 0 22  
2. RAPK INDEKS KESADARAN MASYARAKAT (AWARENESS INDEX) TERHADAP OBAT 

DAN MAKANAN AMAN DAN BERMUTU 

- 

 

3. RAPK INDEKS KEPUASAN PELAKU USAHA TERHADAP PEMBERIAN BIMBINGAN 

DAN PEMBINAAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN 

- 

 

4. RAPK INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT ATAS KINERJA PENGAWASAN OBAT DAN 

MAKANAN 

- 



 

 
 

 

 

5. RAPK INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN PUBLIK BPOM 

- 

 

6. RAPK RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL 

INSPEKSI SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI YANG DILAKSANAKAN 

TL 

(pembilang)

Rekomendasi 

(Penyebut)

% Rek yang 

diTL (capaian)

TL 

(pembilang)

Rekomendasi 

(Penyebut)

% Rek yang 

diTL (capaian)

TL 

(pembilang)

Rekomendasi 

(Penyebut)

% Rek yang 

diTL (capaian)

Obat Surakarta 0 0 0 5 5 100 11 11 100

Obat 

Tradisional/ 

Obat Bahan 

Alam

Surakarta 0 0 0 0 0 0 3 3 100

Suplemen 

Kesehatan
Surakarta 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kosmetik Surakarta 0 0 0 3 3 100 6 6 100

Pangan Surakarta 0 0 0 1 1 100 2 2 100

Total Surakarta 0 0 0 9 9 100 22 22 100

Obat Surakarta 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Obat 

Tradisional/ 

Obat Bahan 

Alam

Surakarta 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Suplemen 

Kesehatan
Surakarta 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kosmetik Surakarta 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pangan Surakarta 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total Surakarta 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Obat Surakarta 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Obat 

Tradisional  / 

Obat Bahan 

Alam

Surakarta 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Suplemen 

Kesehatan
Surakarta 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kosmetik Surakarta 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pangan Surakarta 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total Surakarta 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Obat Surakarta 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Obat 

Tradisional/ 

Obat Bahan 

Alam

Surakarta 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Suplemen 

Kesehatan
Surakarta 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kosmetik Surakarta 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pangan Surakarta 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total Surakarta 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL Total Surakarta 0 0 0 9 9 100 22 22 100

UPT

s,d Januari s,d Februari s,d Maret

4

rekomendasi 

dari 

Pemangku 

Kepentingan 

terkait yang 

ditindaklanjuti/

dilaksanakan 

oleh UPT

No
Keputusan/ 

rekomendasi
Komoditi

1

keputusan 

hasil inspeksi 

yang 

diterbitkan 

oleh UPT yang 

ditindaklanjuti/

dilaksanakan 

oleh UPT

2

rekomendasi 

hasil inspeksi 

yang 

diterbitkan 

oleh Pusat 

yang 

ditindaklanjuti/

dilaksanakan 

oleh UPT

3

rekomendasi 

hasil inspeksi 

yang 

diterbitkan 

oleh UPT yang 

ditindaklanjuti/

dilaksanakan 

oleh Pusat / 

UPT lain

 
 

7. RAPK PERSENTASE KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL INSPEKSI YANG 

DITINDAKLANJUTI OLEH PEMANGKU KEPENTINGAN  

No Komoditi UPT

Komponen 

Keputusan/Rekomen

dasi

s.d Januari s.d Februari s.d Maret

TL 

(pembi 

lang)

Reko 

menda 

si 

(Penye 

but)

% Rek yang 

diTL 

(capaian)

TL (pembi 

lang)

Reko 

menda 

si 

(Penye 

but)

% Rek 

yang 

diTL 

(capai 

an)

TL (pembi 

lang)

Reko 

menda 

si 

(Penye 

but)

% Rek yang 

diTL 

(capaian)

1

Persentase 

keputusan/rekomend

asi hasil inspeksi 

yang ditindaklanjuti 

oleh pelaku usaha

Obat Surakarta

Obat Tradisional/ 

Obat Bahan Alam
Surakarta

Suplemen 

Kesehatan
Surakarta

Kosmetik Surakarta

Pangan Surakarta

2

Persentase 

keputusan/rekomend

asi hasil inspeksi 

yang ditindaklanjuti 

oleh lintas sektor

Obat Surakarta

Obat Tradisional/ 

Obat Bahan Alam
Surakarta

Suplemen 

Kesehatan
Surakarta

Kosmetik Surakarta

Pangan Surakarta

0 100 100

0 0 0 5 5 100 11 11 100

0 0 0 0 0 0 3 3 100

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 3 3 100 6 6 100

0 0 0 0 0 0 1 1 100

Total Surakarta 0 0 0 8 8 100 21 21 100

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total Surakarta 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL Surakarta 0 0 8 8 21 21  
 

 

 

 



 

 
 

 

8. RAPK KEPUTUSAN PENILAIAN SERTIFIKASI YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU 

Jumlah 

Permohonan

Jumlah 

rekomendasi/ 

sertifikat 

yang 

diterbitkan

Jumlah 

rekomendasi/ 

sertifikat 

yang 

diterbitkan 

Tepat Waktu

Jumlah 

Permohonan

Jumlah 

rekomendasi/ 

sertifikat 

yang 

diterbitkan

Jumlah 

rekomendasi/ 

sertifikat 

yang 

diterbitkan 

Tepat Waktu

Jumlah 

Permohonan

Jumlah 

rekomendasi/ 

sertifikat 

yang 

diterbitkan

Jumlah 

rekomendasi/ 

sertifikat 

yang 

diterbitkan 

Tepat Waktu

1

 Surat 

Keterangan 

Impor (SKI) 

Surat Keterangan Surakarta 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2

Surat 

Keterangan 

Ekspor (SKE)

Surat Keterangan Surakarta 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3

Rekomendasi/ 

Sertifikasi 

CPOB, 

CDOB, 

CPOTB, 

CPKB, dan 

CPPOB

Rekomendasi Surakarta 18 12 12 9 5 5 10 9 9

4

Sertifikasi  

hasil pengujian 

sampel pihak 

ketiga 

sertifikat Surakarta 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Surakarta 18 12 12 9 5 5 10 9 9

No
Rekomendasi

/ sertifikasi
Satuan UPT

Januari Februari Maret

Total  
 

9. RAPK KEGIATAN PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI 

No

Target sarana 

yang diperiksa  

1 tahun *

s.d Januari s.d Februari s.d Maret

Jumlah 

sarana yang 

diperiksa

MK

Jumlah 

sarana yang 

diperiksa

TMK

Jumlah 

sarana yang 

diperiksa

MK TMK

32.559 63 2 1 1 5 3 2 11 8 3

Sarana Produksi

Jumlah 

Sarana 

yang 

ada

TMK MK

1 Industri Farmasi (IF) 0 0 0

2 0 0 0

3

Produk Biologi/Sarana Khusus (Unit 

Transfusi Darah. Radiofarmaka. Lab 

Sel Punca)

0 0 0

4 Industri Obat Tradisional (IOT) 0 0 0

5 Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA) 0 0 0

6 Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) 1 2 3

7 0 0 1

8 0 0 1

9 0 0 0

10 0 0 0

11 1 2 3

12 0 0 0

13 0 1 3

14 0 0 0

TOTAL

5 3 0 0 0 0 0 0

Industri Bahan Baku Obat 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0

5 4 0 0 0 0 0 0

3 0 0 0

45 14 1 0 2 0 3 0

Usaha Mikro Obat Tradisional 7 3 0 0 0 0 1 0

Industri Farmasi (IF) yang 

memproduksi Suplemen Kesehatan
4 3 0 0 0 0 1 0

Industri Farmasi yang memproduksi 

Obat Kuasi
0 0 0 0

Industri Pangan (IP) yang 

memproduksi Suplemen Kesehatan
0 0 0 0

Industri Kosmetik 49 21 0 1 1 1 2 1

Industri Farmasi/Industri Obat 

Tradisional yang memproduksi 

Kosmetik

0 0 0 0

Industri Pangan 150 15 0 0 0 1 1 2

Industri Rumah Tangga Pangan 

(IRTP)
32.290 0 0 0 0 0 0 0

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

10. RAPK PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI 

No Sarana Distribusi

Jumlah 

Sarana 

yang 

ada

Target 

sarana 

yang 

diperiksa  

1 tahun 

s.d Januari s.d Februari s.d Maret

Jumlah 

sarana 

yang 

diperiksa

MK TMK

Jumlah 

sarana 

yang 

diperiksa

MK TMK

Jumlah 

sarana 

yang 

diperiksa

MK TMK

TOTAL 1.875 320 20 19 1 49 39 10 73 54 19

1 Pedagang Besar Farmasi (PBF) 1 1 2

2 Apotek 4 7 9

3 Toko Obat 0 2 2

4 1 1 1

5 Rumah Sakit (RS) 1 3 4

6 Puskemas 0 2 5

7 Klinik 2 5 5

8 0 0 0

9 0 0 0

10 2 4 8

11 2 4 6

2 7 15

0 0 0

5 13 16

69 7 1 0 1 0 2 0

691 35 3 1 5 2 6 3

71 8 0 0 0 2 0 2

Instalasi Sediaan Farmasi/Instalasi

Farmasi Pemerintah (IFP)
5 5 1 0 1 0 1 0

59 20 1 0 3 0 4 0

111 21 0 0 2 0 5 0

258 24 2 0 4 1 4 1

Lain-lain (Praktek Dokter dan Bidan) 0 0

Kantor Kesehatan Pelabuhan 0 0

Fasilitas Distribusi Obat Tradisional 258 44 2 0 2 2 4 4

Fasilitas Distribusi Suplemen 

Kesehatan
140 24 2 0 4 0 6 0

12 Fasilitas Distribusi Kosmetik 213 62 2 0 5 2 7 8

13 Klinik Kecantikan

14 Sarana Peredaran Pangan Olahan 70 5 0 12 1 15 1

 
11. RAPK INDEKS PELAYANAN PUBLIK 

- 

 

12. RAPK UMKM YANG MEMENUHI STANDAR PRODUKSI PANGAN OLAHAN 

DAN/ATAU PEMBUATAN OT DAN KOSMETIK YANG BAIK 

Jan Feb Mar

1 Penetapan target UMKM obat tradisional 10% 10% Februari 0 10 10

2
Bimtek Penerapan CPOTB dan Denah bagi 

UMKM obat tradisional
20% 30% Maret-April 0 0 10

3
Fasilitasi dalam rangka pemenuhan persyaratan 

terhadap CPOTB, (Pendampingan)
40% 70% Maret-Oktober 0 0 0

4 Sertifikasi 20% 90%
September-

November
0 0 0

5 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 10% 100% Tiap Triwulan 0 0 2,5

0 10 22,5

1
Laporan penetapan calon usaha kosmetik yang 

didampingi dari setiap UPT
10% 10% Januari 10 10 10

2
BimTek setiap tahapan (denah, CPKB, nomor 

notifikasi)
40% 50% Februari-Maret 0 20 40

3 Pelaksanaan Pendampingan 40% 90%
Februari-

November
0 2 5

4 Pelaporan kepada Dir, Deputi 2, Ka Rorenkeu 10% 100% November 0 0 0

10 32 55

1 Seleksi UMKM 10% 10% Januari-Maret 3 6 10

2 Bimtek CPPOB 20% 30% April-Mei 0 0 0

3 Fasilitasi Pendampingan 40% 70%
Juni-

September
0 0 0

4 PSB/Sertifikasi CPPOB 20% 90%
Oktober-

November
0 0 0

5 Pelaporan ke Badan POM 10% 100% Desember 0 0 0

3 6 10

29 145 4,33 16,00 29,17

Target 

UMKM 

Tahun N 

(pada DIPA)

Target 

UMKM 

s.d tahun 

N

Progres s,d, bulan (KUMULATIF)

Komoditi

Obat 

Tradisional
5 25

Total Progres

Kosmetik

Pangan 15 75

Total Progres

Rata-Rata Progres Seluruh Komoditi

No Kegiatan Bobot
Bobot 

(Kumulatif)

Total Progres

Target 

Pelaksanaan

9 45

 
 

 

 



 

 
 

 

13. RAPK TINGKAT EFEKTIFITAS KIE OBAT DAN MAKANAN 

 
 

14. RAPK JUMLAH SEKOLAH DENGAN PANGAN JAJANAN ANAK SEKOLAH (PJAS) 

AMAN 

s.d 

Januari

s.d 

Februari

s.d 

Maret

1 Adokasi Lintas Sektor PJAS 25,00 Januari – Mei 3,00 9,00 19,00

2 Sosialisasi Keamanan Pangan 10,00 Maret - Mei 3,00

3 Bimbingan Teknis Keamanan 15,00 April – Juli 

4 Pemberian Paket Edukasi/Produk 10,00 April - Nov 1,00 2,00

5 Monitoring Pemberdayaan Kader 20,00 Juli – Nov 
- Pembentukan Tim Keamanan 

- Intervensi Keamanan Pangan 

6 Sertifikasi Sekolah dengan PJAS 20,00 Agustus - Des

Total skor (Tahun N) 100,00 8 8 3,00 10,00 24,00

BPOM di 

Surakarta

8 8

Progres s.d bulan 

(KUMULATIF)

UPT Kegiatan
Pembobotan 

Progres (%)

Target 

pelaksanaan

Target 

PJAS 

Tahun N

Target 

PJAS s,d 

Tahun N

 
15. RAPK JUMLAH DESA PANGAN AMAN 

s.d 

Januari

s.d 

Februari

s.d 

Maret

1 Advokasi Kelembagaan Desa 22,00 Jan-Mei 2,00 9,00 17,00
2 Pengadaan Gimmick, Rapid Test, dll 5,00 TW1-TW2
3 Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD) 17,00 Mei-Ags
4 Bimtek Komunitas 17,00 Jun-Okt
5 Fasilitas Keamanan Pangan 11,00 Jun-Okt
6 Pengawasan Keamanan Pangan 11,00 Jun-Nov
7 Monitoring dan Evaluasi 12,00 Nov - Des
8 Lomba Desa Pangan Aman 5,00 Des

Total 100,00 1 1 2,00 9,00 17,00

1 1

BALAI POM di 

Surakarta

Target 

Desa 

Tahun N

Target 

Desa s,d 

Tahun N

UPT Kegiatan
Pembobotan 

Progres (%)

Target 

pelaksanaan

Progres (%)

  
 



 

 
 

 

16. RAPK JUMLAH PASAR AMAN DARI BAHAN BERBAHAYA 

s.d 

Januari

s.d 

Februari
s.d Maret

1 Advokasi 20,00 Jan-Mei 2 7 15
2 Survey Pasar 5,00 Jan-Mei 0 5 5
3 Bimtek Pengelola Pasar + Materi 

pelatihan Fasilitator
17,00 Apr - Juni 0 0 0

4 Monev (Sampling dan Pengujian) 

Tahap 1 Pasar 
17,00 Apr - Juni 0 0 0

5 Penyuluhan 12,00 Jun - Agustus 0 0 0
6 Kampanye 12,00 Jun - Agustus 0 0 0
7 Monev Tahap 2 (Sampling dan 

Pengujian) Pasar
17,00 Sep - Nov 0 0 0

Total 100,00 1 1 2,00 12,00 20,00

Balai POM 

di Surakarta

Progres (Capaian DJA)

UPT Kegiatan
Pembobotan 

Progres (%)

Target 

pelaksanaan

Target 

Pasar 

Tahun N

Target 

Pasar s,d 

Tahun N

 
 

17. RAPK TINGKAT KEBERHASILAN PENYIDIKAN 

UPT Tahapan

Target Realisasi 

Bobot
Capaian 

perkara

% keberhasilan 

penindakanPerkara Carry 

Over

SPDP

Tahap I

P21

Tahap II

Total

SPDP

Tahap I

P21

Tahap II

Total

TARGET TAHUN 

N 

S.D. JANUARI

Koefisien 

Tahun 

Berjalan

Koefisien 

Carry Over

Nilai 

Realisasi

Total Nilai 

Realisasi
Perkara

tahun n 

Berjalan

Perkara 

Carry 

Over

Perkara s,d 

bulan n

(sesuai target 

DIPA)

Kota 

Surakarta

3 3 1 0 0,15 0,00% 35,00% 25,00% 8,75

0 1,00 0,4 20,00%

1 0 1,00 0,3 15,00%

0 0,00 0,15 0,00%

3 1 0 1

TOTAL 3 3 1 0 0 0,15 0,00% 35,00% 25,00% 8,75

0 0 0 1,00 0,4 20,00%

0 1 0 1,00 0,3 15,00%

0 0 0 0,00 0,15 0,00%

3 1 0 1 0%  
 

UPT Tahapan

S.D. FEBRUARI

Target Realisasi 

Bobot
Capaian 

perkara

% 

keberhasilan 

penindakan

Perkara 

Carry 

Over

SPDP

Tahap I

P21

Tahap II

Total

SPDP

Tahap I

P21

Tahap II

Total

TARGET TAHUN 

N Koefisien 

Tahun 

Berjalan

Koefisien 

Carry Over

Nilai 

Realisasi

Total 

Nilai 

Realisasi

Perkara

tahun n 

Berjalan

Perkara 

Carry 

Over

Perkara 

s,d bulan 

n

(sesuai target 

DIPA)

Kota 

Surakarta

3 3 1 0 0,15 0,00% 42,50% 25,00% 10,63

0 1,00 0,4 20,00%

0 1,00 0,3 15,00%

1 0 1,00 0,15 7,50%

3 1 0 1

TOTAL 3 3 1 0 0 0,15 0,00% 42,50% 25,00% 10,63

0 0 0 1,00 0,4 20,00%

0 0 0 1,00 0,3 15,00%

0 1 0 1,00 0,15 7,50%

3 1 0 1 0%

0

 



 

 
 

 

UPT Tahapan

Target Realisasi 

Bobot
Capaian 

perkara

% keberhasilan 

penindakan
Perkara 

Carry 

Over

SPDP

Tahap I

P21

Tahap II

Total

SPDP

Tahap I

P21

Tahap II

Total

TARGET TAHUN 

N 

S.D. MARET

Koefisien 

Tahun 

Berjalan

Koefisien 

Carry 

Over

Nilai 

Realisasi

Total 

Nilai 

Realisasi

Perkara

tahun n 

Berjalan

Perkara 

Carry 

Over

Perkara s,d 

bulan n

(sesuai target 

DIPA)

Kota 

Surakarta

3 3 1 0 0,15 0,00% 42,50% 25,00% 10,63

0 1,00 0,4 20,00%

0 1,00 0,3 15,00%

1 0 1,00 0,15 7,50%

3 1 0 1

TOTAL 3 3 1 0 0 0,15 0,00% 42,50% 25,00% 10,63

0 0 0 1,00 0,4 20,00%

0 0 0 1,00 0,3 15,00%

0 1 0 1,00 0,15 7,50%

3 1 0 1 0%  
 

18.  RAPK INDEKS RB 

- 

 

19.  RAPK NILAI AKIP 

- 

 

20. RAPK INDEKS PROFESIONALITAS ASN 

- 

 

21.  RAPK PERSENTASE PEMENUHAN LABORATORIUM PENGUJIAN OBAT DAN 

MAKANAN SESUAI STANDAR GLP 

- 

 

22. RAPK INDEKS PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI UPT YANG OPTIMAL 

Januari Febuari Maret
total_akun_individu 23 27 28

total_akun_unit 1 1 1

total_individu_login 23 27 26

total_individu_aktif 23 27 26

total_unitbalai_aktif 1 1 1

Aspek Login (%) 30 30 27,86

Aspek Pemanfaatan (b) (%) 40 40 40

Aspek Pemanfaatan (c) (%) 30 30 27,86

Perhitungan (%) 100 100 95,72

Perhitungan per Bulan 100 100 98,57

Nilai Indeks per Bulan 3 3 3

Aktifitas Januari Febuari Maret
Login BOC 40 40 40

Akses BCC 60 60 60

Total 100 100 100

Perhitungan per Bulan 100 100 100

Nilai Indeks Per Bulan 3 3 3

Januari Febuari Maret

Indeks Pemanfaatan 3 3 3

Indeks Pengelolaan Data dan Informasi 3 3 3

Nilai Indeks Pemanfaatan Sistem Informasi BPOM - BOC

Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal

TW I

Indeks Pengelolaan Data dan Informasi

Nilai Indeks Pemanfaatan Sistem Informasi BPOM - Email
TW I

 



 

 
 

 

 

23. RAPK NILAI KINERJA ANGGARAN 

 
Nilai NKA : (72,25 x 50%) + (- x 50%) = 36,13 

 

24. RAPK NILAI PENGELOLAAN KEARSIPAN 

- 

 

25. RAPK NILAI KUALITAS PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 

- 

 

26.  RAPK NILAI PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA (BMN) 

- 

 

27.  RAPK PERSENTASE REALISASI PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI 

- 

 

28. CAPAIAN INDIKATOR BALAI POM DI SURAKARTA 

⚫ Indikator Presentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar 

Target 

sampel 

Obat yang 

diperiksa 1 

tahun

Sampel Obat 

yang 

diperiksa 

sesuai 

standar

Verifikasi

Sampel Obat 

yang masuk 

Laboratorium

Sampel Obat 

yang diuji 

sesuai 

standar

Verifikasi %

Balai POM di Surakarta 164 12 Benar - - Benar 3,66

TOTAL 164 12 Benar 0 0 Benar 3,66

UPT

s.d Januari

 

Target 

sampel 

Obat yang 

diperiksa 1 

tahun

Sampel 

Obat yang 

diperiksa 

sesuai 

standar

Verifikasi

Sampel Obat 

yang masuk 

Laboratorium

Sampel Obat 

yang diuji 

sesuai 

standar

Verifikasi %

Balai POM di Surakarta 164 28 Benar - - Benar 8,54

TOTAL 164 28 Benar 0 0 Benar 8,54

UPT

s.d Februari

 

Target 

sampel 

Obat yang 

diperiksa 1 

tahun

Sampel 

Obat yang 

diperiksa 

sesuai 

standar

Verifikasi

Sampel Obat 

yang masuk 

Laboratorium

Sampel 

Obat yang 

diuji sesuai 

standar

Verifikasi %

Balai POM di Surakarta 164 40 Benar - - Benar 12,20

TOTAL 164 40 Benar 0 0 Benar 12,20

UPT

s.d Maret

 
 



 

 
 

 

⚫ Indikator Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar 

Target sampel 

Makanan yang 

diperiksa 1 

tahun

Sampel 

Makanan yang 

diperiksa 

sesuai standar

Verifikasi

Sampel 

Makanan 

yang masuk 

Laboratorium

Sampel 

Makanan 

yang diuji 

sesuai 

standar

Verifikasi %

Balai POM di 

Surakarta
85 5 Benar - - Benar 2,94

UPT

s.d Januari

 

Target 

sampel 

Makanan 

yang 

diperiksa 1 

tahun

Sampel 

Makanan 

yang 

diperiksa 

sesuai 

standar

Verifikasi

Sampel 

Makanan 

yang masuk 

Laboratorium

Sampel 

Makanan 

yang diuji 

sesuai 

standar

Verifikasi %

Balai POM di 

Surakarta
85 11 Benar - - Benar 6,47

UPT

s.d Februari

 

Target sampel 

Makanan yang 

diperiksa 1 

tahun

Sampel 

Makanan 

yang 

diperiksa 

sesuai 

standar

Verifikasi

Sampel 

Makanan yang 

masuk 

Laboratorium

Sampel 

Makanan yang 

diuji sesuai 

standar

Verifikasi %

Balai POM di 

Surakarta
85 22 Benar - - Benar 12,94

UPT

s.d Maret

 
⚫ Indikator Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan 

pembinaan pengawasan Obat dan Makanan 

 

UPT

Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan 

pembinaan pengawasan Obat dan Makanan

s.d. TW I (Jan - Mar)

Balai POM di Surakarta 90.4%  
 

⚫ Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan 

distribusi yang dilaksanakan   

UPT

Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi 

sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

s.d. Jan s.d. Feb s.d. Mar

Balai POM di Surakarta 0 100 100  
 

⚫ Indikator Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu 

UPT

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

Jumlah 

permoho

nan

% 

Capaian

Jumlah 

permoho

nan

% 

Capaian

Jumlah 

permohon

an

% 

Capaian

s.d Jan s.d Feb s.d Mar

Jumlah 

keputusan 

tepat waktu

Jumlah 

keputusan 

tepat 

waktu

Jumlah 

keputusan 

tepat 

waktu

Balai POM di Surakarta 12 18 66,66667 17 27 62,96296 26 37 70,27027  




